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ABSTRAK 

Aries Indra Kurniawan 

MPKP 

Judul Analisa Pelaksanaan Reformasi Administrasi Perpajakan Pada 
Kanwil DJP Jakarta Pusat Periode 2005-2006 

Penelitian ini dilakukao antara Jain untuk mengetahui pengaruh 
pelaksanaan reformasi adminlstrasi perpajakan yang dilaksanakan pada Kanwil 
DJI' Jakarta Pusat pada tahun 2005 - 2006 sebagai pilot project benluk KPP 
Pratama. Pelaksanaan kebijakan ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan 
pembentukan dua KPP WP Besar (Large Tax payer Office, LTD) pada tahun 2002, 

Penelitia.n ini menggunakan metode panel data yang diregresikan 
menggunakan Eviews. Analisa dibedakan menjadi dua bagian, yaitu analisa 
vertikal dan analisa horizontaL Analisa vertikal dilakukan dengan cara 
membandingkan basil pelaksanaan refonnasi administrasi perpajakan pada tahun 
2005 dan 2006 dcngan basil sebehun melaksanakan modernisasi pada tahuo 2003-
2004, Selain itu analisa horizontal dengan cara membandingan hasH pelaksanaan 
reformasi administrasi perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat 2005 - 2006 
dengan Kanwil DJP Jakarta lainnya pada tahun yang sarna. 

Hasil dati peneHtian ini adalah pelaksanaan kebijakan administr~i 
perpajakan pada KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat tidak mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap peningkatan realisasi penerim.aan dan kepatuhan Wajib 
Pajak dibandingkan sebelum melaksanakan modernisasi. Kebijakan tersebut 
berpengaruh pada tinggi rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan 
menurunkan rasio beJanja barang terhadap total belanja. 

Se]ain itu basil penelitian ini dipcrolch basil bahwa tingkat kepatuhan 
Wajib Pajak dan rasio belanja pegawai terhadap total belanja mempw1yai 
hubungan positip terhadap kenaikkan realisasi penerimaan pada Kanwil DJP 
Jakarta, Sedangkan rasio belanja barang memiliki hubungan negatif terhadap 
realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta. 

' 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar menganalisa kebijakan 

administrasi perpajakan selanjutnya. 

Kata Kunci; Rcformasi Adrninistrasi Perpajakan 
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ABSTRAC 

Aries In<ira Kurniawan 
MPKP 
The Analysis of Tax Administration Reform at Kanwil DJP 
Jakarta Pusat in period 2005 - 2006 

The main objective this research is to assess the tax influence on tax 
administration reform at Kanwil DJP Jakarta Pusat in period 2005-2006. This 
Regional Office is treated as a pilot project of KPP Pratama. This policy is a 
further implimentation of two formation of Large Taxpayer Office (LTO) in 2002. 

Tills research is use the panel data method that regressed with Eviews. It 
has two different part of analysis, the vertical analysis and horizontal analysis. 
Vertical analysis is done by comparing between the implementation of tax 
reformation administration at the year 2005-2006 and implementation before 
modernisation at the year 2003-2004. While horizontal analysis is done by 
comparing between the implementation tax reformation in Kanwil DJP Jakarta 
Pusat at the year 2005-2006 and the other Kanwil DJP Jakarta at the same year. 

Some fmding from this researchare as follow: (i) the implementation of tax 
administration policy at KPP in Kanwil DJP Jakarta Pusat doesn't have a 
significant influences to- increase tax revenue and (ii) tax compliance prior and 
post of modernisation. That policy influences to the hihg expense ratio to total 
expense and reducing the operational expense ratio to total expense. 

One the other hand, the level oftax compliance level and salary expense 
ratio with total expense has a positive relationship to the increase of Kanwil DJP 
Jakarta Pusat's tax revenue. While operational expense ralio has a negative 
relationship to the realization ofKanwil DJP Jakarta Pusat's tax revenue. 

The result could be used as a base to analyse the further tax 
administrations policy. 

Key Word : Reformation Tax Administration 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalab 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berlaku di hampir 

bcrbagai negara dalam pembiaya.an pengeluaran negara. Hampir semua 

negara di dunia mengenakan pajak kepada warga negaranya, kecuali 

beberapa negara yang memiliki kekayaan s:umber daya alam yang cukup 

besar menjadikan keyaaan sumber daya tersebut scbagai sumber penerirnaan 

utama negara. Berdasarkan data statistik dari Asian Development Bank 

dlperoleh keternngan bahwa rata-rata lebih dari 50% pengeluaran 

pemerintah (Government Expenditures) di negara-negara Asia dibiayai 

dengan penerimaan dari pajak, seperti Malaysia sebesar 60%, China sebesar 

85%, Pbilipina sebesar 82% dan Vietnam sebesar 80% padatahun 2006. 

Dernikian pula di Indonesia, penerimaan pajak sangat besar 

peranannya dalam pembiayaan pembangwtan sebagaimana terlihat pada 

Anggaran Pendapatan dan Bolanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Kondisi 

tersebut te!jadi akibat merosotnya barga minyak bumi dan gas alam di dunia 

internasionai dalam jangka waktu yang rclatif panjang, sernentara 

perekonomian di Indonesia pada saat itu sangat mengandalkan sumber daya 

alam tersebut sebagai penerimaan negara. Bila kondisi tersebut dibiarkan 

terus berlanjut dan pemerintah Indonesia tetap mengandalkan penerirnaan 

migas maka akan menyebabkan defisit anggaran negara. Hal tersebut 

tentunya akan berdampak pada semakin besamya pjnjaman atau hutang luar 

ncgcri untuk menutupi dcfisit anggaran negara dan hal ini sangat tidak 

diharapkan. Oleh karena itu pemerintah mengambil Jangkah kebijakan 

sesuai dengan struktur penerimaan negara pada saat itu yattu dengan 

rnengandaJkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara melalui 

reformasi di perpajakan (Tax Reform) di Indonesia. 

Sejak Reformasi perpajakan (Tax Reform) digulirkan, Pajak 

memberikan kontribusi yang cukup besar dalam APBN disamping 

penerimaan lalnnya dari surnber migas dan non-migas serta hibah. 

1 Universitas Indonesia 

Analisa Pelaksanaan..., Aries Indra Kurniawan, FEB UI, 2009



2 

Sebagaiman rerlihat pada Tabel 1.1 terlihat bahwa rata-rata hampir 67% 

setiap tahunnya penerimaan pajak memberikan kontribusi terhadap APBN 

dan selain itu terJihat bahwa penerimaan pajak terns rneningkat rata-rata 

sebesar 21A% setiap tahunnya dalam penerimaan negara. Hal. ini 

memperlihatkan bahwa betapa besar peranan pajak dalam pembiayaan 

pengeluaran pemerintah untuk pembangunan. 

i;ahun Anggan;~n 

1994/1995 
1995/1996 
1~6/1997 

1997/:1998 

"'98/1999 
JS99/2000)) 

2000 41 

2001 G) 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

{U<PPj 
2007 

{AI'BN UU_.1!1/~) 

2007 

(RAPB-P) 

'""' _!RAPBNJ 

Tabell.l 
Penerimaan Pajak dan Tax Ratio 

Tahun 1994/1995 s/d 2008 'l 
dalam Miliar Rupiah 

P"'-'I'SE!ntuse 

Pcnerimuan 
:Pencrimaan Penerlmaa 

P<'ljak ' 1 Bukan Pajak TotalAPBN n Pajak 

" terf-ladap 
APBN 

44.442..:10 .21,91:5.90 66,411.<.00 ...... 
48,686..30 24,327.60 73,0"13.90 ""'"' 57,339.90 30,290.40 87,631].;10 65.4% 
70,934.20 41,341.30 112:,275.50 6:'.t2% 

102.394.40 55,648.00 :15:8.[~2.40 ....... 
llS.95LOJ 7SAB1.60 204.432.60 £1.6% 

ll.S, 9.;L2.SQ 89A22.00 ZOS,:;I.;w.so SG.S% 

18S,S40.90 11.S,058.GO 300,599.50 5>.7% 

:7.10,087.50 88,440.00 298,527.50 70.4'16 

:7.4:!,0<UUQ 98,880.:7.0 340,9'28.30 7-1.()% 

280,55lU)() 122.545.00 403,104.60 69.6% 

347.003..1.0 146,88&30 493,919.40 70..3% 
409,2ffi'U:IO 226,950.10 63G,l53.ro 64.3% 

509,462.00 210,927.00 720,389.00 70.7% 

489,891.80 191,868.20 681,760.00 71,99\S 

583_675.60 175,649.10 759,3-24.70 76.9% 

PDB 51 

36$,750.90 

433,1.10.40 
$1;1,365.40 

633,520.50 
947,659.80 

1.1.3S,115.80 

971,502.60 

'-.684,280.00 
1,863,275.00 
~(145,853.00 
2,303,031..00 

47S4,S60..40 
3,338,3.95.70 

3,779,154.70 

3,804,154.70 

4,.:306,007.50 

'"i Parbedaan satu angka dl belakang kcma terhadap angka penjumlahsn sdalah k;;m;!na 
pembulatan. 
l) Sejak TA 1998/1999 rerma:>uk SPH"I'B, sejukTA 1999/2000 t~rma:;uk PPh Mgas,tctapi 
2) Sejak TA 1999/2000 tldak termasuk PPh Migas dan Privatisasi. 
3) Disesuaikan d(<ngon klas!filmsi baru. 
4) Periode lApril .;;aMpal dengan 31 Dl"!si:'.Mber 2000 (9 bulan},PDB 01~esu:ulkan dtmg<ln 
S) TA 1989/19'90~ 1.993/1999 rnenggunakan PO:S Non Mlga:>. sejak TA .1999/2000 
6) Sejak tahur.200:l mensaunakan PVB baru dengan cakupan {.::overage} yanstebih 

Ta>< Ratio 

12.15'1< 
11.24% 
11.21% 
11.20% 
10.80'% 

3.1.07% 

ll.$3% 

:U.(Q'% 

1.1.281(; 

11Al-3% 
12.18% 

"'"'"' 12.26% 

13.-
12.~ 

13.55% 

Penerimaan pajak yang terus meningkat dalam APBN merupakan 

tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu lembaga 

pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab dalam melaksanakau 

pencapaian target penerimaan keuaugan negara dari sektor pajak.. Hal 

tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RJ Nomor 

464/KMK..O 112005 tentang Pedoman Slllltegi Dau Kebijakan Depart em en 
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Keuangdll (Road-Map Departemen Keuangan) Tahun 2005-2009. Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu unit yang bortugas untuk 

meningk:atkan penerimaan negara dengan optimalisasi penerimaan 

perpajakan. Penerimaan pajak yang terns meningkat diharapkan akan 

tereapai rasio pajak (tax ratio) yang ditargetkan, yakni 16% dari produk 

domestik bruto (PDB). 1 

0,35 ... 0,331 

0,3 

0,25 

0,2 

0,15 

0,1 

0,05 

0 

Gambar 1.1 
Tax Ratio Negara-Negara Asia 

Tahun 2005 

Brunei lndonesi_·-~_K_o_'""~~-M-a-lays~;· ___ P_h_;'_'p-in_•~-V-ietna:J Darussalam 

'--~ ···················-··· --· 
Keinginan pencapaian rasio pajak mencapai 16% karena rasio pajak 

di Indonesia selama tahun 1994 sampai dengan tahun 2006 masih tergolong 

rendah, sebagaimana terlihat pada (;ambar 1.1 bahwa rasio pajak di 

Indonesia rata-rata sebesar 12%, jika dibandingkan dengan berbagai 

negara-negara di Asia. Hal ini juga dapat dilihat dengan membandingkan 

Tabell.l dengan Tabell.2. 

Tingkat Rasio Pajak yang rendah merupakan salah satu indikator 

bagi Direktorat Jendernl Pajak yang menggambarkan bahwa belum 

optimalnya potensl penerimaan negara dari sektor perpajakan. Jumlah 

penduduk Indonesia yang cukup besar, lebih dari 200 juta penduduk, masih 

sangat potensial untuk ditingkatkan penerimaan pajaknya. Hal ini 

disebabkan masih banyak warga negara Lndonesia yang bekerja dan badan 

1 lamplran J, KMK No. 464/Kmk.Ol/2005 tentang Pedoman Strategi Dan Kebijakan Departemen 
Keuangan {Road~Map Departemen Keuang:an} Tahun 2005,2009. 
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usaha di Indonesia yang belum terdaftar sebagai W~jib Pajak, baik itu 

sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Usaba. 

Secara keseluruhan, berdasarkan data pada tabun 2004, jurnlah Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang terdaftar sekitar 2,38 juta jiwa atau banya meneapai 

10% dari jurnlah penduduk yang bakerja di di Indonesia, yaitu sebesar 

23,829 juta jiwa (Sakemas BPS 2003). 

Tabell.2 
Tax Ratio di Negara Asia 

(Dalamjutaal! S"!Uan mala uang tiap negara 
. ... . . 

Tax 
Negara · .l'abu:a Taxes PDII 

I 
'. ·. -.. •, •_r' ' ' lbltio 

-- - ----;~ 
Brunei Darussalam 

Eif 
3,426.04 11,424.19 29.99'A. 
3,685.06 13,305.82 27.7{}% 

----------------
5,251.54 15,864.07 ' 33.10%! 

Korea 2003 135,367.20 724,615.00 . 18,68% 
,_.2004 140,643.30 779,3t!0.40 18.05% 

2005 152,371.10 810,515.90 18.80% 

Malaysia 2003 64,891.00 418,769 1550% 
--- -~ .... 

2004 72,050.00 474,048 15.20% 

2005 80,594.00 519,451 15.52% 

··P:bilipina 2003 550.47 4,316.40 12.75% 

2004 ' 604.96 4,8~.42% 
2005 705.62 co= 5,43 12.98% ' 

Vletnam 2003 127,947.00 613,443.0 

2004 155,579.00 7!5,307.0 

~"""" 
2005 138,119.00 839,210.9 22.42% 

fndonesia 2004 280,588.80 2,303,031 ,0 12.18% 
" 

2005 347,031.10 2,784,960.4 12.46% 
' -Sumber. Asmn Development Bank (ADll) Key lndJCn!oiS 2007 (d1ol:th) 

Upaya-upaya yang dilakukan DJP dalam mengoptimalisasi 

penerimaan pajak~ yaitu dengan membenahi kondisi intemalnya, baik dari 

segi perangkat peraturan perpajakan yang menunjang kebijakan perpajakan, 

sumber daya manusia (SDM). organisasi, kualitas pelayanan, administrasi 

dan teknologi yang digunakan di seluruh unit kantor pelayanan pajak atau 

dikenal dengan "Retbnnasi l'erpajakan". 

Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang tengab dilalmkan oleh 

DJP adalab melakukan Refonnasi Sistem Administrasi Perpajakan 

(Administration Tax Reform) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) alau lebih 
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dikenal "Modemisasi Sistem Administrasi Perpajakan1
', Refonnasi sistern 

administrasi perpajakan dimulai dengan pembentukan satu Kantor Wilayah 

(Kanwil) dan dua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar atau 

yang dikenal dengan Large Taxpayers Office (L TO), berdasarkan 

Keputusan Menteri Keuangan R.l Nomor 70 !KMK.03/2002 tanggal 5 

Maret 2002. Kantor tersebut merupakan pilot project Direktorat Jenderal 

Pajak dalam melaksanakan reformasi administrasi perpajakan. 

Reformasi administrnsi perpajakan sangat penting dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung kebijakan dan peraturan 

perpajakan yang ada di Indonesia. Menurut pendapat Zain (1990) dalarn 

bukunya menyebutkan bahWll berbicara masalah perpajakan ada tiga fungsi 

yang harus dijalankan bersama-sama dan seimbang karena ketiganya saling 

melengkapi satu sarna lainnya. Tiga fungsi tersebul, yaitu kebijakan 

perpajakan (Tax Policy), Undang-Undang Perpajakan dan sistem 

administrasi perpajakan. 2 

Selain itu menurut Nowak (1970:3-6) menyatakan bahWlladministrasi 

perpajakan merupakan kunci bagi berhasilnya pelaksanaan kebijakan 

perpajakan-' Tugas administrnsi perpajakan tidak membuat kebijakan atau 

ketentuan undang-undang, tidak memutuskan subjek pajak yang 

dikecnalikan dari pemungutan pajak, juga tidak menentukan objek-objek 

pajak baru. Administrasi perpajakan perlu disusun dengan sebaik-baiknya 

sehingga mampu menjadi instrument yang bekerja sccara efesien dan efektif 

dalnm penyelenggaraan pemungutan pajak. 

Pembentukkan Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak 

(Kl'P) Wajib Pajak Besar (LTO) sebagai pilot project dalnm menerapkan 

modernisasi sistem adrninistrasi perpajakan di nilai cukup berhasil dalam 

mengamankan penerimaan negara. Keberhasilan tersebut di ukur dari 

konstribusi pcnerimaan pajak kantor tersebut yang cukup besar 

dibandingkan kantor pajak lainnya yang belum melaksanakan modemisasi 

dalarn jangka waktu dua tahun dari mulai terbentuknya Kantor tersebut 

2 Zain, Moh dan Kustadi Alinta, »Pemboruan Perpajokan NtJsional"; Citra Adltya Bakti, 
Bandung:1990 

3 Mansyuri,R, "Pujok Penghasilon Lanjutan Ptlsco Reformasi 2(J(){f': YP4, Jakarta:2002 

Universitas Indonesia 

Analisa Pelaksanaan..., Aries Indra Kurniawan, FEB UI, 2009



6 

Pada tahun 2002 dengan jumlah 200 Wajib Pajak, penerimaan pajak kantor 

ini sebesar Rp 29.492,29 milyar. Angka tersebut merupakan 19,52% dari 

total penerirnaan pajak DJP secara nasional. Kemudian, tahun 2003 terjadi 

pertumbuhan sebanyak 23% menjadi Rp 36.282,09 milyar atau 20,8% dari 

total penerimaan pajak DJP secara nasional dan tahun 2004 terjadi 

penambahan 100 Wajib Pajak sehingga jumlah seluruh Wajib Pajak yang 

terdaftar rnenjadi 300 Wajib Pajak, penerimaan pajak di kantor ini 

rneningkat mcncapai Rp 49.938,78 milyar a tau 24,8% dari total penerimaan· 

pajak DJP secara nasional. 

Selain itu indikator keberhasilan pembentukkan Kantor \Vilayah 

(Kanwil) dan Kantor l'elayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar (LTO) 

tidak hanya dilihat dari sisi penerimaan saja tetapi juga dapat dilihat dari 

sudut pandang Wajib Pajak, yaitu melihat tingkat kepuasan Wajib Pajak 

tentang sistem adrninistrasi modem di kantor terscbut. Dari basil survey 

yang dilakukan oleh pihak independen., yaitu AC Nielsen, bahwa tingkat 

kepuasan Wajib Pajak mcncapai nilai 81. lndeks ini melebihi rata-rata 

survey atas pelayanan publik di Indonesia, yaitu sebesar 75. Bahkan n.ilai ini 

melebihi indeks yang sama terhadap pelayanan pemerintah dan pelayanan 

umum (diantaranya perpajakan), seperti Australia (66 dan 74), Hongkoog 

(75 dan 71), lndia (78 dan 78) maupun Singapura (76 dan 76). 

Keberhasilan Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Wajib Pajak Besar (L TO), sehagai pilot project pelaksanaan 

modemisasi sistem administrasi perpajakan. dalam mengamankan 

penerunaan negara dan meningkatkan tingkat kepuasan Wajib Pajak 

menjadi dasar awal pelaksanaan modemisasi sistem administrasi perpajakan 

pada Kantor Pela:yanan Pajak yang lainnya. Berdasarkan Kcputusan Menteri 

Keuangan Nomor 254/K.MK.Ol/2004 jo. 167/KMK.Ol/2005 dibcntuklah 

KPP Madya dan KPP Pratama di !ingkungan Kantor Wilyah DJP Jakarta 

Pusat sebagai pilot project KPP Madya dan KPP Pratarna melaksanakan 

modemisasi sistem administrasi perpajakan sebelum dilaksanakan pada 

KPP-KPP lainnya. 
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Madernisasi administrasi perpajakan dilakukan dengan pembenahan 

organisasi, tugas dan fungsi antara Kantor Wilayah (Kanwil) maupun KPP 

sebagal unit operasional perpajakan dilapangan dalam rangka pelaksanaan 

Good Governance. Dimana secara sistem dan struktur organisasi, KPP yang 

melaksanak:an sistem administrasi modem dikelompokkan berdasarkan 

fungsi. Sedangkan KPP belum melaksanakan modemisasi dikelompokkan 

berdasarkan jenis pajak. Selain itu kantor-kantor yang melaksanakan sistem 

administrasi modem didukung sarana dan prasarana lebih balk, diterapkan 

kode etik pegawai, dan sistem penggajian dan remunerasi yang lebih baik. 

Hal inilab yang membedakan KPP di lingkup Kanwil DJP Jakarta Pusat 

deogan Kantor Pelayanan Pajak lainnya. 

Secara umum, jika dHihat dari sistem dan struk.tur organisasi tidak ada 

perbedaan antara KPP di lingkungan KanwiJ DJP Jakarta l'usat dengan 

Kantor Wilayab (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak 

Besar (LTO). Hal ini disebabkan keduanya Ielah melaksanakan sistem 

administrasi modem. Namun berdasarkan karakteristik Wajib Pajak yang 

dikelola, jenis pajak dan wilayab kerja I luas wilayah kedua KPP tersebut 

memiliki beberapa perbedaan. Adapun perbedaan KPP di lingkungan 

Kantor Wilayab DJP Jakarta Pusat dengan KPP di lingkungan Kantor 

Wilayab (Kanwil) Wajib Pajak Besar (LTO), diantaranya sebagal berikut: 

l, KPP di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Wajib Pajak Besar (LTO) 

hanya mengeJola Wajib Pajak besar secara nasional sedangkan KPP di 

lingkungan Kantor Wilayab DJP Jakarta Pusat mengelola Wajib Pajak 

menengah ke bawah secara regional, yaitu hanya Wajib Pajak di 

v.ilayab Jakarta Pusat. 

2. KPP di lingkungan Kantor Wilayab (Kanwil) Wajib Pajak Besar (LTO) 

hanya mengadminist:rnsikan WP jenis badan usaba, sedangkan KPP di 

iingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat rnengadministrasikan 

seluruhjenis WP, yaitu badan usaha dan orang pribadi. sehinggajenis 

pajak yang diperolehjuga akan berbeda. 
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Gambar 1.2 
Flowchart Alur Berpikir l.atar Belakang Masalah 

' 
l 

L ..... ~mafi.U$1 fl:e~fliiililifPerreri-n Pajak 

l 
I Caranya? I 

J ... , .... 
' Kebljakan Tax 

1 I R,eform l 
uu Perawran Perpajakan Admlrtlstrasl Perpajakan 

Tarif ' Sl-Tax base ' b<mruk Lembaga 
Si!nksr ' Pru!>tna dan !lilfiiii'W 

atur.m !aiortya ' SOM 
······--

L_~ax Compliam;e i ~!~--? ] _________ .. _ 

------------~ Dipai\Sa/ >Jnvohmtary ---- Suk.arela I Voluntary 1 

.. _ _f 
~...J l I I Admlnlst.ast!Formar .. 1 ~eriks<!<m/materlal 

----"--- --

.. " 

a 

i 
' ' ' .J 

1 Komwn dan Kf>!> Wajlb Pajak 
L. Besar {I.. 'tO) 

-- I .. 

L_ __ .. -1--uasu·r;·;;~iltl-..n dan surv..v--: ~- ... ...1 

Perbedaan-perbedaan akibat perubahan sistern administrasi modem 

tersebut diatas, yaitu sistem dan struktur organisasi, prasarana dan sarana, 

karakteristik Wajib Pajak dan lainnya diharapkan akan memberikao 

pengaruh dalam menlngkatkan pencapaian penerimaan pajak bagj KPP 

tersebut. Pengaruh dari pclaksanaan sistem administmsi perpajakan dapat 

dianalisa dari dua cara, yattu secara vertikal,. yaitu perbedaan sebelum dan 

sesudah melaksanakan sistem administrasi modem, dan secara horizontal, 
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yaitu membandingkan KPP yang telah melaksanakan dengan KPP yang 

bel urn melaksanakan. 

Oleh karena itu periu dilakukan penelitian dan analisa lebih lanjut 

mengenai pengaruh penerapan sistcm administrasi modern pada Kantor 

Pelayanan Pajak di lingkungan Wilayah Jakarta Pusat terhadap realisasi 

penerimaan pajaknya. 

1.2. Permasalaban 

Refonnasi sistem administrasi perpajakan yang dilaksanakan oleh 

Direktora! Jenderal Pajak merupakan salah satu kerangka kebijakan jangka 

menengah pemerintah dalarn melaksanakan "Good Governance", "Clean 

Governance" dan pelayanan prima kepada masyarakat. Secara garis besar, 

salah satu tujuan yang hendak dicapai olch reformasi administrasi 

perpajakan, yaitu tercapainya tingkat kepatuhan perpajakan (Tax 

Compliance) yang tinggi. Dcngan tercapainya tujuan tersebut diatas 

diharapkan memberikan pengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak. 

Hal tersebut diatas didukung oleh penelitian yaog dilakukan oleh 

Chaizi Nasucha peda tahun 2003 yang dikutip dari penulisan Sol)'an (2005)4 

bahwa dengan menggunakan ana!ityc hierarchy process (AHP) dan obyek 

penelitian organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari 19 Kanwil 

dan 173 KPP di selurub Indonesia diperoleh salah satu kesimpulan dari 

penelitiannya adalah bahwa reformasi administrasi perpajakan mempunyai 

pengarub besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh SofYan sendiri • dengao 

objek penelitian KPP LTO, menunjukkan bahwa ada pengarub pesitip dan 

signifikan antara faktor-faktor struktur organisasi, prosedur organisasi; 

strategi organisasi dan budaya organisasi dalam modernisasi terhadap 

keparuban Wajib Pajak, 

"~ Sofyan. Marcus Taufan. Skripsi berjudul "Pengaruh Reformasi AdminisUasl Perpajakan 
terhadap l<epatuhan Wajlb Pajak pada Tahun 2004", STAN:2005 
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Namun berdasarkan penelilian yang dilakukan oleh Tunjung (2004)' 

menyimpulkan bahwa kebijakan pembentukkan KPP Wajib Pajak Besar 

(LTO) belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan (Tax 

Compliance) dan dalam realisasi pencapaian target penerima.an pajak kantor 

tersebut. Narnun kebijakan pembentukkan KPP Wajib Pajak Besar (LTO) 

lebih efisien dengan menggunakan ukuran rasio antara biaya pemungutan 

dengan realisasi penerimaan pajak. 

Berkaitan dengan masalah efesiensi biaya yang berkaium dengan 

kebijakan reformasi administrasi perpajakan, penelitian lainnya yang 

dilakukan Jrawaty (2007)6 dengan obyek penelitian seluruh KPP di 

Indonesia periode Ulhun 2006 dan menggunakan metode analislik Stochastic 

Frontier dan Cost-to-Yield ratio diperoleh hasi1, yaitu bahwa secara 

keseluruhan KPP di Indonesia memiliki efisiensi yang tinggi. Berdasarkan 

metode Cost-to-Yield ratio disimpulkan bahwa rata~rata KPP yang memiliki 

tingkat efisiensi cukup tinggi dipengaruhl reformasi administmsi 

perpajakan, tetapi jika dilihat deri metode Stochastic Frontier disimpulkan 

tidak ada perbedaan nntara KPP modem dengan tidak modem dalam 

pengelolaan biaya. 

Berdasarkan semua penelitian tersebut diatas bahwa ada sedikit 

perbedaan dalam kesimpulan dibasilkan. Hal ini kemungkinan disebabkan 

oleh waktu penelitian, objek penetitian. data vatiabel yang digunakan dalam 

penelitian dan mctodc penelitian yang digunakan. Sccara garis besar dari 

penelitian~penelitian tersebut menjelaskan bahwa kebijakan reformasi 

adrninistrasi perpajakan yang dilaksanakan pemerintah saat ini bertujuan 

untuk meningkatkan kepaluhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak juga 

meningk:at. Meskipun tingkat biaya atas pelaksanaan tersebut cukup besar 

akan tetapi efisiensi antara biaya pengumpulan pajak dengan penerimaan 

pajak cukup tinggi sehingga kebijakan ini terns dilanjutkan karena dinilai 

s Tunjung,M, Tesis berjudul "Analisis Efektifitas dan Efisiensi atas kebijakan pembentukan Kantor 
Pelayanan Wajib Pajak Besar (lTO} sebagai upaya peninglo::atan kinerja Dlrektorat Jenderal 
Pajak tahun 2002-2003": FEUI, Oepok:2004 

5 lrawaty, Shanty, Tesis berjudu1 11Pe118ukuran Efisiensi Biaya Administrasi Pajak Pada Kantor­

Kantor- Pelayanan Pajak di Indonesia Tahun 2006", FEUI,Oepok:2007. 
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culrup berhasil. Hal ini sesuai dengan pendapat Ter-minassian (1997) 

tentang cara pengwnpulan penerirnaan pajak dl negara berkembang yang 

menyatakan bahwa Kebijakan sistem administrasi perpajakan yang 

sederhana sangat dibutuhkan untuk memastikan terjarninnya terkumpulnya 

pendapatan negara dati pajak, Hal ini mencegah terjadinya komplikasi yang 

timbul antara biaya admlnistrasi dengan permasalahan dalam pengamanan 

tingkat kcpatuhan. Hal tersebut sama saja dengan kerugian yang sangat 

mungkin terjadi (potential loss). Ada dua tujuan utama dati administrasi 

perpajakan, yaltu untuk menerapkan peraturan perpajakan secara seragam 

untuk mencapai pencrimaan negara yang maksimal dengan biaya 

pengumpulan pajak (collection co.st) yang minimal, serta untuk mencapai 

tingkat kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dati Wajib Pajak.7 

01eh karena itu yang menjadi permasalahan dalam penelitian 1m 

adalah: 

1. Apakah setelah melaksanakan kebijakan modemisasi administrasi 

perpajakan pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakana Pusat selarna 

periode 2005 dan 2006 terdapal peningkatan terhadap realisasi penerimaan 

pajak dan tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak scrta menunmkan 

tingkat rasio biaya pengumpulan pajak (collection cost tax ratio ) 

dibandingkan sebelum melaksanakannya? 

2. Bagaimanakah pengaruh kepaluhan wajib pajak, tingkat biaya 

pengumpulan (collection cost) dan kebijakan modemisasi administrasi 

perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak? 

1.3. Hipotesis 

Hipotesis yang dibentuk untuk menduga jawaban dari pertanyaan~ 

pertanyaan pada rumusan masalah adalah : 

1. Diduga dengan pelaksanaan kebijakan reformasi administrasi 

perpajakan pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Jaka.na Pusat akan 

memberikan pcngaruh secara signifikan terhadap pcncapaian 

peningkatan realisasi penerimaan pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan 

' Ter-Minasslan,Teresa; Fiscal Federalism in Theory and Practise, Charles L Vehorn 
And Ehtisham Ahmad, Tax Administration, IMF, Washington D.C. 
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efesiensi biaya pengumpulan pajak (Cost Collection Tax) 

dibandingkan sebelurnnya, Dirurnuskan sebagai berikut : 

Ho : Kebijakan reforrnasi administrasi perpajakan tidak memiliki 

pengaruh secara signiflkan terhadap faktor-faktor tersebut. 

H, : Kebijakan refol111asi administrasi peiJmjakan memiliki pengaruh 

secara signifikan terhadap fhlctor-faktor terscbut. 

2. Diduga kepatuhan Wajib Pajak, ting)<at biaya peogumpulan dan 

kebijakan reformasi administtasi memiliki pengaruh positip terhadap 

realisasi penerirnaan pajak, Dirumuskan sebagai berikut : 

Ho : Kepotuhan Wajib Pajak, tingkat biaya pengumpulan dan 

kebijakan reformasi administrasi tidak memiliki pengaruh 

positip terbadap realisasi penerimaan pajak. 

H1 : Kepotuhan Wajib Pajak, tingkat biaya pengumpulan dan 

kebijakan refonnasi administrasi memiliki pengaruh positip 

terhadap realiS!!Si ponerimaan pojak. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Dalam Penulisan ini, ada bebcrapa tujuan yang in gin dicapai yaitu 

I. Mengetahui dampak pelaksanaan refonnasi adaainistrasi perpajakan 

terhadap realisasi penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak dan tingkat 

biaya pengnmpolan pajak poda KPP di lingkungan DJP Jakarta Pusat 

dibandingkan sebclum melaksanakannya (analisa vertikal) dan KPP 

yang belum mclaksanakan di wilayah Jakarta (analisa horizontal). 

2. Mengetahui pegaruh kepatuhan Wajib Pajak dan tingkat biaya 

pengwnpulan pajak serta kebijakan reformasi administrasi perpajakan 

terhadap realisasi penerimaan pajak. 

1.5. Ruang Lingkup dan Batasan Penditian 

Penelitian ini ak:an menganalisa mengenai pengaruh kebijakan reformasi 

Administrasi Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Wilayah 

Jakarta terhadap realisasi penerimaan pajak pada tahWl 2005 -2006. Hal ini 

disebabkan KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat merupakan pilot project 
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kebijakan reformasi adrninistrasi dengan pembentukkan KPP Pratama dan 

KPP Madya scbclum diterapkan pada KPP lainnya di selurub wilayah 

Indonesia. Pemilihan waktu penelitian pada !abun 2005 dan 2006 

disebabkan pelaksanaan kebijakan reformasi administrasi perpajakao pada 

KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusa! dilaksanakan keseluruhan pada tabun 

2005 dan sampai dcngao 1abun 2006 dikarenakan pada tabun 2007 

kebijakan ini telab diterapkan pada seluruh KPP di wilayab Jakarta sehingga 

tidak dapat dibandingkan. 

Selain itu pembahasan dahlm penclitian ini akan sangar luas karena 

banyak sekali faktor-faktor yang mcmpengaruhi realisasi penerimaan pajak, 

Oleh karena itu peneliti akan membatasi penelitian terhadap beberapa faktor 

yang mempengaruhi pcnerimaan yang disesuaikan dengan pengaruh 

ditimbulkan kebijakan refonnasi adm.inistrasi perpajakan, yailu : 

1. Pcncrimaan Pajak KPl' terdiri dari Pajak Pcnghasilan (PPh) non migas, 

PPh migas, l'ajak Pertarnbaban Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) dan Pajak lainnya. Oleh karcna itu penulis membatasi pada 

penerimaan pajak PPh non migas dan PPN. 

2. Dalam mengukur tingkat Kcpetuhan Wajib Pajak (Tax Compliance), 

banyak ukuran yang dapat digunakan dalam mengukumya, Dalam 

penuJisan ini, pcnuhs mcngukur tlngkat kepatuhan Wajib Pajak dengan 

sab!h satu cara, yaitu membandingkan SPT Tabunan yang di lapor Wajib 

Pajak dcngan Jumlab Wajib Pajak per jenis pajak (kcpatuhan fonnal). 

3. Cos/ Collection terdiri dati tiga unsur yaitu biaya pegawai, biaya barang 

dan biaya modal. Kctiga jenls biaya tersebut mcmpooyai unsur yang 

berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menghitung 

Collection Cost dari dua unsur yaitu biaya pcgav.'Bi dan biaya barang 

dengan menggunakan rasio antara kedua biaya tersebut dengan total 

biaya. 

Waktu observasi yang dipilih adalab !ahun 2005 sampai dengan 2006. 

Jumiah KPP yang diobservasi meliputi sclurub KPP yang berada di wilayab 

Jakar1a pada saat observasi. Metode yang digunakan dengan 

membandingkan dengan KPP yang telab melaksanakan reformasi 
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adrninistrasi perpajakan, yaitu Kanwil DJP Jakarta Pusat sebelum dan 

sesudah melaksanakannya (ana lisa vcrtikal) dan KPP Kanwil DJP Jakarta 

lainnya yang belum melak!;anakannya (analisa horizontal). l'emilihan 

Kanv.il DJP Jakarta lainnya penelitian ini dikarenakan Kanwil DJP Jakarta 

lainnya merniliki persamaan beberapa faktor dengan KPP Kanwil DJP 

Jakarta Pusat, seperti luas wilayah kc~a, karakter Wajib Pajak, falctor 

perekonomian dan kemudahan peroJehan data. 

1.6. Maofaat Penulisan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inforrnasi secara tidak Jangsung 

kepeda pera pemhaca tentang pelaksanaan reformasi administrasi 

perpajakan di Indonesia. Selain itu penulisan ini dapat dijadikan bahan 

penuHsan lcbih lanjut mengenai upaya pencapaian penerimaan pajak. 

1.7. Metudologi Dan Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan untuk mengetahui besar 

pengaruh antara refonnasi administrasi perpajakan, kepatuban pajak 

(compliance) dan Collection Cast adalah dengan menggunakan statistik dan 

ekonometrik. 

Berdasarkan hal lersebut diatas, maka peneliti ruencoba membuat 

model ekonometrik analisis yang digunakan dari fungsi tersebut, yaitu : 

• Penerimaan Pajak= Fungsi {Kepatuhan. Biaya, Modemisasi) 

• Reali= flo+ fln Patuh,i + fln+l Biayai + fln+2 Md1+ E 

Keterangan : 

Realj 

~0 

~" p,.., 
p.,.1 
E 

Patuhnj 
Biayaj 
Md; 

= ReaHsasi Penerimaan pajak per KPP 
= Konstantallntercept 
~ Koefesien dari Kepatuban Wajib Pajak 
= Koefesien dari Biaya (Collection cost) 
= Koefesien dart dummy Variabel Kebijakan 
=Error term 
= Kepatuhan WP tiap KPP 
= Collection Cost tiap KPP 
"' Kebijakan reformasi administrasi perpajakan 
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Penerimaan pajak dihitung dengan realisasi penerimaan pajak tiap 

KPP di wilayah Jakarta. Kopatuhan WP dianalisis dengan analisis 

kuantitatif yaitu dengan menghitung tingkat kepatuhan formal dari Wajib 

Pajak, yaitu Jumlah SPT yang lapor dibandingkan dengan jumlah Wajib 

Pajak yang terdaftar di tiap KPP. Collection Cost terdiri dua bagian, yaitu 

total biaya yang dikeluarkan untuk biaya belanja pegawai dan biaya belanja 

barang. Modemisasi merupakan dummy variabel, yaitu jika Md = 0 maka 

KPP rersebut bel urn modemisasi dan jika MD= I maka KPP tersebut telah 

modemisasi. 

1.8. Si;;tematika Penulisan 

Penulisan Tesis ini akan terbagi dalam 5 Bagian1 dimana tlap-tiap bagian 

sebagai penunjang pernbahasan permasalahan secara keseluruhan, adapun 

Bab-bab terse but adalah sebagai berikut: 

L Pendahuluan. 

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai Jatar belakang masalah, 

permasalahan. tujuan penulisan, ruang lingkup dan batasan penulisan, 

manfaat penulisan. hlpotesa, metodologi peneHtian dan sisternatika 

penelitian. 

II. Tlnjauan Literatur 

Bab ini akan memaparkan kajian pustaka berkaitan dengan pcnulisan 

tesis yang antara lain berkaitan dengan teori perpajakan, teori 

Adrninistrasi perpajakan. 

IlL Gambaran Umum Data dan Fakta Objek Penelitian 

Bah ini akan menjelaskan tentang gambaran umum setiap KPP di 

wilayah Jakarta yang dikelompokkan berdasarkan Kantor Wilayah. 

Selain itu akan dijelaskan karakteristik dasar KPP/Kanwil yang Ielah 

melaksanakan Modcrnisasi. 
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IV. Analisis pengaruh pelaksanaan reformasi sistern administrasi perpajakan 

pada KPP di Wilayah Jakarta. 

Bab ini akan membahas tenlang basil pengujian terhadap hipotesa 

penelitian dengan menggunakan model-model pengujian seperti yang 

dijelaskan dalam metode penelitian dalam Bab l. 

V. Kcsimpulan dan Rekomendasi 

Dalam Bab ini akan disimpulkan rnengenai kese1uruhan hasH penelitian 

dan memberikan beberapa rekomendasi bagi Direktorat Jenderal Pajak 

guna meningkatkan penerimaan pajak. 
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BABII 

TINJAUAN PlJSTAKA 

2.1. Pengertian Tentang Pe:rpajakan 

Setiap negara dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan dana yang 

cukup besar dalam membiayai pengeluaran negara, yaitu biaya 

pembangunan. Sumber pendapatan masing-masing negara berbeda·beda 

lergantung dari sumber yang dimiliki negara yang bersangkutan. Di 

Indonesia yang rnenjadi sumber pendapatan ncgara adalah pajak. 

Pajak sebagai sumber pendapatan negara. hal ini sangat sesuai dengan 

pengertian dan definisi pajak di rumuskan oJeh beberapa ahli. Dlantaranya 

Soemitro(l988) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyal kepada kas negara 

(pcralihan kekayaan dari scktor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan 

Undang·undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

{tcgen prestasi), yang Jang!>1.mg dapat ditunjukkan dan digunakan untuk 

rnernbiayai pengeluaran umum.' 

Defmisi lain diberikan oleh Andriani dikutip dari Mansyuri (2002) 

mendefinisikan pajak adalah iuran kepada negara yang depat dipaksakan 

yang terutang menunrt perundang-undangan tanpa mendapat prestasi 

kembali yang langsung dapat ditunjuk yang tujuannya untuk diganakan 

rnembiayai pengeluaran publik sehubungan tugas negara untuk 

menyelengarakan pemerintahan.8 

Sedangkan menurut Sommerfeld dalam buk:u '~An introduction fa 

Taxation" dikutip dari Mansyuri (2002) menyatakan bahwa "A tax can he 

definied meaningfully as any nonpenal yet compulsory transfer of resource 

from private to the public sector, levied on the basis of predetermined 

criteria and without receipt of a specific benefit of equal, in order to 

accomplish some of a nation's economic and social objectivcs."9 

Dari beberapa defmisi yang tclah dikemukakan di alas, ada beberapa 

unsur-unsur dalam pengertian pa.jak, yaitu: 

1 Safri Nurmanto, "Pengcmtcr Perpajakan", Kelompok Yayasan Obor,Jakarta;1003 
l! R.Mansyuri, "Pajak Penghasllan Lonjutan Pasco Reformosi 2000", YP4, Jakarta;2002 
'9 R.Mansyurl, Ibid 
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L Juran kepada negara, merupakan keikutsertaan warga negard kepada 

negara dalam pembangunan 

2. Yang dapat dipaksakan, artinya bahwa pajak merupakan kewajiban 

yang dapat dipaksakan bagl warga negara yang mempunyai 

kemampuan sesuai peraturan undang-undang. 

3. Yang terutang berdasarkan undang-undang. Artinya bahwa Ada 

kepastian dalam hukum mengenai kriteria-kriteria yang dikenakan 

pajak, seperti subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan kriteria yang 

lainnya. 

4. Tanpa mendapat prestasi kembali langsung (tegeo prestasi). Artinya, 

bahwa warga negara tidal< akan mendapatkan timbal jasa secara 

langsung dari pajak yang dibayarkan. 

5. Untuk digunakan membiayai pengeluaran publik sehubungan dengan 

tugas negara rnenyclenggarakan pemerintahan. Artinya bahwa Pajak 

merupakan somber pendapatan negara yang digunakan untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Dari beberapa pengertian dan unsur tersebut di atas mengenai pajak 

sebagai sumber pendepatan negara, pajak juga memiliki beberapa fungai 

dalarn kehidupan negara dan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi pajak 

tersebut. adalah sebagai berikut :10 

I. Fungsi budgetairl yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak 

sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang berlaku yang pada 

wak.tunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

negara. 

2. Fungsi regulerend, merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan 

digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu 

yang letaknya di luar bidang keuangan. Pajak digunakan sebagai alat 

kebijaksanaan. 

3. Fungsi demokrasi, yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan 

atau wujud sistcrn gotong-royong. termasuk kegiatan pcmerintah dan 

10 Safri Nurmanto, OPcit. 
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pembangunan. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk 

mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia Ielah melakukan 

kewajibannya membayar pajak. bila pemerintah tidak memberikan 

pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes 

(complaint) secara langsung maupW1 tidak langsuog. 

4. Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekarikar pada urumr 

pemerataan dan dan keadilan dalarn masyarakat. 

2.2. Konsep Reformasi Perpajakan (Tax Reform) 

Refonnasi perpajakan yang baik sangat penting dalam membangun pondasi 

perpajakan nasional yang efektif, efisien serta kokoh. Selain itu pemungutan 

pajak pun harus dilakukan herdasarkan prinsip/asas perpajakan dan kriteria 

pemungutan yang baik sehingga tujuan pemungutan pajak dapat dicapai dan 

diwujudkan. Oleh karena itu, otorltas perpajakan secara terus~menerus 

melakukan perbaikan dan pembaruan (reformasi) terhadap sistem 

perpajakan sehingga menjadi semakin ideal. 

Reformasi perpajakan perlu dilakukan karena adanya sistem 

perpajakan yang didesain seeara tidak tepat sehingga akan berakibat 

menimbulkan herbagai masalah antara lain penerimaan pajak yang tidak 

efisien. distorsl ekonomi sebagai aklbat dari beban pajak yang berlebihan, 

ketidakadilan, dimana rakyat yang berpengbasilan rendah membayar pajak 

yang lebih besar~ sementara rakyat yang berkccukupan membayar pajak 

yang relatif lebih kecil. Selain karena kelemahan administrasi perpajakan, 

kondisi ini juga disebabkan oleh kompleksnya Undang-Undang Pel]:Jajakan 

dan prosadumya, lemahnya sistem infonnasi yang ada, korupsi dan 

intervensl politik 

Radian ( 1980) menyatakan refonnasi perpajakan pada dasamya 

merupakan perbaikan (improvement) menuju keadaan perpajakan yang lebih 

baik Reformasi menuntut perubahan menuju paradigma baru yang dianggap 

ideal karena adanya perubahan kehldupan di segala bidang termasuk politik, 

ekonomi dan sosial. Dalam hal ini reformasi perpajakan sebagai bagian dari 
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kebijakan publik yang meliputi dari dua aspek, yaitu fonnulasi kebijakan 

dalam bentuk peraturan dan pelaksaan dari peraturan itu sendiri. [ 1 

Williamson (1994: 60) rnenyatakan bahwa refonnasi perpajakan 

meJiputi perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi pe~pajakan, 

mengurangi teijadinya penghindaran dan manipulasi pajak, serta mengatur 

pengenaan pada asset yang berada di luar negeri. 

Aviliani (2003: 2Tj berpendapat bahwa tujuan uh!rna reforrnasi 

perpajakan adalah untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalarn 

membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih rnengerahkan 

k.cmampuan sendiri. Secara bertahap, pajak diharapkan bisa mengurangi 

ketergantungan utang luar negeri. Dalam hal i.ni~ reformasi perpajakan akan 

menjadikan sistem yang berlaku menjadi lebili sederhana, yang mencakup 

penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak dan pembayaran pajak. Meliputi 

pula pcrnbenahan aparatur perpajakan yang menya:ngkut prosedur, tata 

kerja,. disiplin dan mentaL Dengan reformasi perpajakan secara menyeluruh, 

diharapkan jutnlah wajib pajak akan sernakin Juas serta beban pajak akan 

makin adil dan wajar, sehingga mendorong wajib pajak untuk membayar 

kewajibanuya dan menghindarkan diri dari aparat pajak yang mengambil 

keuntungan untuk kepentingan pribadi. 

Menurut Bank Dunia (World Bank), reformasi perpajakan di negara­

negara berkembang dapat rnerupakan suatu kompenen dari reformasi fiskaJ 

sebagai penyesuaian struktural (structural atfiustment) untuk mengurangi 

distorsi insentif ekonomi dan akibat dari ketidakefisienan dan ketidakadilan 

a1okasi su.mber daya. Walau pola pemajakan antar negara dapat berbeda 

karena faktor ekonomi, sosial, budaya dan histori. Nannm pada umumnya 

suatu sistem perpajakan (tax system) yang kurang baik didesain atau 

difungsikan secara kurang tepa! dapat menimbulkan berbagai masalah, 

yaitu: 

1. Ketidak cukupan penerimaan 

2. Distorsi yang mengurangi kesejahteraan dan pertumbuban 

ckonomi. 

Jt Pandiangan,Uberti. "Modernisasi & Reformasi Pe:layanan Perpajakan",Gramed1a, Jakarta:2008 
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3. Ketidakadilan dalam pemerataan beban pajak baik horizontal 

maupun verikal 

4. Kompleksitas admiaistrnsi. 

Sehubungan dengan beberapa masalah tersebut, berdasarkan World 

Bank dalam Lessons of tax Reform (1991:17-27) mengemukan bahwa 

pembanaan perpajakan (Tax Reform) pada umunmya diarahknn untuk 

mencapai beberapa sasaran, yaitu: 

1. Untuk mengatasi ketimpangan fiskal dan penerimrum pajak yang tidak 

rnemadai (fiskal imbalance and insufficient tax revenue). Sistem 

perpajakan yang baik adalah sistem perpajakan yang mampu 

menghasilkan penerimaan yang cukup, stabil~ fleksibel dan 

berkelanjutan. 

2. Mencegah timbulnya distorsi dalam alokasi sumber daya yang dapat 

mcnurunkan kescjahteraan dan pertumbuban ekonomi, pajak sering kali 

menciptakan distorsi dalam ekonomi dengan mengurangi pendapatan 

riil dari masyarakat: Penurunan dalam pendapatan riil sering disebut 

sebagai biaya efisiensi ekonomi dari pajak. Sistem pajak yang 

dirancang dan diterapkan secara tidak: baik ak:an mendorong perusahaan 

atau individu untuk melakakan penghindaran dan penggelapan pajak 

seblngga akan semakin menc.iptakan kesalahan dalam alokasi sumber 

daya. Oleh karena ltu reformasi perpajakan harus mampu mengurangi 

biaya efisiensi dari pajak. 

3. Kctentuan atau ketetapan yang tida.k memadai untuk mev.ujudkan 

keadilan sistem pajak yang tidak layak akan menciptakan beban pajak 

(tax burden) yang tinggi. Dalam banyak negara berkembang, pajak 

efektif dari penduduk yang kaya adalah cukop lemah. Hal ini akan 

menyebabkan keadilan horizontal clan vertikal menjadi terganggu. 

Untuk itu, maka reformasi perpajakan harus mampu memastikan hahwa 

struktur pajak menjadi lebih adil balk secara horizontal maupun 

vertikal. 

4. Memperkoat admiaistrasi perpajakan dan meminimalisasi biaya 

administrasi perpajakan sena meningkatkan kepatuban. 
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Gill dikutip dati Mansyucy (2002) menyatakan bahwa "'atu sistem 

penerimaan negara yang mengurusi masalah pajak perlu direfonnasi dengan 

sedikitnya 4 (em pat) alasan utama, yaitu :12 

I. Ketika hukum dan kebijakan pajak menciptakan potensi 

peningkatan penerimaan pajak, jumlah ak:tual pajak yang mengaJir 

ke kas negara tergantung pada e:fisiensi dan efektivitas 

administrasi penerimaan negara. 

2. KuaHtas dari administrasi penerimaan pajak mempengarohi iklim 

investasi dan pengembangan: sektor swasta. 

3, Administrasi pcrpajakan secara rutin kerap mw1cul dalam daftar 

teratas organisasi dengan kasus korupsi tertingg.L 

4, Rcfonnasi perpajakan diperlukan untuk memungkiukan sistem 

perpajakan mengik_uti perkembangan terbaru daiam aktivitas bisnls 

dan pola penghindaran pajak yang semakin canggih. 

Keber:hasilan pelaksanaan reformasi perpajakan dapat diukur dengan 

beberapa parameter, antara lain apakah reformasi perpajakan yang 

dilaksanakan mampu mcningkatkan k:inerja ekonorni dan mempengaruhl 

ukuran pemerintahan, apakah s!ruktur perpajakan yang baru mempengaruhl 

desentra1isasi pernerintahan dan mampu bertahan lama. dan terakhir 

bagaimana suatu reformasi perpajakan dapat memberikan kontribusi 

terhadap kemakrnuran dan k.estabilan demokrasi. Refonnasi perpajakan 

diiakukan untuk me'Wl.ljudkan terpenuhinya pcnerimaan pajak pada sistem 

dan administrasi perpajakan yang adil, efisien, serta dapat meminimalisasi 

benturan dengan pcrtumbuha.n perekonomian yang terkait rnelalui :fungst 

pengaturnn. 

2.3. Pengertian dan Peranan Administrasi Perpajakan 

Tujuan pemerintah melakukan pemungutan pajak adalah umuk 

mengurnpulkan penerirnaan negara guna membiayai kegiatan pemerintah, 

Dalarn pemungutan dan pengelolaan pajak, pemerintah tidak boleh 

12 R.Mansyuri, OPcit 
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mengabaikan kepentingan masyarakat, artinya kegiatan tersebut jangan 

sampai menghambat pertumbuhan ekonomi. Pcmungutan yang terlalu tinggi 

akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, terutama pada negara 

berkembang seperti Indonesia ini. 

Seperti diketahui, sistem perpajakan suatu negara hams 

mencenninkan tujuan ekonomi, politik dan sosial dari pemerintahnya. 

Dengan demikian administrasinya hams pula mampu melaksanak:annya 

secara adil dan berdaya guna. Administrasi pajak sebagai suatu sistem 

merupakun subsistem dari keuangan negara. Sedangkan keuangan negara 

merupak:an suatu subsistem dari administrasi negara dan adrninistrasi ncgara 

pun men!pakan subsistem dari kehidupan kenegaraan pada umumnya. 

Dengan demikian, setiap sistem merupakan suatu subsistem dari sistem 

yang lebih luas sehingga satu dengan lainnya saling terkait dalam suatu 

lingkungan yang kompleks. 

Faktor yang menunjang keberhasilan pengelolaan pajak adalah 

admininistrasi pajak, yang tentunya harus efisien dan efektif. Administrasi 

pajak yang beik harus mcliputi tiga aspek yaitu: 

a. FungJ:>i, 

b. Sistem, dan 

c. Lcmbaga. 

Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri. Mansury 

(2002) menyatakan bahwa :NT ax Administration is the key to tax policy" 

Administrasi perpajakan merupakan salah satu unsur pokok dalam suatu 

sistem perpajakan. Menurutnya ad.ministrasi perpajakan mengandung tiga 

hal pokok yaitu : 

1. Suatu instansi atau badan yang mempunyai wcwcnang dan tanggung 

jawab untuk menyelenggarakan pemungutan pajak. 

2. Orang~orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang beketja pada 

iostansi perpejakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan 

pemungutan pajak. 

3. Proses kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak yang 

ditataJaksanakan sedemikian rupa, sehlngga dapat mencapai sasaran 
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yang telah digariskan dalam kebijakan peqmjakan, berdasarkan sarana 

hukum yang ditentukan oleh undang-undang pe1pajakan dengan 

efisien. 

Selain itu, penerimaan pejak yang dihasilkan dipengaruhi oleh baik 

kebijakan perpajakan maupun administrasi perpajakan. Perhatian utama dari 

kebijakan perpajakan adalah untuk menjarnin elastisitas atau responsifita."S 

realisasi penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonoml secara 

keseluruhan dan ini bergantung pada bagaimana penetapan dasar pengenaan 

pajak (lax base) dan tarif pajak. Sedangkan adrninislrasi peq>ajakan 

mengasumsikan dasar pengenaan pajak dan tarif telah ditetapkan 

sebagaimana mestinya dan berupaya semaksimal mungkin untuk menjarnin 

potensi penerimaan pajak dapet direalisasikan dengan efektif dan efisien. 

Sebagaimana yang dikutip oleh Mansury (2002) dalarn bukunya dasar­

dasar bagi terselenggaranya administrasi perpajakan yang baik, meliputi : 

a. Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang yang 

memudahkan bagi administrasi dan memberikan kcjelasan bagi Wajib 

Pajak. 

b. Kesederhanaan akan mengurangi penyeludupan pajak. Kesederhanaan 

dimaksud, baik dalam perumusan yuridis, yang memberikan 

kemudahan untuk dipahami, maupun kesederbanaan untuk 

dilaksanakan oleh aparat dan untuk dipatuhi pajaknya oleh Wajib 

Pajak. 

e. Reformasi dalam bidang pe1pajakan yang realistis harus 

mempertimbangkan kemudaha.n tercapainya efisieiLSi dan efektivitas 

administTasi peq>ajakan, semenjak dirurouskannya kebijakan 

pe1pajakan. 

d. Adrninistrasi perpajakan yang elision dan efektif perlu disusun dengan 

memperbatikan penataan, pengumpul;;n, pengolahan dan pemanfaatan 

infonnasi tentang Subyek dan Obyek Pajak. 

Selain itu Tait (1988) mengatakan bahwa di negara berkembang 

administrasi perpajakan seringkali merupakan kebijakan perpajakan. Di 

kebanyakan negara, hal krusial yang penting dari keefuktifan adminislrasi 
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perpajakan kadang kala terlalu dipandang ketika pemyataan-pemyataan 

ambisius dibuat tentang efisiensi, kesamaan, netralitas serta darnpak dari 

altematif pajak lain yang berpengaruh pada tabungan, motivasi kerja serta 

pengambilan resiko. 13 Pandangan Tait ini lebih menonjolkan tentang 

kesamaan antara administrasi perpajakan dengan kebijak:an perpajakan di 

negera berkembang, termasuk di Indonesia. 

Nowak ( 1970} berpendapat bahwa administrasi perpajakan merupakan 

kunci bagi berhasilnya pelaksanaan kebijakan perpajakan. Tugas 

administrasi perpajakan tidak membuat kehijakan atau ketentuan undang­

undang. tidak memutuskan Subjck Pajak serta tidak menentukan objek 

p~ak tetapi administrasi pajak perlu disusW1 dengan sebaik-baiknya 

schingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efisien dan efektif 

dalam penyelenggaJ'lll!Il pemungutan pajak sesuai dengan hukum pajak 

positif: 

Berkaitan dengan administrasi pajak yang baik di negara-negara 

berkembang, laporan Bank Duaia menyatakan sebagai berikul: 

''The best tax administration is not simply one that collects the most 

revenue, How that revenue is raised - that is. the effect of the revenue­

generation effort on equity, on the political fortunes of governments, and on 

the level of economic welfare - may be equally important " 

Menuru! Shome {1995). Kebijakan perpajakan dan administrasi 

perpajakan sanga!lab berkaitan. Scmentara kebijakan perpajakan diharapkan 

memiliki orientasi dlnamis untuk merespon perubahan-perubahan yang 

ccpat dalam perekonomian, admlnistrasi perpajakan itu sendiri diharapkan 

berkembang dalam suatu dinamika internal untuk mendukung penerapan 

atau implementasi kebijakan perpajakan secara efektif. Dalam mendesain 

suatu kebijakan perpajak:an yang sukses, harus diperhatikan kendala 

administratif dan ukuran-ukuran untuk mengembangkan adrninistrasi 

perpajakan sehingga dapat membantu implementasi kebijakan perpajakan 

tersebut. Secara sederhana keterkaitan ini dapat digambarkan sebagai 

berikul, kebijakan perpajakan yang idealis menyebabkan administrasi 

13 Tait, Alan A. , "Value Added Tax, International Practise and Problems", IMf, 
Washington D.C.;1988 
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perpajakan menjadi lebih rumit sementara administrasi perpajakan yang 

tidak efektif melemahkan efektivitas kebijakan. 

Bird (1992) berpendapat makin baik desain sistem perpajakan dan 

persamaan perlakuan serta makin kuatnya administrasi perpajakan adalah 

jalan satu-satunya untuk mengatasi penghindaran/ penggelapan pajak. Hal­

hal utama yang sangat dibutuhkan untuk reformasi perpajakan adalah 

keinginan nyata darl pemerintah untuk mengarahkan serta kebijakan dan 

administrasi perpajakan yang diinstitusional-kan dengan baik. l
4 

2.4. Kaitan Reformasi Administrasi Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Pada dasamya salah satu sasaran reformasi administrasi perpajakan adalah 

mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela yang pada gilirannya 

akan meningkatkan kincrja pemungutan pajak. Pcmberian denda terhadap 

pelanggar pajak bukan merupakan sasaran administrasi perpajakan. 

Kepatuhan sukarela dapat rutingkatkan apabila administrasi berhasil 

menetapkan bahwa ketidakpatuban dapat terdcteksi dan denda dapat 

diterapkan secara efektif. 

Menurut Tax Glossary dikutip darl Mansyary (2002) mengatakan 

bahwa '"Tax Compliance is the degree to which tax payers respond to their 

statuary duty to declare their income for calculation if income tyax. sales 

tax, etc, and 10 pay the tax due in timely manner". Sedangk:an menurut Roth, 

Scholz dan White berpendapat tentang kepatnhan, "Compliance with 

reporting requirement means that tax payer files all require tax returns at 

proper time and that the returns accurately report tax liability in 

accordance with the internal revenue code, regulation, and court decision 

applicable at the time return is filled' 

Darl pemyataan tersebut dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak 

merupakan tingkat dimana wajib pajak membetikan respon yang baik 

terhadap kewajiban perpajakannya. Respon tersebut dilakukan dengan 

14 Blrd, Richard M. "Tax Policy and Economic Development", John Hopkins University l>fess 
Baltimore & London; 1992. 
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mengungkapkan penghasilanfpendapatannya secara benar dan kemudian 

menentukan berapa besamya pajak terhutang, serta membayamya secara 

tepnt waktu. Namun, pada kenyataannya tidak semua wajib pnjak pntub 

terhadap kewajiban pcrpajakannya Ketidakpatuhan ini dapnt berupn 

penghinda:ran pnjak (tax avoidance) dan/atau penyelundupan pajak (tax 

evasion). Dcngan demikian, jelas bahwa salah satu tolok ukur untuk 

menunjukkun baik atau buruknya administrasi pajak adalah dengan 

mengukur tinggi atau rendalmya tingkat kepntnban wajib pajak (taxpayar's 

compliance). 

Menurut Swjoputro dan Widodo dikutip dari Mansyury(2002), pada 

hakekulnya kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhl oleh kondisi sistem 

administrasi perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement. 

Langkah-langkah perhaikan administrasi diharapkan dapat mendorong 

kepatuban wajib pnjak melalui dua cam yaitu pertama, wajib pnjak pntuh 

karena mendapatkun pelayanan yang baik, cepat, dan menyenangkan serta 

pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. 

Kedua, Wajib Pajak akan patuh karena sanksi berat akibat pajak yang tidak 

mcreka laporkan yang terdcteksi oleh sistern informasl dan administrasi 

perpajak:an serta kemampuan crosschecking informasi dengan instansi lain. 

Reformasi administrasi mempunyai kunci penting untuk 

meningk:atk:an kinerja sektor publik yang meliputi ekonomi, produktivitas, 

efisiensi dan efektivitas khususnya melalui pcrubahan kultur admin.istrasL 

Bird dan Jantseher menyebutkan bahwa berdasarkan pengalaman negara­

nega.ra berkcmbang ada tiga muatan pokok yang dibutuhkann untuk 

keberha.~Han reformasi administrasi perpajakan, yaitu :15 

L Struktur pajak perlu disederhanakan untuk kemudahan, kepatuhan 

dan administrasi. 

2. Strategi reformasi yang cocok untuk kondisi khusus masing masing 

negara harus dikembangkan. 

15 Bird, Richard M and Milka C;;~sanegra de Jantscher, 1992, Improving Tax Administration !n 
Developing Countries, International Monetary Fund. 
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3. Ma komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi 

perpajakan. 

Bird dan Casanegra (1992) juga menyatakan sangat beswnya jurang 

kepatuhan (fax gap), yaitu selisih antara penerimaan yang sesunggulmya 

dengan pajak potensial dilihat dari tingkat kepatuhan dari masing-masing 

sektor perpajakan, Penyebab tax gap terutama lemahnya administrasi 

perpajakan. Keberhasilan pengumpulan pajak hanyalah merupakan akibat 

semalcin sempitnya jurang kepatuben. Semalcin patuh rakyat membayar 

pajak berarti jurang kepatuhan semakin sempit dan berarti pemungutan 

pajak lebih berhasiL Sebaliknya, semakin Iebar jurang kepatuhan maka 

semakin sedikit pajak yang berhasil dikumpulkan. Upaya mengurangi 

kesenjangan kepatuhan dilakukan mclalui penyempurnaan sistem 

administrasi perpajakan. Rendahnya tax ratio menunjukkan terdapatnya 

kesenjangan yang tajam dimana hal ini terkait erat dengan administrasi 

pajak. Masalah lemahnya administrasi perpajakan dialami oleh banyak 

negara sedang berkembnng. 

2.5. Kaitan Reformasi Administrasi Perpajakan Dengan Biaya 

Pclaksanaannya 

Keinginan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan reformasi 

administrasi perpajakan untuk meningkatkan pcnerimaan pajak memiliki 

konsekuensi yang cukup besar terbadap biaya/ cost yang harus dikeluarkan 

pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tcrscbut. 

James dan Nobes menyat.akan bahwa biaya administrasi seharusnya 

meliputi semua biaya dari penggunaan sumber daya sektor publik untuk 

mengoperasikan setiap jenis pajak. Biaya tersebut terdiri dari upah dan gaji 

pegawai serta akomodasi dan material yang digunakan. Semcntara para: ahli 

ekonomi lalnnya secara sederhana rnendefinisikan biaya administrasi 

sebagai seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untak 

mengadministraslkan pajak. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi biaya administrasi pajak. 

Musgrave (1989) menyatakan bahwa biaya administrasi per dollar 
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pendapatan akan meningkat seiring dengan peningkatan kompleksitas 

peraturan pajak. Inilah yang mengakibatkan mengapa biaya administrasi 

Pajak Pengbasi!an akan lebih besar dibandingkan dengan pajak atas gaji 

(Payroll Tax). 

Parthasarathi Shome (1992) mengungkapkan bahwa biaya 

administrasi pajak sangat dipengaruhl oleh bebernpa kompleksitas proses 

admioistrasi itu sendiri. Dinyarnkan bahwa semakin kompleka kegiatan 

pengadministrasian akibat pentingnya menjamin kebenaran pelaporan dari 

pembayar pajak dengan adanya berbagai peraturan pembebasan, 

pengurangan blaya dan penetapan beragam tarif maka semakin kurang 

efeklif admlnistrasi pajak dalam mengumpulkan potensi penerimaan. Dan 

sejalan dengan itu. efisiensi akan terus menurun ak:ibat meningkatnya biaya 

pernungutan yang harus dikelnarkan. 

Sebagai salah satu unsur pokok sistem perpajakan, administrasi 

perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam penyclenggaraan 

pemungntan pajak terutarna untuk mendukung kebijakan perpajakan (lax 

policy) yang ditetapkan oleh pemerintah. Ter-Minassian (1997) berpendapat 

tentang bagaimana dana pajak yang terkumpul diorganisasikan di negara 

berkernbang serta negara--negara lain yang dalam tahap transisi ke arab 

orientasi ekonomi pasar. kebijakan sistem perpajakan serta administrasi 

yang sederhana akan sangat dibutuhkan Wltuk memastikan te!jaminnya 

terkumpulnya pendapatan negara dari pajak. Teijadinya komplikasi akan 

beraklbat timbulnya biaya administrasif serta perrnasalahan dalarn 

pengamanan tingkat kepatuhan. Hal tersebut sama saja dengan kerogian 

yang sangat mllllgkin !eljadi (potential loss). Sangatlah penting untuk 

meoanamkan daJam ingatan kita bahwa dua tujuan utama dari administrasi 

perpajakan adalah untuk menerapkan peraturan perpajakan secara seragarn 

Ulltuk mencapai penerimaan negara yang maksimal dengan biaya 

pengurnpulan pajak (co/lee/ion cost) yang minimal, serta untuk mencapai 

tingkat kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dari WP. 
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GAMBARAN UMUM OBYEK PENEIJTIAN 

3.1. Gambaran Umum Kanwil DJP Jakarta 

Jakarta, sebagai ibukota negara Repub!ik Indonesia, memiliki tingkat kepadatan 

penduduk yang tinggi, yailu sebesar 8,96 juta jiwa (susenas 2006), dan tingkat 

PDRB yang cukup besar, yaitu sebesar Rp 501,85 trilyun rupiah (2006), 

merupakan potensi bagi penerimaan pajak. Hal ini merupakan tugas bagi 

Direktorat Jendral Pajak untuk menggali dan mengoptimalisasi penerimaan 

pajak dari wilayah ini. 

Dalam mengoptimalisasi pencapaian penerimaan pajak dari provinsi DKJ 

Jakarta, DJP membagi wilayah kerja dalarn beberapa Kantor Wilayah (Kanwil) 

sesuai dengan pembagian wilayah administrasi provinst Jakarta. Hal ini 

dilakukan untuk mempennudah pengawasan dan pelaksanaan dalmn 

mengoptima1isasi penerimaan pajak. sebagaimana teJah diatur da)am 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.473/KMK.OI/2004 

tentang Organisasi dan Tata Kelja Kantor Wilayah Direktorat Jendeml Pajak. 

Berdasarkan KMK tersebut diatas, provinsi DKJ Jakarta dibagi menjadi 

5(lima) Kantor Wilayah, yaitu : 

1. Kantor Wilayah DJP Jakarta I (Jakarta Pusat) 

2. Kantor Wilayah DJP Jakarta II (Jakarta Barat) 

3. Kantor Wilayah DJP Jakarta Ill (Jakarta Selatan) 

4. Kantor Wilayah DJP Jakarta IV (Jakarta Timur} 

5. Kantor Wilayah DJP Jakarta V (Jakarta Utara) 

Kelima Kanwi! Jakarta tersebut memi!iki wilayah kerja berdasarkan 

kotamadya, yaitu Kanwil DJP Jakarta Pusat memi!iki v.i!ayah kerja mencakup 

kotamadya Jakarta Pusat, Kanwil DJP Jakarta Barat memiliki wi!ayah kerja 

kotamadya Jakarta Barat, dan seterusnya sesuai dengan nama kanwil tersebut. 

Dalam pelaksanaan kerjanya dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak 

dan mempennudah pengawasanoya, setiap kanwil dibantu dan terbagi menjadi 
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beberapa unit keJja KPP, Karikpa dan KPPBB, sebagaimana terlihat dalam 

Tabel3.1. 

Tabel. 3.1 
Pembagian Unit kerja Kanwil Provinsl DKI Jakarta 

. . . Berdasarkan KMK No 443/KMK 0112001 
I 

llo- Karwillabrta !'~!sal r..nw~ Jal:art2 Ti!lll~ Kan!Vill'il:arta Sei:!!Gn ' Kar.wUJill:'ar'<ol Utorn ~nwHakaful Bil;at 

' 
i KPP Ja~rtn Gantir SatJ 1.1'» .21:arta Matrarnan ~P l;lk.aft! So!ti.'lbvdl Satu kHI.lakartl j)enjaringan KP~ :BI:arta Pakreralt 

2 Kl'P Jakarta Garrbir l'JJa KPP Jakarta .Stilegara K)lp .lak.arta i'ttilb~Oi 01Ja >:PP lilka:taPa(eni.mgan ri'P .SI:arta Grt-g:l 

3 KPP .lakiirta Gii!!WTI,la {Pillll:alli P~il Gaj11.1g KPPll:brtaTebet IKPP ht!m Talljang ¥00k riP Jal:alta Tarran Sui Sa!u 

4 m lJ.brta Sawt~ ~r KPP l!ia"' Dl!Lljj lalu KPP llkint.a ~hayor.n Barn Satu Kl'P Ja~"' ill~ KW Jak.'lrta Tamaa &'!ri Cua 

S KPP lmt!a h;'!!ran .,, .~ ... C>iuog l)o KiP .labtta !(!:~,lla~J fYJ~ <II'·~"' 1\<0IJi Goii>J KFP libr..a T~m!xlra 

KPP lilarta Ct~it Jliltil m ;a~:arta Knme~ lll.! KFP lak:art:; ~';QY4ia~ tarre "'~~rta KPP .lil:'arta cen~Kareng 

7 KPP .lakaJU Me~leGg Satu KPPB311karta TttrurSltu KFP llkarta )1.a;npang Plilpatan KPPBIHakarta Utalil Satu KPP llkarlll Kebun l!ruk 

a KPP Jaka,'tl Me~teng Oua (ai?l:pa Jakarta Salu KPP Jakarta Panmr.n KPPB8Jak.altl U!a-ra Dila K?Pi!BJal:arta BiJrntsaw 
g KPP lal:arta Senen KPP .la~rta C'lim:!a~ KariX;Jallt!rta ~t KPYBS~rta :Crati)Ja 

lO KPP hf.arta Tanat A'lan; satu KPP l.iki!rta Pasar Y.iQgg\1 Kalilpa lilarta [~li 
11 Kl'l' ll'Qrta Tanat Abteg CW !IPllli~~"' s.;.., s.ru !alilpa ~~"' ... ~, 

1l KPBI! lit.m Pma! Siita jKPPI!!UJka!la S&ltln t~!a 

1J 00~\crtl PiiSal !)Ja KFPll8 Ja~rta Selatan TIQil 

<14 '-lilpa Ja'orta l<ll " lilpa Ja • "' flJ ; 
i 11 KanXpa Jakarta Enam Kalilpa la~ltl T~a 

Dari ketiga jenis unit kelja KPP mempunyai tugas masing-masing dalam 

mengoptimalisasi penerimaan pajak, yaitu : 

1. Unit kerja KPP mempunyai tugas untuk mengoptimalisasi penerimaan 

pajak, yaitu Pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai serta 

Pajak lainnya, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan, dengan cara 

melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak dan menerima laporan SPT darl 

Wajib Pajak. 

2. Unit kerja Karikpa bertugas untuk mcngoptimalisasi pcnerimaan 

pajak dengan melakukan pemeriksaan terhadap SPT yang dilaporkan 

oleh Wajih Pajak di KPP. 
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3. Unit ketja KPPBB bertugas mengoptimalisasi penerimaan pajak dari 

jenis Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah dan bangunan yang 

dimiliki oleh para Wajib Pajak. 

Dengan demikian para Wajib Pajak akan menemui ketiga unit kerja tersebut 

dalam memenuhi kewajiban perpajak:annya sesuai denganjenis pajaknya. 

3.2. Gambaran Pelaksanaan Modernisasi pada Kanwil DJP Jakarta Pusat 

Keberhasilan Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Wajib Pajak Besar (LTO), sebagai pilot project pelaksanaan modemisasi sistem 

administrasi perpajakan, dalam mengamankan penerimaan negar.a dan 

meningkatkan tingkat kepuasan Wajib Pajak, menjadi dasar awal pe\aksanaan 

modernisasi sistern administrasi perpajakan pada Kantor Petayanan Pajak yang 

lainnya. 

Kcmudian berdasarkan Keputusan Mcnteri Keuangan Nomor 

254/!Gv!K.Ol/2004 jo. 167/KMK.Ol/2005 dibentuklah KPP Madya dan KPP 

Pratama di lingkungan Kantor Wilyah DJP Jakarta Pusat sebagai pilot project 

dibentuknya kantor pelayanon pajak dengan sistem administrasl modern, yaitu 

dibentuknya KPP Madya (MTO) dan KPP Pratama (STO). Berdasarkan 

Keputusan Menteri Keuangan tersebut. terdapat beberapa perubahan yang 

terjadi peda Kanwil DJP Jakarta Pusat, diantaranya sebagai berikut: 

1. Jenis dan wiJayah kerja KPP 

Pelaksanaan modemisasi pada K.anwil DJP Jakarta Pusat memberikan 

dampak perubahan pada jenis dan wilayah ketja KPP sebagaimana 

terdapat pada Tabe13.2. 

Berdasarkan Tabel 3.1 dan Tabel 3.2. terlihat ada perbedaan 

bentuk dan wilayah kcija KPP pada Kanwil DJP Jakarta Pusat sebelum 

dan sesudah melaksanakan modernisac;i administrasi perpajakan. 

Perbedaan tcrsebut antara lain, adalab : 

a. Perubahan jenis KPP. sebelwn modemisasi Kanwil DJP Jakarta 

Pusat terbagi dalam tiga jenis KPP, yaitu KPP) Karikpa dan 
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KPPBB (Tabcl 3.1). Setelah rnodernisasi, Kanwil DJP Jakarta 

Pusat terbagi dalarn dua jenis KPP, yaitu KPP Madya dan KPP 

Pra!mna (Tabel3.2). 

Tabel3.2 
Pembagian wilayab Kerja Kanwil DJP Jakarta Pnsal 

;dan 

~· ..... I 

~ ' 

~.lalo!.Rrta GamblrSatu 

:t.Kel. Kcbon ICe lap~:~ KPP Pru!IUm Jakorta Gantli' OW l.KeL Cidena 
KI'P Jill<i>na Gamblr Dua 1. K.,l. Cidens 4. Ke!. Yeto!a.S<dat'ln 

2. Xcl. l'!rtOfoSefatWI KPP Pm!nm:l Jakurtli G.ltr»t Tfla 1.. KeL Petojo !Jtllm 

Gamb"!rT!ga L Kel. P;::toJo Utaro 2. ke I. Ourl P11lo 

'~" "'" ""' ~ L 

Menteng saw :L Kel.l I L' 
2. !\,\. Gond.tnedla Kt>>" ~ JaliMa MCillcn&Dw. 1.. ~!· Mentent 

KPP .k<II.II!U Me~>teng Dua 1. KeLMCnlell!l l.Kel.""g;!~ 

2. Xel. Pegang:;a\'Wl 3. Kel. Cll;h;i ·-r- L ' .... ~ saw 1. Ke~. 1 '·' n"~" 
I, Jak\IItll Taaah Abang Dua l.li:el. :Petamburan 

3. Kel. Ge!Ota l. Kel. «~bon """""II 
IO'P Ml<artil Tanat. Al>a"9 Oua 1. Kel. Pe1ambv111n .:!. Kel. Kcbon Mt-lati 

2. Ke!. kebon Kaang 4. Kel, Kampuna: Bali 
1. KeL Keban Melatl Jukllflll Twwh Abq Tg, 1. KI!L llend'vl'lpn Hlllr 

'· '"· II ,. .. ~ 
KPP lali.<lrta Sen~n L 1. Kec SUu<1n 

Cempalta Putlh 1. i':ee. Cempaka Put!h "er ,.,.,..: '"""" ''~" :t K~e, cemi)ilka Pvtlh 

Sawah aes-ar 

Sawah Sesar 

2. Kct.. Jahilr 8aru 21':eo::.Jollar8ul.l 

* '· 
·~~et~OilaSelatan 1. K<!.:. S.W.ah Resar 

:L kel.lfurtini 

l. Mel. 1\arang Any...: 

'' 

b. Pembagian Wilayah Kerja, berdasarkan Tabel 3.2 ada beberapa 

KPP mengalarni perbedaan wilayah kerja sebelurn modernisasi 

dengan setelah modernisasi, dianta.ranya adalah KPP Jakarta 

Sawah Besar, KPP Jakarta Gambir Satu, Kl'P Jakarta Menteng 

Satu dan KPP Jakarta Tanah Abang Satu. Dimana setelah 

modernisasi luas wilayah keija KPP tersebut menjadi lebih 

sempit dibendingkan sebelumnya. Hal ini menimbulkan efuk 

dengan penambaban beberapa KPP barn, yaitu KPP Pratama 

Jakarta Garnbir Empa~ KPP Pratama Sawah Besar Dua dan 

KPP Pratarm Tanah Abang Tiga, dengan wilayah keijanya 
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adalah pecahan wilayah tersebut. Selain itu rnodemisasi 

memberikan satu tambaban KPP, yailu KPP Madya Jakarta 

Pusat dengan wilayab kerjanya lebih luas. 

2. Struktur Organisasi 

Pelaksanaan modemisasi administrasi perpajakan pada Kanv.il OJP 

Jakarta Pusat selain memberikan dampak perubaban pada jenis KPP, juga 

berdampak: terhadap struktur organisasi pada kanwH tersehut dan unit 

ketjanya. Adapun perubahan struktur organisasi seteJah modernisasi 

adalab sebagai berikut : 

A. Kantor Wilayah (Kaowil) 

Modernisasi administrasi perpajakan melaksanakan 

pembenaban organisasi, tugas dan fungsi antara Kanwil dan KPP 

dalam rangka pelaksanaan good governance dengan menghilangkan 

duplikasi pelayanan, yaitu memperjelas area kerja dan tanggung 

jawab. 

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan birnbingan 

teknis, evaluasi~ dan pengendalian peiaksanaan tugas di bidang 

perpajakan berdasarkan peraturao perundang-undangan yang 

berlaku. Dalam melaksanakao tugas tersebut, Kantor Wilayab 

menyelenggarakan fungsi : 

a. pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat 

Jenderal Pajak; 

b. pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bldang 

perpajakan; 

c. bimbingan konsultasi dan pembinaan penggalian potensi 

perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer; 

d. pengwnpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian 

intbrmasi perpajakan; 

e. penyiapan dan pelaksanaan ketjasama perpajakan, pemberian 

bantuan hukum scrta bimbingan pendataan dan penilaian; 
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f. bimbingan pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan 

administrasi penyidikan; 

g. bimbingan pe!ayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan 

hubungan masyarakat; 

h. penyelesaian keberatan dan pengurangan, serta pelaksanaan 

urusan banding dan gugutan; 

i. pembetulan surat ketetapan pajak dan pengurangan atau 

pembatalan ketetapen pajak yang tidak benar; 

j. pelaksanaan administrnsi Kantor Wilayah. 

Gambar3.L 
Struktur Orgauisasi Kllnwil DJP Jakarta Pusat 

KEPA1A KANTOR 
WlLAYAH 

"" 

BAGIANUMUM 

. - - -

Bidang Bidang 
Bidang 

Bidang Sidang 
Pengvrangan Penyuluhan, 

Pemeriksaan, Kerjasama, Dukungan 
Ke~l<'tlln, ~l<lv<~nan,& 

Penvidlkan & 
Pendataan, Teknts dan 

doan sandf"g Hub.Masy, Penagihan 
Penilatan I<Or'ISO!tasf 

Pajak 

Adapun susunan organisasi Kantor Wilayah DJP Jakarta 

Pusat sebagaimana pada Gam bar 3.1, terdiri dari : 

a. Bagian Umum; 

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan umsan 

kepeguwaian, keuangan, lata usaha, rumah tanggu, dan 

bantuan huknm. 

b. Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi; 

Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi mempunyai tugas 

melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, 

bimbingan konsuJtasi, bimbingan penggalian potensi 
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perpajakan, pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, 

serta penyajian informasi perpajak:an. 

c. Bidang Kerjasama, Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan; 

Bidang Keijasama, Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan 

mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kerjasama 

perpajakan, melaksanakan bimbingan pcndataan dan 

penilaian, serta bimbingan dan pemantauan pengenaan pajak. 

d. Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak; 

Bidang Pemeriksaan, penyidikan dan Penagihan Pajak 

rnempunyru tugas melaksanakan bimbingan teknis 

pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauan pemeriksaan 

dan pcnagihan pajak, pcnclaahan basil pelaksanaan pekerjaan 

pejabat fungsional pemeriksa pajak, bantuan penagihan, serta 

pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan 

bukti permulaan tindak pidana di bidang 

perpajakan. 

e. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat; 

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat 

mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan 

penyuluhan dan pelayanan perpajakan, melaksanakan urusan 

hubungan pelayanan masyarakat, serta melaksanakan 

penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi 

tanggWigjawab Kantor Wilayah. 

f. Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding; 

Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding mempunyat 

tugas melaksanakan urusan penyelesaian keberatan, 

pembetulan Ketetapan Pajak, pengurangan atau pembatalan 

Ketetapan Pajak yang tidak benar, keberatan PBB dan 

pengurangan BPHTB, pengurangan sanksi administrasi, 

proses banding, proses gugatan, dan Peninjauan Kembali. 
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g. Kelompok Jabatan FtmgsionaL 

Kelompok jabatan fungsional, mcmpunyai tugas melakukan 

pemeriksaan Wajib Pajak atas kegiatan usahanya berdasarkan 

peraturan pcrundang-undangan yang berlaku. 

B. Kantor P•layanan Pajak Madya Jakarta Pusat 

KPP Madya mempunyai tugas rnelaksanakan penyuluban, 

pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak 

Pengbasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Banmg 

Mewab, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayab 

wewcmmgnya bualasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlakn. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Madya 

menyelenggarakan fungsi : 

a, pengumpulan, pencarian~ dan pengolahan data, pengamatan 

potensi perpajakan, serta penyajian infonnasi perpajakan; 

b. penetapan dan penerbitan prodnk hnknm perpajakan; 

c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, 

penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta 

penerimaan surat lainnya; 

d. penyuluhan peipajakan; 

e. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan 

pajak; 

f. pclaksanaan perneriksaan pajnk; 

g. pengawasan kepatuhan kewajihan peipajakan wajib pajak; 

h. pelaksanaan konsultasi perpajakan; 

i. peJaksanaan intensiftkasi; 

J. pelaksanaan administrasi KPP Madya 

Adapun susunan struktur orgarusasi KPP Madya Jakarta Pusat 

sebagaimana pada (iambar 3.2~ terdlri dari : 
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Gambar3.2 
Struktur Organisasi KPP Madya Jakarta Pusat 

KEPAlA KANTOR 

SUB Bagian Umum I 

Seksi Seksi 
Pengawas.an Seksi Seksi Seksl Pengolahan 
& Konsultasi Pemerfksaan Penagihan Pelayanan Data dan 

I-IV lnformasi 

a. Subbagian Umum, mempunyai tugas melakukan urusan 

kepegawaian, keuangan, tata usaba, dan rumab tangga. 

b. Seksi Pengolaban Data dan lnfonnasi, mempunyai tugas 

melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolaban data, 

pcngamatan potensi perpaj~ penyajian informasi 

pe!Jl'liakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan 

dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e­

FiHng, serta penyiapan laporan kinerja. 

c. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas melakukan penetapan dan 

pcnerbitan produk hukum perpajakan~ pengad.ministrasian 

dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolaban 

Surat Pemberitahuan. dan penenmaan surat lainnya, 

penyuluhan perpajakan, serta melakukan kerjasama 

perpajakan. 

d. Seksi Penagihan, mempunyai tugas melakukan urusan 

penatausabWt piutang pajak, penundaan dan angsuran 

tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang 

pajak. serta penyimpanan dokumen-dokurnen penagihan. 

e. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas meJakukan penyusunan 

rencana pemeriksaan1 pengawasan pelaksanaan aturan 

pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintab 
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Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan 

lainnya. 

f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi 11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi 

Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai 

tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan 

Wajib Pajak, bimbinganlhimbauan kepada Wajib Pajak dan 

konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, 

analisis kineija Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data 

Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, serta 

melaknksn evaluasi basil banding. 

g. Kelompek jabatan fungsional, mempunyai tugas melaknksn 

kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing~rnasing 

berdasarkan perntUian perundang-undangan yang berlalm. 

C. Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

KPP Pratmna mempunyai tugas hampir sama dengan KPP 

Madya, yaitu melaksanukan penyuluhan, pelayanan, dan 

pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Pengha,ilan, Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan alas Bardllg Mewah, Pajak 

Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalarn wilayah 

wcwcnangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Narnun beberapa fungsi dan tugas yang dilaksanakan KPP 

Pratama, yaitu : 

a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan 

potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, 

pendatann objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak 

Bumi dan Bangunan; 
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b. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, 

penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan~ serta 

penerimaan surat lainnya; 

c. pelaksanaan registrasi wajib pajak; 

d. pelaksanaan ekstensifikasi; 

e. pelaksanaan administrasi KPP Pratama. 

Dengan demikian ada beberapa perbedaan struktur organisasi 

KPP Pratama sebagaimana pada Gam bar 3.3 dengan KPP Madya, 

yaitu: 

Gambar3.3 
Struktur Organisasi KPP Pratama 

I KEPAI..A KANTOR _I 

SUB Bagian Umum I 

.... , ""'"" Seksl "'"' Seksi Ekstensiflkasl P<J,npwa~an & PemerikQan, Pen1olahan Data 
Pa)ak KortSuitMI HV Pelayanan dan lnfunnasi 

a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas 

melakukan pengumpulan, pencarian. dan pcngo1ahan data, 

penyajian informasi perpajakan, perekarnan. dokumen 

perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, 

penga!okasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan 

Hak alas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis 

komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, 

pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan 

kinelja. 

Univetsitas Indonesia 

Analisa Pelaksanaan..., Aries Indra Kurniawan, FEB UI, 2009



41 

b" Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. mempunyai tugas rnelakukan 

pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek 

pajak, peni!aian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi. 

3.3. Perbedaan Antara KPP Te1ah Menerapkan Sistem Administrasi 

Pcrpajakan Modern dengan KPP yang Belum Mcncrapkan. 

Sejak reformasi administrasi perpajakan pada tahun 2001, terdapat dua jenis. 

sistem administrasi perpajakan yang diterapkan pada kantor-kantor peJayanan 

pajak di Indonesia. Kantor pelayanan pajak: yang sudah direformasi menerapkan 

sistem administrasi perpajakan modem sedangkan yang belum ma.sih 

menerapkan sistem administrasi yang lama. 

Ada beberapa alasan mengapa dilakukan modemisasi tcrhadapa sistem 

administrasi perpajakan, diantaranya yaitu : 

1. Scbelum modemisiasi pelayanan pcrpajak:an di suatu kantor dilakukan 

beberapa seksi (berdasarkan jenis pajak). Hal ini mengakibatkan para 

Wajib Pajak harus menemui beberapa seksi untuk meminta penjelasan 

perihal kewajiban perpajakannya sehingga terkadang Wajib Pajak enggan 

untuk bertanya dan me!aporkan pajaknya dengan tidak benar. 

2. Proses kerja yang dilakukan secara umum masili secara manual sehingga 

dalam menyelesaikan suatu pekerjaan memhutuhkan waktu yang cukup 

lama. 

3. Organisasi di setiap unit kerja berbasis jenis pajak. sehingga terkesan 

adanya dikotomi pelayanan antar jenis pajak sehingga pengetahuan 

petugas pajak tidak berkembang, yaitu aparat pajak yang berada di seksi 

PPN akan memabarni betul masalab PPN, tetapi tidak mengetabui sarna 

sekali masalah PPh. 

4. Sistem infurmasi yang diterapkan cenderung terbatas kepada kebutuhan 

dan tidak ada integritas informasi yang dapat dijadikan baban untuk 

ekstensifikasi dan intensifikasi dalam mengoptimalisasi penerimaan 

pajak. 
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5. Belum adanya standar perilaku pegawai dan budaya kerja profesional 

dalam melaksanakan tugas sehingga produktifitas pegawai masih harus 

ditingkatkan lagi. 

Dari beberapa alasan tersebut diatas dikembang konsep modernisasi 

perpajakan, yaitu pelayanan prima, pengawasan insentif dan Good Governance. 

Modernisasi administrasi yang akan dilakukan pada dasarnya meliputi : 

1 , Restrukturisasi organisasi, yaitu merubah struktur organisasi 

berdasarkan fungsi dan membuat segmentasi Wajib Pajak yang 

dikelola. 

2. Penyempumaan proses kerja rnelalui pemanfaatan teknologi 

komunikasi dan informasi yang sederhana, mudah dimengerti dan 

efisien. 

3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusm yang berbasis 

kompetensi dan mengedepankan pelayanan prima kepada publik. 

Dari ketiga dasar tersebut, pelaksanaan modernisasi rnemiliki tujuan. yaitu : 

I. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak yang tinggi 

2. T ercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan 

yang tinggi. 

3. Tercapainya produktifitas pegawai yang tinggi. 

Dari konscp dasar dan tuj uan modernisasi ad.minislrasi perpajakan 

tersebut diatas, ada bebcrapa faktor dan aspek yang membedak:an sistem 

admlnistrasi perpajakan sebe!um dan sesudah modemisasi. yaito 

1. Struktur dan Organisasi 

Sebelurn modernisasi organisasi dipisahkan berdasarkan jenis pajak., yaitu 

seksi Tata Usaha, seksi PPh Badan, Seksi PPb Orang Pribadi dan Seksi 

PPN serta seksi lainnya. Setelah modemisasi organsisasi dipisahkan 

berdasarkan fungsi, yaitu fungsi Pelayanan, fungsi Pengswasan dan 

Konsultasi (waskon) dan fungsi lainnya. SeJain itu sebelum modemisasi 

dalam satu Kanwil terdiri dari beberapa tmit kerja, yaitu KPP, Karikpa 
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dan KPPBB. Setelah modemisasi, ketiga unit kerja tersebut dilebur 

menjadi satu unit ketja, yaitu KPP Pratama. 

2. Informasi dan tek.nologi 

Sebelum modemisasi proses kerja masih manual sehingga memerlukan 

waktu lebih lama. Setelah modemisasi proses kerja berbasis komputer 

dalam "Case management" sehingga proses kerja dapat lebih cepat dan 

adanya e-SPT dan e-Regristration memberikan kemudahan bagi para 

Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melaporkan 

pajaknya. 

3. Pelayanan dan Pengawasan 

Sebelum modernisasi pelayanan dan pengawasan dilaksanakan oleh 

masing-masing seksi sehlngga membutuhkan waktu dan biaya yang 

cuk:up besar dalam melayani dan mengawasi seorang wajib pajak.. Setelah 

modernisasi pelayanan dan pengawasan setiap jenis pajak berada pada 

satu fungsi, dimana setiap Wajib Pajak diawasi dan dilayani oleh seorang 

Account Representative (AR). Selain itu tersedia "complain cen1er" yang 

menerima masukan dari Vlajib Pajak dalam memperbaiki dan menjaga 

pelayanan yang bail< bagi Wajib Pajak. 

4. Sumber Daya Manusia 

Sebelurn modemisasi para pegawai tidak terikat oleh kode etik dan be!um 

ada pemberian insentif berbasis kinetja. Setelah modernisasi para 

pegawai terikat oleh kode etik dan pemberian remunerasi yang lebih baik. 

berdasarkan kinelja serta adanya pe!atiban, mapping dan fit and profer 

test bagi pegawai untuk lebih bcrkualitas, 

3.4. Gambaran Umum KPP dengan Sistem Administrasi Modern. 

Datam implementasinya KPP modem dibedak.an menjadi tiga jenis KPP yang 

didasari oleh level dan jenis Wajib Pajak, jenis pajak yang dike!ola, kegiatan 

dan organisasi, wilayah kelja dan konstribusinya terbadap penerimaan, yaitu : 
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l. KPP Wajib Pajak Besar (LTO) 

KPP ini mengelola Wajib Pajak skala besar secara nasional denganjenis 

badan dan terbatas jwnlahnya. Di KPP ini tidak ada kegiatan 

ekstensifikasi, karena jumlah Wajib Pajaknya sudah tetap sekitar 200· 300 

Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jendernl Pajak. 

Jika ada penarnbahan Wajib Pajak, sumbemya bemsal dari seluruh KPP 

secara nasional. Jenis pajak yang dikelola hanya PPh, PPN dan PPnBM 

serta Bea Materai. 

2. KPP Madya (MTO) 

KPP ini mengelola Wajib Pajak besar jenis badan daiam skala regional 

(lingkup Kantor Wilayah) dan terbetas jumlahnya. Seperti balnya KPP 

L TO, KPP ini tidak ada kegiatan ekstensifikasi. Jumlah Wajib Pajak 

sudah ditetapkan bcrdasarkan Ketetapan Direktur Jenderal Pajak~ yaitu 

sekitar 200 -500 Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak ini ditambah maka Wajib 

Pajak diambil dari KPP dalam satu Kantor Wilayah. Jenis pajak yang 

dikelola sama dengan KPP LTO, yaitu banya PPh, PPN dan PPnBM serta 

Bea Materai. 

3. KPP Pratama (STO) 

KPP ini mengelola \Vajib Pajak menengah ke hawah, yakni jenis WP 

badan diluar yang dikelola KPP LTO dan KPP Madya, ditambah Wajib 

Pajak Orang Pribadt Di KPP ini terdapat kegiatan ekstensifikasi Wajib 

Pajak sehingga jumlahnya WP-nya dapat selalu bcrtarnbah. Jenis pajak 

yang dikelola semuanya, yaitu PPh,PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB dan 

BPHTB. Kedudukan dan wilayah keljanya lebih sempit, y-ditu tingkat 

kecama.tan atau beberapa kelurahan. 

Berdasarkan level dan jenis Wajib Pajak, jenis pajak yang dikelola, 

kegiatan dan O{ganisasi, wilayah kerja dan konstribusinya terhadap penerimaan 

dari ketiga KJlP memiliki pcrbedaan, tetapi berdasarkan sarana dan prasarana, 

pola ke!ja dan pelayanan tidak berbcda. Adapun Keunggulan sarana dan 
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prasarana, pola ke!ja dan pe!ayanan yang diberikan oleh KPP Modern, adalah 

sebagai berikut: 

I. Tempat Pelayamm Terpadu 

Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, dibentuk pelayanan 

terpadu di setiap KPP. Dinamakan pelayanan terpadu kareoa Wajib Pajak 

dapat melaporkan atau menyerahkan berka.o; semua jenis perpajakan 

perpajakan pada satu tempat, tidak terpisah-pisah menurut jenis pajak 

(One Stop Service). Selain itu tempat pelayanan ini Ielah terintegrnsi 

sistem kornputerisasi, sehingga mempermudah proses ketja dan dapat 

mempermudah dalam proses pengawasan pelayanan kepada Wajib Pajak. 

2. Account Representative 

Salah satu ciri dari KPP Modem adalah adanya Account Representative 

(AR). AR memiliki tugas pengawasan terbadap kewajiban Wajib Pajak 

dan memberikan penjelasan mengenai infofiillllli yang dibutuhkan oleh 

Wajib Pajak terkait bak dan kewajiban perpajakannya. Selain itu AR 

dapat menjadi jembatan alau mediator antara Wajib Pajak dengan KPP. 

AR juga harus melakukan pernulakhiran data Wajib Pajak dengan 

membuat profile tiap Wajib Pajak. 

3. Complain Center dan Call Center 

KPP Modem rnemberikan pelayanan Complain Center kepada Wajib 

Pajak yang digunakan untuk menampung keluhan-keluhan Wajib Pajak 

alas pelayanan yang tidak puas diberikan oleh KPP. Hal ini dibentuk 

untuk menciptakan keterbukaan DJP dalam memperbaiki pelayanan dan 

pelaksanaan togas. 

Selain itu disediakan pula Call Center bagi para Wajib Pajak. 

Sarana ini dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk mempernleh 

informasi prosedur, peraturan dan pe]ayanan perpajakan, 
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4. Website dan e~system perpajakan. 

Setiap KPP Modem harus memiliki website, dimana website ini 

digunakan untuk mempennudah masyarakat!Wajib Pajak dalam 

memperoleh infonnasi dan pelayanan perpajakan. 

Selain itu dengan herbasis teknologi sama dengan website, 

dikembangkan e-system perpajakan, yaitu e-Regristrntion dan e-SPT. 

Masing-masing e-system dikembangkan untuk memberikan kemudahan 

pelayanan kepada Wajib Pajak. Adapun manfaat system tersebut, sebagai 

berikut: 

a) Sistem e-Rcgistrotion dapat digunakan untuk mendaftarkan diri 

sebagai Wajib Pajak oleh masyarakat. Sanma ini untuk 

mempemmdah dan mempercepat masyarakat dalam mendaftarkan 

diri sebagai Wajib Pajak, dimana saja dan kapan saja. 

b) Sistem e-SPT, merupakan sistem yang dapat digunakan Wajib 

Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya 

sistem ini Wajib Pajak dapat dengan mudah untuk melaporkan 

kewajiban perpajakannya seoara tepat waktu dan e-SPT 

mempermudah Wajib Pajak dalam mengbitung kewajibannya 

karena perhitungannya dihitung secara otomatis dan Jengkap. SeJain 

itu e-SPT belTfll!lllilat bagi KPP, yaitu efisiensi terhadap 

penggunaan kertas dan mempercepat proses perekaman basis data 

pcrpajakan. 

3.5. Rcncana Kerja Program Modernisasi Tahun 2ll06-2ll09 

Sebagai konsekuensi dari program yang sifatnya berkesinambungan, rencana 

kerja program modemisa.si perlu senantiasa disesuaikan dengan kondisi 

maupun perkembangan organisasi, lingkungan, teknologi (infonnasi), sosial, 

dan ekonomi yang terjadi. Perubahan yang terjadi tidak akan merubah spirit 

atau jiwa modemisasi ito sendiri, tetapi lebih merupakan penyesuaian akan 

adanya hambatan~hambatan yang tak terelakkan ataupun tuntutan~tuntutan 
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(internal maupun ekstemal) yang harus segera dipenuhi. Adapun fokus kegiatan 

umma program modemisasi untuk tahun 2006-2009 adalah : 

J. KeJanjutan penerapan sistem Administrasi Perpajakan Modem 

2. Pembentukan Data Processing Center 

3. Pembentukan Call Center dan Complain Center 

4. Pengembangan dan Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia 

modem. 

3~5.1 Kelanjutan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

Rencana plmerapan sistem administrasi perpajakan modern pada 

seluruh kantor operasional pajak secara bertahap adalah sebagai 

berikut: 

• 2007 

• 2008 

• 2009 

Modemisasi KPP Pratama pada seluruh Kanwil 
Jakarta dan Jawa Barat I dan III (Jabodetabek} 

Modemisasi KPP Pratama pada selumh Kanwil 
Jawa, Bali, dan Sumatera (selain Jabodetabek) 

Modemisasi KPP Pratama pada selumh Kanwil 
Kalimantan, Sulawesi~ Nusa Tenggara. Ma1uku 
dan Papua 

Dengan dibentuknya KPP Madya pada seluruh Kanwil, maka 

diharapkan kontribusi penerimaan pajak dari kantor modern akan bisa 

mencapai 900/u dari penerimaan nasionai 

3.5.2. Pembentukan nata Proceosing Center (Dl'C) 

Alasan atau keuntungan dari Data Processing Center : 

• Dengan sentralisasi perekaman data, pekerjaan yang sama akan 

dikeJjakan oleh satu unit, sehingga akan lebih efektif dan etisien. 

• Akurasi dan konsistensi data dapat ditingkatkan. 

• KPP bisa lebih fokus pada pekeJjaan melayani dan mengawasi WP. 

• Pelayanan secara keseluruhan bisa ditingkatkan. 

• Pengawasan bisa lebih efektif dengan adanya ketersediaan data 

yang berkualita.<, akurat, dan tepa! waktu. 
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Disadari bahwa pembentukan Data Processing Center bukanlah suatu 

pekerjaan yang mudah. Sebagai pilot project, akan dibentuk 2 DPC 

pada tahun 2006 denganjadwal sebal)lii berikut : 

a) Kanwil LTO, Kanwil DJP Jakarta Kbusus, dan Kanwil DJP 

Jakarta Pusat pada bulan Juni 2006 

b) Kanwil Jawa Bagian Timur I, II dan ill) pad a bulan Desember 

2006. 

3.5.3. Pembentukan Call Center dan Complain Center 

Call Center dan Complain Center adalah salah satu contoh dari program 

modemisasi yang barn diformulasikan pada tahun 2005, atau belum 

terpikirkan pada tahun 2004. Ide ini muncul pada pertengahan tahun 

2005 dan semakin mengkristal setetah adanya studi banding ke dan 

Selandia Baru. Kernudian dibentuklah Call Center dan Complain 

Center sebagai pilot project di Jakarta pada akhir 2006. 

Alasan atau keuntungan dari Call Center dan Complain Center : 

a) Masyarakat saat ini sangat mementingkan keprak:tisan dan efisiensi 

penggunaan telpon semakin meningkat untuk urusan bisnis. 

b) Tanpa adanya Call Center, petugas pajak di kantor operasional 

banyak disibnkkan menjawab telepon. 

c) Dengan sentralisasi penerimaan telcpon, pekeijaan yang sama akWl 

diketjakan oleh satu unit, sehingga akan lebih efektif dan efisien. 

d) Akurasi dan konsistensi dapat ditingkatkarL 

e) Pelayanan dan pengawasan secara keseluruhan hi sa ditingkatkan. 

f) KPP bisa lebih folrus pada pakerjaan melayani dan mengawasi WP 

{secara langsung). 

g) Good governance dengan penanganan complaints. 

Fungsi utama yang ditangani Call Center dan Complain Center : 

a) Pelayanan (konfirmasi, prosedur, peraturan, materi perpajakan, dll) 

b) Penanganan Complaint Wajib Pajak. 

Bentuk dan pelaksanaan dari Call Center dan Complain Center : 
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a) Sentralisasi penerimaan complaint dan desentralisasi penanganan 

complaint. 

b) Penggunaan !Oil free number. 

c) Dilengkapi dengan Complaint Management Service. 

3.5.4. Pengembangan dan Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia 

modern 

Modemisasi administrasi perpajakan sejauh ini masih berkutat pada 

pcrubahan pada aspek organisasi. sistem dan prosedur, sarana dan 

prasarana. Salah satu komponen terpenting, yaitu aspek sumber daya 

manusia, ba:ru sedikit tcrsentuh reformasL Sccara lebih spesifik~ 

refonnasi manajernen sumber daya manusia baru rnellputi 3 aspek : 

Adanya fit and proper test, yaitu hanya pegawai dengan kualifikasi 

tertentu yang dapat bertugas pada kantor modem 

Penerapan kode etik secara tegas dan konsisten 

Pcmberian tunjangan khusus (Remooerasi) yang lebih besar 

dibandingkan remunerasi standar pegawai sebelumnya. 

Selain itu kebutuhan SDM dalam rangka pelaksanaan modemisasi 

juga meningkat, sebagaimana dilihat pada Tabel3.3. 

Kebutuhan SDM sangat besar tentunya harus diimbangi 

produktifitas dan kinerja yang baik. Saat ini produktivitas atau kinerja 

para pegawai belum terukur secara baik. Hubungan antara kinerja 

pegawai dan sistem kompcnsasi be1um ada.. Demikian juga halnya 

dengan sistem mutasi dan promosi yang belum sepenuhnya dikaitkan 

dengan kinerja ataupun prestasi pegawai. Untuk melakukan hal itu 

semua, dibutuhkan perombakan besar-besaran di bidang manajemen 

swnber daya manusia. 
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Langkah pertama yang harus dilakukan adalah job classification, 

tcrmasuk di daJamnya job description dan job expectation lllltuk seluruh 

jenis pekerjaan yang ada, baik itu di kantor pusat, maupun di kantor 

wilayah dan kantor pelayanan. 

Langkah selanjutnya adalah penentuan standar kinerja. atau 

baseline, untuk rnasing-masing jenis pekeljaan. Jika semua ini telah 

tersediaT maka pengukuran kinerja untuk individual, atau masing-masing 

pegawal, telah bisa dilakukan. Sebagaimana telah diuraikan 

sebelumnya, kinerja pegawai nantinya juga akan ditentukan oleh kinerja 

unit kerja pegawai yang bersangl:utan. 

Langkah terakhir adalah pengkaitan yang jelas antara lcine!ja 

pegawai dengan sistem kompensasi sedemikian tupa sehingga ada 

pembedaan perlakukan dalam hal pembcrian reward bagi pegawai 

dcngan produktivitas yang lebih balk. Reward ini harus terwalcili baik 

dalam bentuk uang (gaji pokok, tunjangan, dll) maupun dalam bentuk 

lainnya, misalnya jenjang karir yang lebih jelas, dalam hal ini sistem 

mutasi dan promosi yang Iebih transparan dan jelas, 
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BABIV 

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini digunakan untuk meniJai pengaruh reformasi administrasi 

perpajakan berdasarkan penelitian sebelumnya. Adapun basil penelitian 

sebelumnya adalah sebagai berikut : 

I. Penelitian yang dilakukan Tunjung pada tahun 2004 dengan objek 

pene!itian KPP Wajib Pajak Besar (LTO). Dari hasil penelitiannya 

mengenai efektifitas dan efisiensi terbentuk KPP L TO diperoleh 

kesimpulan bahwa KPP LTO, sebagai pilot project KPP modem, 

dalarn pelaksanaannya selama periode 2002 - 2003 dinilai cukup 

efektifuntuk dilanjutkan kepada KPP lainnya. Hal ini di lihat dari segi 

slruk:tur organlsasi. prosedur organisasi~ strategi organisasi~ budaya 

organisasi dan kepuasan Wajib Pajak. Selain itu hasil penelitian 

tersebut menyebutkan bahwa pembentukkan KPP LTO efektif 

meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak dan mendorong 

penerapan good governance serta memiJili eflsiensi yang cukup 

tinggi. Tetapi pembentukan KPP LTO dinilai belum cukup efektif 

meningkatkan kepatuhan perpajakan dan merealisasikan target 

penerimaan pajak KPP tersebut karena tingkat kepatuhan dan 

pencapaian target penerimaan belum mencapai I 00%. 

2. Penelitian lainnya dilakukan olah Sofyan tahun 2005 dongan objek 

penelitian yang sama. yaitu KPP LTO. Dari basil penelitiannya ada 

pengaruh positip dan signi:fikan antara faktor-faktor struktur 

organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya 

organisasi dalam modernisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

3. Penelitian lainuya dilakukan oleh lrawaty tahun 2007. Obyek 

penelitian yang dilaknkannya adaiah seluruh KPP di Indonesia periode 

tahun 2006. Metude penelitian ini berbeda dengan dua penelitian 

sebelurnnya diatas. PeneHtian ini bertujuan melihat efisiensi biaya 

pelaksanaan reformasi adminis1111si pejak dengan menggunakan 
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metode analistik Stochastic Frontier dan Cost-to-Yield ra1io. Dari 

penelitian yang dilakukan diperoleh basil, yaitu Secara keseluruhan 

KPP di Indonesia memiiiki efisiensi yang tinggi. Tetapi secara rata­

rata KPP yang memiliki tingkat efisiensi cukup tinggi dipengaruhi 

refom1asi administrasi perpajakan jika dilihat metode Cost-to-Yield 

ratio. Namunjika dilihat dari metode Stochastic Frontier disimpulkan 

tidak ada perbedaan antara KPP modem dengan tidak modem dalam 

pengelolaan biaya. 

Berdasarkan basil penelitian sebelumnya yang tersebut diatas. dapal 

disimpulkan dcngan bcrbagai macarn obyek, periode tahun penelitian dan 

metode yang digunakan rnemberikan hasil penelitian yang hampir sama, 

yaitu reformasi administrasi pajak memberikan pengaruh terhadap 

kepatuhan dan efisiensi bfaya. 

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan juga untuk melihat pengaruh 

reformasi administrasi perpajakan terhadap rea1isasi penerimaan pajak 

dengan menggnnakan objek penelitian, periode dan metodc berbcda 

berda.sarkan penelitian sebelumnya, 

4.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, ada dua analisa yang dilakukan, yaitu analisa vertik:al 

dan horizontal (Gambar 4.1). Dengan demikian ada dua rnang lingknp yang 

ada dalam penelitian inL 

1, Dalam anaiisa vertikal. penelitian ini mencakup deskripsi data, uji 

beda dan rcgrcsi atas variabe1-variabel dalam penelitian ini pada 

Kantor Kelayanan Pajak (KPP) di Kantor \Vilayah (Kanwil) 

Jakarta Pusat tahun 2003-2006. Dimana periode tahun 2003-2004 

dignnukan sebagai data KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat sebelum 

dilaksanakan modemisasi dan periode tahnn 2005-2006 dignnakan 

sebagai data setelah modernisasi sebagaimana tujuan dad 

peneHtian ini. 

2. Dalam analisa horizontal, penelitian ini juga mencakup deskripsi 

data, uji beda dan regresi atas variabel-variabel penelitian ini pad a 
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KPP di Kanwil Jakarta selunlhnya periode tahun 2005-2006. 

Pengambilan periode tahun ini berdasarkan pelaksanaan 

modernisasi pada KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat telah 

dilaksanakan secara menyelurub, sodangkan Kanwil DJP Jakarta 

lainnya belum melaksanakannya. 

Gambar4.1 
Flowchart Ruang Lingkup PeneJitian 

l, ... Kebijakan RefQrmas:l Admfnlstr-asl Perpajakan Pada 
KanwH D.JP Jakarta Pusat Perfode 2005 ~2006 

Anall:a~ Analisa Horizo~taj 

Ujf Beda ! 
Regresl .I 

L _ De~~;~-{-jf--J 

VJI_lleda I 
----, 

Re.gres1 J 

4.3. Model dalam penclitian 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdabulu yarg ditakukan oleb 

Irawaty (2007), model yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Real= f30 + f31Patuh + f32Bi _ PGW + fJ,Bi _Brg +e, [4.1] 

dimana: 

I 

T 

Real 

Patuh 

Bi_Pgw 

Bi_Brg 

= 

= 

= 

= 

indeks untuk KPP di Kanwil 

indeks untuk waktu 

Realisa.si penerimaan pajak tiap KPP 

Perbandingan SPT yang dilapor dengan Jumlah WP 

Rasio Belanja l'egawai terhadap total belanja Tiap KPP 

Rasio Belanja banmg terhadap total belanja Tiap KPP 

Definisi variable yang digunakan pada peneiitian ini) sebagai berikut: 

1. Real adalab realisasi total penerimaan pajak nntuk Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP). Variabel ini merupakan faktor utama 
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dalam model yang akan diukur. Realisasi total penerimaan pajak 

terrliri dari beberapa jenis penerimaan pajak, yaitu Pajak 

Penghasilan (PPh) non migas, PPh migas, Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak lainnya 

Supaya ada kesamaan (homogenitas) antara obyek penelitian 

yang satu dengan yang lain mal<a realisasi total penerimaan pajak 

lerdiri dari Pajak Penghasilan (PPh} non migas, Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak lainnya. Perbedaan ini 

disebabkan adanya penerapan sistem administrasi pada obyek 

penelitian. 

2. Patuh adalah variabel kepatuhan Wajib Pajak menggunakan rasio 

jwnlah lembar SPT T ahunan yang telah dilaporkan terhadap 

jwnlah Wajib Pajak yang terdaftar. likuran yang digunakan 

variabel kepatuhan ini adalah kuantitatif dan formal. Hal ini 

disebabkan untuk mendapalkan ukuran secara kualitatif dan 

mal<:rial tidak dapat dilakukan karena keterbatasan data yang 

diperoleh. Tujuan diguoakan variabel ini dah•m model adalab 

meJibat pengaruhnya terhadap realisasi total penerimaan pajak, 

3. Bi_PGW adalah varibel belanja pegawai mengguoakan rasio 

belanja pegawai tcrhudap total belanja setiap KPP. Total belanja 

pegawai setiap KPP berbeda disebabkan strata jabatan, pangkat 

dan golongan pegawai sertajumlah pegawai. Untuk menghasilkan 

estimasi yang lebih akurat biaya gaji digunakan rata-rata 

tertimbang biaya gaji dikalikan jumlah pegawai, tetapi hal 

merupakan keterbatasan dalam penulisan ini karena tidak 

tersedianya data tersebut sehingga kondisl ini menjadi 

keterbatasan interprestasi hasll estimasi. 

4. Bi_Brg adalah variahel balanja barang menggunakan rasio 

belanja barang terbadap total belanja setiap KPP. Selain biaya 

gaji, biaya yang dikeluarkan KPP meliputi biaya belanja barang 

dan biaya belanja modal. Total biaya belanja barang adalah 

jwnlah biaya yang diguoakan dalam belanja operasioual atau 
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administrasi kantor, seperti biaya surat menyuratj biaya celak, alat 

tuiis kantor. bahan bakar+ daya/energi dan jasa serta material 

lainnya. Sedangkan total biaya belanja modal merupakan total 

biaya yang dikeluarkan dalam ak'tiva tetap, seperti tanah, 

peralatan dan mesin dan belanja fisik lainnya. Dalam model ini 

total biaya modal tidak diperhitungkan karena adanya 

keterbatasan dalam penilaian/rekapitulasi aktiva tetap, sehingga 

hanya memasukkan hiaya belanja barang. Kaitan kedua biaya, 

biaya gaji dan biaya barang, berkaitan dengan biaya pengumpulan 

pajak (Cost of tax collection) terhadap penerimaan pajak. 

Dengan mengetahui variabe1 model tersebut diatas> maka tanda dan 

arah koefisien hasil estimasi yang diharapk:an dalam penelitian adalah 

sebagai berikut : 

Tabel4.l. 

Tanda arab. koefisien basil estimasi yang diharapkan 

[ Variabel indepe.nden Tanda Arah koefisien l 
( Patuh ··• 

+ 

• Bi_PGw + ' 
.... ____ .. _ --- .... ____ 

Bi_Brg + 

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam perelitian ini adalah adanya 

keterbatasan data yang dapat dipcroleh dan belum diperhitungkannya 

konstribusi beberapa unit kantor lain yang memiliki peranan dalam proses 

administrasi perpajak:an terhadap realisasi penerimaan pajak KPP lainnya, 

seperti Karikpa, Kanwil dan KPP-PBB. Hal ini disebabkan sulitnya 

menghitung besarnya proporsi dan konstribusi unit kantor-kantor tersebut 

terbadap KPP lainnya sehingga diasurnsikan bahwa konstribusi dan 

pengaruh relatif sama bcsar terhadap KP!'lainnya. 

4.4. Data dan Sumbe.r Data 

Data yang digunakan adalah data sekunder dari 44 Kantor Pelayanan Pajak. 

Sumber data untuk masing-masing variabel adalah sebagai berik:ut : 
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Tabe14~2. Data dan Sumber Data 

Variabel independen Satuan Sumber 

SPT PPh Badan dan Orang Lembar Direktorat Jenderal Pajak 

Pribadi 
··~-.. 

WP PPh Badan dan Orang Orang/badan Direktorat Jenderal Pajak 

Pribadi Usaha 

Biaya Gaji dan Biaya Barang Rupiah Direktorat Jenderal Pajak 

Tiap KPP 

4.5~ Metode Estimasi Ekonometri Data Panel 

Metode yang digunakan dalam penelilian ini odalah panel data. Regresi 

panel data ada,ah regresi yang menggunakan gabungan data cross section 

dan time series. Pengolahan dengan menggunakan panel data mcmberikan 

beberapa keuntungan diantarany.a :16 

I. Data dapat lebih bersifat heterogen dan mikro karena cross 

section. 

2. Kombinasi antara cross section dan time series1 panel data akan 

lebih infonnatif, bervariasi~ menghasilkan kolinieritas yang rendah 

antar variabel, derajat kebebasan yang lebih besar, dan lebih 

efisien. 

3. Data panellebih cocok untuk meneliti perubahan dinamis. 

4. Panel data dapat mendeteksi dan menghitung darnpak lebih baik 

daripada time series mumi atau cross section murni 

5. Panel data lebih bisa dignnakan untuk meneliti perilaku yang lebih 

kompleks daripada time series mumi atau cross section mumi. 

6. Dengan data yang sangat banyak akan meminimalkan bias yang 

mungkin teTjadi jika kita mengagregatkan individu atau 

perusahaan manjadi agregat yang lebih luas. 

16 Nacrowl dan Usman, "Ekonometdka uotuk Anal!sis Ekonomi dan Keuangan", FEUl:2006 
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4.5.1. Pemilihan model 

Estimasi panel data dapat dilakukan dengan pendekatan Fixed Effect 

maupun Random Effect, yang diuraikan sebagai berikut: 17 

I. Fixed Effect 

a. Semua koefisien konstan sepanjang wak:tu dan individu. 

Model mengasumsikan bahwa intersep dan koefisien slope konstan 

sepanjang waktu dan individu, dan ertor term menjelaskan perbedaan 

intersep dan koefisien slope sepanjang waktu dan individu tersebut. 

Regresi dilakukan dengan mengkombinasikan data time series dan 

cross section (pooled). Estimasi yang dilakukan yaitu dengan regresi 

Ordinary Leas/ Square (OLS). Cam ini disebut pooled regression atau 

common effect. Dengan demikian, dalam model ini tidak ada efek 

individu. 

b. Koefisien slope konstan tetapl intersep bervariao;;i sepanjang individu 

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep sepanjang 

individu ini dikenal sebagai model regresi fJXed effect. lstilah [1Xed 

effect berasal dari kenyataan bahwa mesklpun intersep berbeda 

sepanjang individu, namun ma'iing-masing intersep individu tidak 

be:rvarlasi atau tetap sepanjang waktu (time invariant). Seiain itu 

model juga menga')umsikan bahwa koeflSien slope konstan sepanjang 

waktu dan individu. Estimasi yang dilakakan yaitu dengan teknik 

variabel dummy wttuk individu. Selanjut.nya., karena penggunaan 

dummy untuk estitnasi f~Xed effect itu, maka literatur menyebutnya 

teknik Leas/ Square Dummy Variables (LSDV). Dengan demlklan 

dalam model ini ada efek individu. 

Software Eviews 5.1 telah menyediakan program estimasi model data 

panel dengan teknik fixed effeet tersebuL Dalam persamaan urnum: 

[4.2] 

dimana: i menyatakan individual ke-i 

11 W!darjono,Agus;"Ekonometrika, Teon dan Ap!ika&i edisi 2", Ekonisia,Yogyakarta:Z007 
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t menyatakan waktu ke-t 

Pada perkembangannya. dapat pula memasukkan unsur time effect, 

sehlgga Jntersep individu tidak konstan tagi sepanjang waktu. 

Pengarnh time effect itu dihitung dengan menambahkan variabel 

dummy untuk waktu. 

2. Random Effect 

Metode panel data dengan pendekatan fixed effect di alas mempunyai 

masalah dalam hal degree of freedom jika ada banyak individu dalam 

regresi. Pertanyaan yang timbui adalah jika variabel dummy 

menunjukkan kckurangan pengetahuan tentang model yangS 

sebenarnya, mengapa tidak menyatakan ketidaktahuan tersebut 

mela1ui disturbance term J.l11 • Oleh karena itulah dikenal metode panel 

data dengan pendekatan random effect. 

Ide dasar diawali dengan persrunaan [4.2] diatas dengan A tidak 

diasumsikan tetap, tetapi P11 diasumsikan variabel random dengan 

nilai rata-rata P1 (tidak ada indeks i) dan nilai intersep untuk individu 

dinyatakan: P1, ={11 +&;,; i =I~ 2, ... ,N, dimana: 8,-1 adalah random 

error term, dengan nilai rata-rata nol dan variance a 2 
• 

Berdasarkan aswnsi umum dalam random effect tersebut, individual 

error component tidak berkorelasi satu sama lain dan tidak 

autokorelasi antar cross section maupun time series. Perbedaan antara 

fixed effect dengan random effect adalah pada frxed effect masing­

masing cross sectional unit mempunyai nilai inlersep sendiri yang 

tetap, sedangkan pada random effect intersep P1 menyatakan nilai 

rata-rata sernua intersep cross sectional unit dan error component e, 

menyatakan deviasi (random) dari .intersep individu terhadap nilai 

rata-rata tadi. e, tidak secara Iangsung dapat diobservasi, dan &:, 

dikenal juga sebagai unobservable a tau latent variable. 

Berdasarkan koefisien korelasi didapat dua hal yaitu: (i) untuk suatu 

cross sectional unit tertentu, nilai kore1asi antara error term pada dua 
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titik waktu yang berbeda tetap sama tanpa mempedulikan seberapa 

jaub ja:rak dua periode waktu tersebut. Hal ini berbeda dengan skema 

first-order [AR(I)J, dimana korelasi antara dua periode menurun 

terhadap waktu; (ii) struktur korelasi tersebut sama untuk semua cross 

sectional unit atau identlk wrtuk semua individu. Dala:m hal ini. jika 

stro.ktur korelasi tersebut tidak diperhitungkan dan mengestimasi 

dengan OLS, maka hasil estimasi tidak efisien. Oleh karena itu, 

metode estimasi yang digunakan untuk random effict adalah 

Generalized Least Square (GLS). 

Jlka metodc estimasi menggunakan OLS, maka ada beberapa asumsi 

dasar yang harus dipenuhi agar parameter hasi estimasi bersifat Best 

Linear Unbiases Estimator (BLUE). Best jika memiliki variance 

terkecilj tinier jika linier dalam parameter dan unbiased jika nilai rata· 

rata fl estimasi harus mendekati atau sama dengan nilai p 

sesungguhnya. Asumsi dasar dimaksud edalah: 

L Model regresi linier, yaitu linier dalam parameter 

2. Variabel Penjelas diasumsikao nonslochaslic (nonrandom), 

sehinggd nilai suatu variabel penjelas tetap pada pengambilan 

sampel yang diulang. 

3. Conditional mean value dari disturbance .adalah nol 

4. Homokedastis, yaitu varian<:e dari disturbance sama atau tidak 

bervariasi untuk semua observasi 

5. Tidak ada autokorelsi antar disturbance 

6. Covariance antara disturbance dan variabel penjelas adalah nol~ 

dengan maksud disturbance dan variabe1 penjelas tidak 

berkorelasi 

7. Jumlah observasi harus lebih besar daripada jundah panuneter 

yang diestimasi 

8. Adanya variasi dari nilai suatu variabel penjelas. maksudnya 

nilai variabel penjelas dalam sampel tertentu seharusnya tidak 

semuasama 
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9. Spesifikasi model regresi sudah benar, maksudnya tidak ada 

masalah spesfjication bias atau spesffication error 

10. Tidak ada perfect multikolinieritas. maksudnya tidak ada 

hubungan linier yang sempuma diantara variabei penjelas satu 

dengan lainnya. 

Parameter basil estimasi yang baik mempunyai sifat efisien dan 

konsisten. Parameter hasil estimasi dikatakan efisien jika parameter 

tersebut minimum variance unbiased. Sedangkan parameter hasil 

estimasi dikatakan konsisten, jika ketika jumlah sampel meningkat 

hingga mendckati hatas limit, parameter itu konvergen terhadap niJai 

popula<i sesungguhnya atau dengan kata lain nilai parameter terse but 

mendekati nilal populasi sesungguhnya. Pengujian atas asumsi yang 

digunakan dilakukan pada tiga asumsi yaitu uji multikoJinieritas, uji 

autokorela.si, dan uji heterokedastisitas. 

4.5.2. Pengujiao Model 

4.5.2. 1. Uji pemilihan model 

I. Uji F 

Uji F digunakan untok melihat apakah ada pengaruh efek individu atau 

tidak di dalam model. Nilai F statistik adalab sebagai berikut: 

F = (RSS, -RSS2)1 m 
(RSS,)I(n-k') [4.3] 

dim ana; 

RSS, 

RSS2 = 

M ~ 

N ~ 

T ~ 

k' = 

sum square residual dari hasil estimasi common 

effect, no weight 

sum square residual drui basil cstimasi fixed 

effect, no weight 

jumlah restriksi 

jumlah observasi (NT) 

jumlah data wak:tu atau time series 

jumlah parameter dalam model fixed effect, yaitu 

jumlah individu (N) ditambah jumlah variabel 

penjelas (k), maka n-k" sama dengan (NT-(N+k)], 
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dan juga sama dengan (NT-N-k) 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman adalah uji Wltuk memilih antara model random effect 

dan fixed effect Pertimbangan utama dalam rnemilih random effect 

atau fixed effect adalah apakah unobserved effect ( c,) dan variabel 

penjelas ( X11 ) berkoreiasi atau tidak:. Fixed ejfoct konsisten jika C1 dan 

xi1 berkorelasi~ sedangkan random effect tidak konsisten jika ci dan 

x, berkorelasi (Wooldridge,2002). Seperti ha!nya dalam Gujarati 

(2003 }, bahwa j ika diasumsikan unobservable variable ( & ,) dan 

variabel penjelas tidak berkorelasi maka random effect lebih tepat 

digunakan. Sedaagkan jika e, dan variabel penjelas berkorelasi, maka 

fv:ed effect lebih tepat digunakan. 

Tes untuk: memHih antara mode) random effict danfrxed effect yaitu 

tes yang dikembangkan Hausman (1978) yang dikenal dengan 

Hausman Tcs. NHai Hausman statistik adal.ah sebagai berikut : 

T statistik dari Tes Hausman ini mempunyai distribusi asimtotik chi­

square (t'). Hipotesis no! pada Tes Hausman yaitu estimator fu:ed 

effect dan random effect tidak berbeda secara substansial. Jika 

Hausman statistik > chi-square (;() label, maka HO ditolak. 

Kesimpulannya adalah random effect tidak tepa! digunakan, sehingga 

lebih baik menggunakan fixed effect. Pada Eviews 5,1 Hausman 

statistik diperoleh dengan estimasi cross section random, kemudian 

view-fixed/random cffict testing-correlated random effect-Bausman 

test. 

4.5.1.2, Uji asumsi OLS 

1. Uii Multikolinicritas 
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Uji multikolinieritas merupakan salah satu uji asumsi dasar. Uji 

multikolinieritas dapat dilakukan salah satunya dengan melihat nilai 

variance inj/alingfaclar (VIF). Menurut Gujarati (2003), rule oflumb 

untuk VIF yaitu: jika nilai VIF dari suatu variabel melebihi 10, maka 

variabel tersebut berkolinieritas tinggi, atau dengan kata lain terdapat 

k:orelasi yang tinggi antara suatu variabel penjelas dengan satu atau 

lebih variabel penjelas lainnya. Dengan demikian, jika nilai VIF > I 0 

maka model terindikasi masalah multikolinieritas. 

2. Uii Langrange Multiplier (Uji LMl 

Uji LM digunakan untnk menguji apakah teljadi masalah 

heterokedastisitas a tau tidak pada estimasi fixed ejfocl. 

Hipotesa dalam tes ini adalah : 

HO : Homokedastis 

HI : Heterokedastis 

Nilai LM smtistik adalah sebagai berikut : 

dimana: 

T 

a' 
' 

= 

' 

jurnlah data waktu atau time series 

variance residual persamaan ke-i pada kondisi 

persamaan yang lebih restriksi (homokedastis), 

rnelalui eviews didapatkan dari residual covariance 

matrix setiap persamaan (dari hasil estimasi fiXed 

effect, no weight) 

sum square residual persamaan sistern pada kondisi 

persamaan lebih restriksi (dari basil estimasi fiXed 

effect, no weight) 

Nilai chi-square label (x' label) menggunakan degree of freedom 

sebesar N-1~ dirnana N ada!ah jurnlah individu atau cross section, 

serta level signitikansi (a) sebesar IOo/o, 5%,1 %. Hipotesis nol pada 
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"LMadlh ' 2 • I · · UJl a a a,~=£1' , 1 ""' , ... ,n. ya1tu varrcmce sarna 

(homokedastis). Jika nilai LM > nilai chi-square label (;(' tabel), maka 

HO ditolak, hal inl berarti ada masalah heterokedastlsas. Estimator 

yang !ebih baik untuk keadaan tesebut ada!ah menggunakan prosedur 

cross section weights danlatau dengan opsi while cross section. 

3. Uii Autokorelasi 

Secara harfiah autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota 

observasi satu dengan yang lainnya terjadi jika ada korelasi antara 

anggota observasi dengan observ-dsi lain yang berlainan waktu. Dalam 

kaitannya dengan asumsi metode OLS, autokorelasi merupakan 

korelasi antara satu variabel ganggunn dengan variabel gangguan lain. 

Sedangkan sal3h satu asumsi penting metode OLS berkaitan dengan 

variabel gangguan adalah tidak adanya hubungan antara variabel 

gangguan satu dengan variabcl gangguan Jain. 

Menurut Gujarati, uji aulokorelasi dapat dilakukan dengan 

membandingkan nilai statistik Durbin Watson yang dihitung dengan 

nilai batas atas (dU) dan nilai barns bawah (dLO dari tabel Durbin 

Watson. Selang kepercayaan yang didapat dari nasi! pengujian 

mencakup 5 daerah yaitu: (I) antllra 0 dan dL, menunjukkan ada 

autokorelasi positif; (2) antara dL dan dU, menunjukkan tidak ada 

keputusan; (3) an tara dU dan 4-dU, menunjukkan tidak ada 

autokorelasi; (4) antara 4-dU dan 4-dL. menunjukkan tidak ada 

keputusan; (5) anlara 4-dl. dan 4 rnenunjukkan ada autokorelasi 

negatif. Autokorelasi akan menyebabkan koefisien estimasi dalam 

model menjadi tidak konsisten dan tidak bias~ tetapi mempunyai 

variance yang besar, schingga penafsiran tidak efisien. Salah satu cara 

untuk mengatasi autokorelasi yang disarankan Gujarati adalah dengan 

penarnbahan AR(l) dalam cstimasi persamaan modeL 

Universitas Indonesia 

Analisa Pelaksanaan..., Aries Indra Kurniawan, FEB UI, 2009



BABV 

HASIL EMPIRIS DAN ANALISIS 

Bab hasil cmpiris dan analisis ini berisi analisis hasil dan pembahasan berdasarkan 

langkah"langkah metodologi penelitian dalam menjawab pertanyaan dari 

pen:nasalahan penelitian ini. Dalam bab ini akan membahas i.mplikasi pelaksanaan 

kebijakan modemisasi administrasi perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat, 

melalui dua analisis. yaitu analisis vertikal dan analisis hori7..onta1 terhadap realisasi 

penerimaan pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan bulanja pegawdi serta belanja 

barang. Secara garis besar bab ini terdiri dari pengujian model, basil estimasi dan 

pembahasan sesuai dengan teori dan studi literatur serta peneHtian terdahulu, 

5"1. Analisa Vertikal Pehlksanaan Kebijakan 

Dalam analisa ini dilakukan bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari 

permasalahan dalarn penelitian ini mengenai pengaruh pelaksan!illll kebijakan 

modemisasi administrasi peipajakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat terhadap 

variabel-variabel dalam penelitian ini Analisa vertikal ini dilakukan dengan 

membandingkan KPP pada Kanwil DJP Jakarta Pusat sebelum dan 

melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yaitu modernisasi 

administrasi perpajakan. 

Cara dan metode yang digunakan dalam analisa ini adalah 

mcndcskripsikan data variabel-variabel, yaitu realisasi penerimaan pajak, 

kepatuhan Wajib Pajak dan biaya pengumpulan pajak (Tax Collecton Cost) 

sebelurn dan sesudah pe)aksanaan kebijakan tersebut. Kemudian melakukan Uji 

Beda untuk melihat pengaruh implikasi kebijakan terhadap variabul"variabel 

dalam penelitian serta melak:ukan regresi untuk mengetahuf hubungan dan 

pengaruh antar variabel-variabel dalarn penelitian ini. 

Namun sebeJwn melak:ukan cara dan metode dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan penyesuaian terbadap data-data yang akan dianalisa. Hal ini 

disehabkan adanya perbedaan jumlah KPP pada Kanwil DJP Jakarta Pusat 
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antara sebelum dan sesudah pelaksanaan modernisasi. Perbedaan jumlah KPP 

terSebut disebabkan adanya pemecahan wilayah kelja. yaitu sebelum 

modemisasi dua wilayah kerja diawasi oleh satu KPP kemudian setelah 

modemisasi dua wi1ayah kelja tersebut diawasi rnenjadi dua KPP, dimana KPP 

tersebut membawahi masing-masing satu wilayah ke:rja, Oleh karena itu untuk 

lebih melihat pengaruh modernisasi maka peneliti melakukan penyesuaian data­

data KPP-KPP terscbut menyesuaikan dengan fonnat KPP sebelum 

modernisasi. Namun demikian ada satu KPP yang terbentuk akibat modernisasi 

tidak dapat disesuaikan, yaitu KPP Madya Jakarta Pusal Hal ini disebabkan 

peneliti tidak dapat memperoleh secara detail data-data Wajib Pajak KPP ini 

untuk dikembalikan ke KPP sebelumnya sehingga KPP ini dikeluarkan dalam 

penelitian ini tetapi keberadaan tidak diabaikan. 

5.1.1. Deskriptif Data 

Deskriptif data merupakan langkah awal dalam penelitian ini. Tujuan dari 

deskriptif data adalah merangkum data·data atas variabel-variabel dalam 

penelitian berdasarkan nilai statistik, yaitu jumlah total (sum), nilai rata-rata 

(Mean}, ukuran dispersi (std.Deviation), nilai tengah (Median) dan jumlah 

observasi. Nilai-nilai statistik terSCbut nantinya akan berguna untuk iangkah 

selanjutnya dalam penelitian inL 

Sebelum melak:ukan uji beda akan disajikan deskriptif data statistik dari 

variabel-variabel yang digunakan dalam analisis, terlihat pada Tabel 5.1. Dari 

Tabel 5.1 ada empat fakror yang dnpat digambarkan berdasarkan sistem 

administrasi kan1or sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini. Gambaran 

yang didapat dari Tabel tersebut adalah sebagai berikut : 

L Realisasi Penerimaan Pajak. 

Faktor ini dapat digambarkan melalui variabel Real. Berdasarkan Tabcl 

5.1, realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Pusat dikelompokkan 

menjadi dua bagian, yaitu realisa<;i penerimaan pajak sebelum 
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modemisasi, yaitu tahun 2003 dengan tahun 2004, dan realisasi 

penerimaan pajak setelah modemisasi, yaitu tahun 2005 dan tahun 2006. 

Tabel 5.1 
Deskriptif Data Slatistik V ariabel 

Kanwil DJP Jakarta Pusat 
Tahun 2003-2006 

' Dalam milvar 

tahun modern rea(> patuh Bi_pgw Bi_brg 
2003 

2004 

2005 

2006 

Total 

non Modem Sum Rp 5.375,91 
Mean Rp 468,72 37,85% 56,80% 43,2.0% 
Median Rp 319,79' 29,07% 56,90% 43,111% 
Std. Deviation Rp 279,26 14,06% 5,06% 5,06% 
N 11 11 11 11 

nonModem s,m Rp 7.595.66 
Meal"\ Rp 690,51 35,11% 47,14% "30,84% 
Median Rp 671,5Q 32,19% 54,75% 34,37% 

Std. Deviation Rp 377,84 11,77% 20,36% 11,40"/o 
N 11 11 11 11 

modem Sum Rp 6.299,88 
Mean Rp 572,72 30.76% 64,25% 29,67% 

Median Rp 455,40 29,50% 57,09% 31,25% 

Sld. Dellialion Rp 310,85 6,16% 13,00% 6,61% 

N 11 11 11 11 

modem s,m Rp 8.040,37 

Mean Rp 730,94 31,36% 65,88% 25,57% 

Median Rp 555,06 29,14% 69,01% 25,61% 

Std. Deviation Rp 406,01 8,41% 13,05% 4,71% 
N 11 11 11 11 

nonModem Sum Rp 12.971,57 
Mean Rp 589,62. 36,48% 51,97% 37,02% 

Median Rp 567,98 32,08% 56,64% 41,37% 

Std. Deviation Rp 340,27 12,73% 15,30% 1{),6B% 

N 22 22 22 22 
modem Smn Rp 14.340,24 

Mean Rp 651,83 31,06% 65,07% 27.62% 
M-n Rp 524,65 29,28% 68,16% 27.80% 
Sid. Deviation Rp 362.03 7,20% 13.18% 6,01% 
N 22 22 22 22 

Berdasarkan data statistik tersebut terlihat bahwa total realisasi 

penerimaan P'\iak pada Kanwil DJP Jakarta Pusat mengalami kenaikkan 

setiap tahunnya, yaitu sebesar 2.219,75 milyar rupiah pada tahun 2004 

atau meningkat sebesar 41,29% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2005 

penerimaan turun sebesar (1.295,79) milyar rupiah (-17,06%) dan 
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kembali meningkat 1.740,49 milyar rupiah pada tahun 2006 (27,63%) 

dari tahun sebelwnnya. 

Penurunan realisasi yang terjadi pada tahun 2005 disebabkan 

ditariknya beberapa WP badan besar pada KPP Kanwil DJP Jakarta Pusat 

sebelumnya ke KPP Madya Jakarta Pusat setelah modemisasi. Dimana 

konstribusi realisasi penarimaan KPP Madya Jakarta Pusat pada tahun 

2005 cakup besar, yaitu 4.137,05 milyar rupiah. Dengan demikian pada 

tahun 2005 sebenamya tidak teijadi penurunan karenajwnlah penerimaan 

KPP Madya pada tahun tersebut lebih besar daripada penurunannya. 

Jika dilihat dari rata-rata penerimaan (Mean) dengan nilai tengah 

jwnlah realisasi penerimaan (Median) dalarn Tabel 5.1, terlihat bebwa 

Kanwil DJP Jakarta Pusat sebelum dan setelah modemisasi memiliki 

tingkat rata-rata (Mean) lebih besar daripada nilai median. Dengan 

demikian sebagian besar masing-masing KPP pada Kanwil DJP Jakarta 

Pusat sebelum dan sesudah modernisasi memilik:i jumlah realisasi 

penerimaan pajak di bawah nilai rata-rata realisasi penerimaan Kanwil ini 

dan hanya sebagian kecil masing-masing KPP pada Kanwn ini memiliki 

jumlah realisasi penerimaan berada diatasnya. Sedangkan jika dilihat 

ukuran dispersi (Std.Deviation), terlihat bahwa Kanwil DJP Jakarta Pusat 

setdah modcrnisasi memiliki tingkat ukuran lcbih besar daripada 

sebelumnya. Dengan demikian perbedaan jumlah realisasi penerimaan 

antara KPP yang satu dengan KPP lallmya setelah modernisasi cukup 

besar, yaitu dua kali nilai ukuran dispersinya. 

2. Kepatuban Wajib Pajak. 

Faktor ini dapat digambarkan melalui variabel Patuh. Seperti balnya pada 

faktor penerimaan, berdasarkan Tabel 5.1 tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Kanv.il DJP Jakarta Pusat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu 

sebelum modemisasi, yaitu tahun 2003 dengan tahun 2004, dan setelah 

modemisasi, :.Utu tahun 2005 dan tahun 2006. Berdasarkan data statistik 

tersebut terlihat nilai rata-rata kepatuhan Kanwll DJP Jakarta Pusat 
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sebelum modemisasi menurun cukup besar yaitu sebesar 2,74% dari 

tahun sebelumnya, sedangkan setelah modemisasi, kepatuhan Wajib 

Pajak pada talum 20ll6 mengalami sedikit kenaikkan, yaitu sebesar 0,06% 

dari tahun sebeJumnya. Kenaikkan atau penurunan dalam variabel ini 

belum dapat dijelaskan secara rinci mengapa teJjadi karena perlu 

penelitian lebih dalam lagi terhadap faktor yang mempengaruhl variabel 

ini, yaitu jumlah WP terdaftar dan jumlah WP yang melaperkan 

kewajiban perpajakannya. 

Akan tetapi bila dibandingkan antara nilai Mean dengan Median, 

terlihat bahwa sebagian besar tingkat kepatuhan WP KPP pada Kanwil 

DJP Jakarta Pusat, baik sebelum dan setelah modemisasi, berada dibawah 

nilai rata-rata tingkal kepatuhan WP. Dengan demikian sebagian besar 

rata-rata tingkat kepatuhan masing-masing KPP yang bernda pada Kanwil 

DJP Jakarta Pusat berada dibawuhnya nilai rata-rata tersebut dan hanya 

sebagian kecil berada diatasnya. Tetapi ukuran dispersi KPP pada Kanwil 

DJP Jakarta Pusat setelah modemisasi lebib kecil daripada sebelumnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata kepatuhan KPP setelah 

modernisa•i yang satu dengan KPP lainnya lebib kecil dari sebelumnya. 

3. Be1anja pegawai 

Pada Tabel.5.1 fuktor ini dapat digambarkan melalui variabel Bi_pgw. 

Berdasarkan data statistik terlihat rata-rata pengeluaran belanja pegawai 

temadap total pengeluaran belanja KPP pada Kanwil DJP Jakarta Pusat 

pada tahun 2003-2006 cukup tinggi, yaitu diatas 50% dari total belanja 

yang dikeluarkan, dibandingkan rata-rata belanja lainnya. Terutama ram­

rata pengeluaran belanja pegawai pada Kanv.il DJP Jakarta Pusat setelah 

modernisasi pada tahun 2005 dan 2006 rata-rata pengeluaran belanja 

pegawai, yaitu diatas 60% dari total belanja yang dikeluarkan. Hal ini 

disebabkan adanya pemberian nemurasi lebih bcsar kepada pegawai­

pegawai KPP pada Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah modernisasi. 
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Jika dilihat dari mta-mta (Mean) dengan nilai tengah (Median) rasio 

belanja pegawai dalam Tabel 5.1, terliha! hahwa Kanwil DJP Jakarta 

Pusat sebelum dan setelah modernisasl memiliki nilai raUH1~ta (Mean) 

lebih kecil dibandingkan nilai Mcdiannya. Dengan Demikian terlihat 

bahwa sebegian besar masing-masing KPP pada Kanwil DJP Jakarta 

Pusat balk sebelum dan setelah modemisasi memiliki rasio belanja 

pegawat lebih tinggi dari rata-rata rasio belanja pegawai keseluruhan. 

Selain itu dilihat dari Std. Deviation rasio belanja pegawai Kanwil DJP 

Jakarta Pusat setelah modemisasi lebih keel! dihandingkan sebelumnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa rdSio belanja pegawai terhadap total belanja 

pada KPP Kanwil DJP Jakarta Pusat setelab modemisasi jauh lebih besar 

dari sebelumnya. 

4. Belanja Barang 

Faktor ini dapat digamberkan melalui variabel Bi.BRG. Berdasarkan data 

statistik tersebut terlihat rata-rata pengeluaran belanja barang terhadap 

total belanja pada Kanwil DJP Jakarta Pusat cenderung rnenurun setiap 

tahunnya. Jlenurunan rasio belanja barang setiap tahunnya berbanding 

terbalik dengan faktor belanja pegawai. Hal ini dapat terjru:!i karena 

pembanding rasio kedua varibel ini sama dan berkaitan. Dengan demikian 

jika kedua rasio ini (rasio beianja barang dan heianja pegawai) 

dijurnlahkan maka tidak akan lebih dari 100%. Jika jwnlab kcdua tidak 

mencapai I 00% maka sisanya merupakan beJanja lainnya. 

Jika dililiat dari rata-rata rasio belanja barang (Mean) dengan nilai 

tengah rasio belanja barang (Median), terlihat bahwa selisih kedua nilai 

tersebut tidak memiliki perbedaan yang eukup besar pada Kanwil DJP 

Jakarta Pusat setelah modemisasi dibandingkan sebelumnya. Dengan 

demikian sebagian besar rata-rata msto belanja pegawai masing~masing 

KPP di Kanwil DJP Jakrlll pusat berada sedikit lebih tinggi diatas nilai 

rata-rata. 
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5.1.2. Uji Beda Data Secara Statistik 

Setelah mengetahui deskriptif variabel data, Jangkab selanjutnya adalab 

melakukan uji beda terhadap variabel-variabel tersebut. Uji ini bertujuau untuk 

melihat apak:ah terdapat persamaan antara nilai rata-rata variabel bebas suatu 

kelompok dengan nilai rata-rata variabel bebas ke!ompok lainnya. Dalam hal 

ini dilakukan perbandingan variahel bebas antara Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) yang dikelompokkan berdasarkan sistem administrnsi perpajakan. 

Pengujian ini dilakukan dengan bantnan perangkat pengo I all data SPSS ver. J 6. 

Prosedur pertama adalah melakukan mengidentifikasi apakah data srunpel 

tergolong data yang berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji 

Kolmogorov Sminov. Data dikategorikan sehagal data berdistribusi normal bila 

p<a 5%. Hasil pengujian Kolmogorov Sminov sebagai berikut: 

Most Extreme 

Differern::es 

Tabel.5.2 
Hasil Pengujian Kolmogorov Sminov 

Analisa Vertikal Kanwil DJP Jakarta Pnsat 

Test Statistics• 

, .. , paluh Bi_pgw 

Absolute .136 .273 .636 

Positive .136 .045 .636 

Negative -.00\ -.273 .000 

Ko!mogorov-Smimov Z .452 .905 2.111 

Asymp. Sig. (2-tailed) .987 .367 .000 

a. Grouping Variable: modem 

Bi brg 

.636 

.091 

·.636 

2.111 

.000 

Dari basil pengujian pada Tabel 5.2 diperoleh basil babwa data variabel 

Penerimaan Pajak (Real) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Patuh) memiliki 

distribusi normal sehingga uji beda atas varlabel ini akan menggunakan uji 

Independent Sample T Test. Sedangkan Belanja pegawai (Bi_Pgw) dan Belanja 

barang (Bi_Brg) tidak memiliki distribusi normal sehingga uji beda atas 

variabel terse but menggunakan ujj Mann-Whitney U test. 
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Setelah mengetahui distribusi nonnal data~data dan metode yang 

digunaklln dalam uji beda tersebut, maka dilakukan uji beda tersebut dengan 

basil sebagai berikut : 

E1!UO!v.u'&mes 
B'i!iili'lfil 

E:J;s~v.nWn!s nul 
a;m 
Bp<~r.;~;;~~s 
illi$~~~~ 

Equ3Jv.lPi,:esm! 
Q$~i1':1'1l~ 

Tabel.5.3 
Hasil Uji beda dengan Mann~ Whitney U 

Test Statistics• 

Bi_pgw 

jManrr.Wh!tney U 94.000 

INilcoxonW 347.000 

I" -3.474 

Asymp. Slg. {2-lailed) .001 

a. Grouping Variable: modem 

TabeiSA 

Bi brg 

97"0" 

350"00! 

-3AO< 

.001 

Hasil Uji Beda Dengan Independent Sample T-Test 
~~lest 

l!'t!M!!$ 1l!StWI" f;rJi·ii"!!Jf - Hmkff'oo:Ji lil!eans 

I !15$ C&nMa.,c e ln!£m: !If t~ 
OilrenHll~ 

F .. • -~" 
i n~e.:rito ~film 

''"" 
,. 

"'~ "' -5.!!1 n: .~10 ·52212El1l umw -mm::11 15!56EI\ 

""' U,fJ~ "' .t\12!2E10 1.()59jE1\ ·llrolE~~ , 1.5156:E!! 

'"' JIS ''" " Jl!! .8542218 Jllll002 -000101~ .1HH5S 

Lm moo m: 
' 

.~5422111 iilllB!n ·.t!Mll\1( Jl16it5 

Berdasarkan basil uji beda pada Tabel 5.3 dar Tabel 5.4 diatas dapat 

digunakan untuk menjawab hipotesa penelltian ini. yaitu : 

• Diduga dengan pelaksanaan kebijakan reformasi administrasi perpajakan 

pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat akan memberikan 

pengaruh secara signiflkan terhadap pencapaian peningkatan realisasi 

panerimaan pajak, Kepatuban Wajib Pajak dan biaya pengumpulan pajak 

(Cost Collection Tax) dibandingkan sebelumnya. Dirumuskan sebagai 

berikut: 

Ho : Kebijakan refurmasi administras.i perpajakan tidak memiliki 

pengaruh secara signifikar terhadap faktor-fa1:tor tersebut. 
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Ht: Kebijakan refurmasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh 

secara signifikan terhadap fak:tor-faktor tersebut. 

Dari hasil statistik tersebut terlihat bahwa signifikasi variabel realisasi 

penerimaan pajak (Real) lebih besar dari tingkat kepercayaan a 5%. Hal ini 

berarti secara statistik menerima Ho, yaitu kebijak.an administrasi perpajakan 

tidak memiliki pengaruh terhadap pcningkatan reaHsasi pcnerimaan pajak. 

Sedangkan untuk kepatuban WP (patuh) dan belanja pegawai (Bi_Fgw) 

serta biaya belanja barang (Bi_Brg) memiliki signikasi lebib kecil dari tingkat 

kepercayaan a 5%. Dengan demikian menolak Ho dan menerima H., yaitu 

kebijakan administrasi perpajakan memiliki pengaruh terbedap kepetuhan 

Wajib Pajak, belanja pegawai dan biaya belanja barang. 

Dari basil hipotesa tersebut dapat di analisa keempat faktor tersebut 

sebagai berikut : 

1. Ji"'aktor Realisasi Penerimaan Paiak 

Pelaksanaan kebijakan administrasi perpajakan pada KPP di Kanwil 

DJP Jakarta Pusat belum memperlihatklln perkembangan yang cakup 

signifikan dalam meningkatklln realisasi penerimaan pajak. Jika.di!ihat 

dari total penerim~ total reaiisasi penerimaan pajak KPP di Kanwil 

DJP Jakarta Pusat setelab modemisasi meningkat sebesar 1.368,67 

(10)55%) dad sebelumnya. Selain itu rata-rata realisasi penerimaan 

pajak Kanwil DJP Jakarta Pusat setelab modernisasi lebih besar 

daripada sebclumnya, namun dcmikian secara statisktlk tidak ada 

perbedaan. Dengan demikian akan ditelaah terjadinya pertumbuhan 

realisasi penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah 

modernisasi dengan Gambar 5.1 dan Gam bar 5.2. 

Dari Gambar 5.1 terlihat bahwa hampir sebagian besar KPP di 

Kanwil DJP Jakarta Pusat me:ngalami pcningkatan rata~rata realisasi 

penerimaan pajak setelah melaksanakan modernisasi. Hanya beberapa 

KPP yang mengalami penurunan rata-rata realisasi penerimaan pajak 
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setelah modemlsasi, yailu KPP Jakarta Menleng Satu, KPP Jakarta 

Menteng Dua dan KPP Senen. 

GambarS.l 
Rata-rata Realisasi Penerimaan per KPP 

Kanwil DJP Jakarta Pusat 
Berdasarkan Bentuk 

•• 
Gambar5.2 

.Jumlah Realisasi Pencrimaan per KPP 
Kanwil DJP Jakarta Pusat 

Periode 2003-2006 

Selain itu, berdasarkan Gombar 5.1 terlihat bahwa meski terdapat 

peningkatan namun peningkatan tersebut tidak cukup besar, hanya 

beberapa KPP yang memlliki rata-rata peningkatan yang cukup besar, 

yaitu KPP Jakarta Gambir Dua dan KPP Jakarta Gambir Tiga serta 
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KPP Sawah Besar. Disini juga terlihat bahwa peningkatannya yang 

terjadi pada tiap KPP masih dibawah garis rata-rata realisasi 

penerimaan sebelum modem (589,62 milyar rupiah). 

Penurunan yang terjadi rata-rata yang terjadi pada KPP, sebagaimana 

terlihat pada Gam bar 5.1, diakibatkan penurunan realisasi penerimaan 

pl\iak yang terjadi pada tahun 2005 (lihat Gam bar 5.2). Dari Gambar 

5.2 terlihat bahwa hampir secara keseluruhan KPP pada kanwil DJP 

Jakarta Pus:at mengalami penurunan realisasi penerimaan pajak pada 

tabun 2005. Hal ini disebabkan pada tahnn ini merupakan awal 

pelaksanaan kebijakan modernisasi peda Kanwil tersebut, sehingga 

kemungldnan terjadi masa transist dalam persiapan pelaksanaan 

kebijakan tersebut. Selain itu penurunan penerimaan dapat terjadi 

karena berpindahnya beberapa WP badan KPP Pratama ke KPP Madya 

semakin menambah penurunan yang terjadi pada tahun tersehut. 

Dengan demik:ian berdasarkan Gombar 5.1 dan Gombar 5.2 

disirnpulkan bahwa pelaksanaan modemisasi ternyata belum 

memberikan pengaruh signifikan secara rata-rata terhadap peningkatan 

realisasi penerimaan pada KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat seteiah 

melaksanakannya. Hal ini dikarenakan adanya masa proses translsi 

dari perubahan sistem dan kebijakan. 

2. Faktor Kepatuhan Wajib Pajak. 

Berdasarkan hasil uji beda di a.tas adalah kebijakan administrasi 

perpajakan memiliki pengarub terhadap kepatuhan wajib pajak 

dibandingkan sebelumnya. Artinya secara statistik terdapat perbedaan 

yang signifikan secara rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kanwil 

DJP Jakarta Pusat sebelurn dan sesudah modern.isasi. Namun dari ha."lil 

data deskriptif statistik menunjukkan tetjadi penunman rata-rata 

kepatuhan Wajib Pajak Pada Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah 

melaksanakan modemisasi. Hal ini tidak sesuai dengan salah tujuan 
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pelaksanaan kebijakan administrasi perpajakan untuk meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak. 

GambarS.3 
Rata-rata Kepatuhan WP per KPP 

Kanwil DJP Jakarta Pusat 
Periode 2003-2006 

Od 

Gambar5.4 
Rata-rata Kepatuhan WP per KPP 

Kanwil DJP Jakarta Pusat 

"'""''"" . .,~., ..... _,.., 

Sebagaimana terlihat pada Gambar 5.3 dan Gambar 5.4, Hampir 

secara keseluruhan tingat rata-rata kepatuhan Wajib Pajak di KPP 

Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah modemisasi mengalami penurunan 

hingga dibawah garis rata-rata tingkat kepatuhan sebelum modem, 
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yaitu 36,48%. Hanya bebernpa K.PP seteJah modemisasi mengalami 

peningkatan rata-rata kepatuhan Wajib Pajak meningkat dari 

sebelumnya, yaitu KPP Jakarta Gambir Dua,KPP Jakarta Gamhir Tiga 

dan KPP Jakarta Menteng Dua serta KPP Jakarta Kemayoran. 

Selain itu berdasarkan Gambar 5.4, terlihat bahwa penurunan rata-rata 

tingkat kepatuhan yang besar te.rjadi pada empat KPP, yaitu KPP 

Jakarta Tanah Ahang Satu, KPP Jakarta Menteng Satu dan KPP 

Jakarta Gambir Satu serta KPP Jakarta Sawah Besar. Penurunan rata· 

rata kepatuhan WP dapat disehabkan oleh dun faldor yaitu jumlah WP 

terdafuu" dengan jumlah WP yang melaporkan SPT-nya. Namun kedua 

faktor ini tidak dapat diungkapkan dalam penelitian ini. T eta pi yang 

dapat diungkap dalam penelitian adalah keempat KPP mempunyai eiri 

yang sama, yaitu keernpat KPP tersebut merupaka11 KPP yang 

mcngalami pemecahan wilayah ke.rja (lihat Tabel 3.2), sehingga 

penurunan kepatuhan WP pada keempet KPP tersebut disebabkan 

adanya masa proses transisi dalam penyesuaian terbadap sistem yang 

baru dan perpindahan WP akibat pemecahan wilayah ke.rja bagi para 

petugas/aparat pajak dan para Wajib Pajak KPP tersebut. 

Dengan demikian dapat disirnpulkan bahwa ada beberapa hal yang 

memungkinkan menyebabkan tingkat kepatuhan WP pada KPP 

Kanwil DJP Jakarta Pusat menurun setelah melaksanakan modernisasi 

administrasi perpajakan) yaitu diantaranya disebabkan kurangnya 

waktu yang cukup bagi WP dan para aparat pajak untuk menyesuaikan 

dan memahami perubahan struktur, sistem dan prosedur serta apHkasi 

yang ditawarkan da1am pelaksanaan Modernlsasi Administrasi 

Perpajakan di KPP tersehut. 

Selain jurnlah wajib pajak yang sangat besar dan kemudahan 

pcndaftaran Wajib Pajak dengan E-Regristration menyebabkan 

meningkat jumlah W,Yib Pajak, tetapi belum diirnbangi kepatuhan 

untuk mclaporkan kewajiban perpajakannya sehingga perlu sosialisasi 
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lebih intensif lagi kepada para Wajib Pajak mengenai 

kewajibanlkonsekuensi perpajakan yang harus mereka penuhl dan 

meningkatksn pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. 

3. Faktor Belanja pega-wai. 

Berdasru:kan hasil uji beda di atas adalah kebijakan administrasi 

perpajakan merniliki pengaruh signiftkan secara rata-rata terhadap 

rasio belanja pegawai. Artinya secara statistik ada perbedaan rata-rata 

rasio belanja pegawai terhadap total belanja sebelum dengan sesudah 

modemisasi. 

'lt. Gambar 5.5 
Rata~rata Ralio Bclanja Pegawai dgn total bclanja 

per KPP Kanwil DJP Jakarta Pusat 
Periode 2003-2000 

"'''""""rn 
-""'"""""""''" &m<K~<><-n 

Dari data statistik pada Tabel5.1. terlihat babwa rata-rata rasio belanja 

pegawai terhadap total belanja pada Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah 

modemisasi lebih besar sebelumnya, Hal ini juga terlihat pada 

Gambar 5.5, dimana terlihat bahwa hampir secant keseluruhan rata­

rata rasio belanja pegawai terhadap total belanja KPP di Kanwil DJP 

Jakarta pusat setelah modemisasi meningkat dari sebelumnya dan 

bemda diatas garis rata-rata rasio bclanja pegawai terhadap totai biaya 

sebelum modem, yaitu 52%. Berdasarkan gambar tersebut juga terlihat 
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bahwa hanya KPP Jakarta Sawah besar yang memiliki tingkat rnsio 

belanja pegawai terhadap to1al belllf\ia menurun dan beradn dibawah 

garis rata-rata belanja pegawai. 

Peningkatan rasio belanja pegawai pada KPP di Kanwil DJP Jakarta 

Pusat setelah modemisasi disebabkan adanya pemberian remunerasi 

lebih besar bagi para pegawai dari sebelumnya. Dengan demikian 

dapat disimpulkan pemberian remWlerasi, sebagai stimulus bagi para 

pegawai, sangat menyebabkan semakin tingginya to1al belanja. 

4~ Faktor Belaoia Barang. 

Berdasarkan hasil uji beda di alas adalah kebijakan administrasi 

perpajakan memiliki pengaruh terhadap pengeluaran belanja barang. 

Artinya secara statistik ada perbedaan rata-rata rasio pengeluaran 

belanja barang terhadap total belanja pada Kanwil DJP Jakarta Pusat 

sebelum dengan sesudah modernisasi. 

Gambar5.6 
Rata-rata Rasin Belaoja Barang dgn total belaoja 

per KPP Kaowil DJP Jakarta Pusat 
Periode 2003-2006 

Dari data statistik pada Tabel 5.1 terlihat bahwa rata-rata rasio belanja 

barang pada Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah modem lebih kecil dati 

sebelumnya. Jika dilihat dari Gambar 5.6, terlihat bahwa setelab 
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rnodemisasi lerjadi penurunan rasio biaya belanja KPP di Kanwil DJP 

Jakaria Pusat menurun dibandingkan sebelumnya. Penurunau tingkat 

rasio belanja bardllg setelah Modemisa.si hingga mendekati garis rata­

rata rasio belanja barang terhadap total belauja Kanwil DJP setelah 

modemisasi, yaitu 27,62%. 

Namun berdasarkan Gambar 5.6 tidak dapat diketahui secara pasti 

mengapa tezjadi penurunan rasio belanja barang. Namun bila dikaitkan 

dengan variabel rasio belanja pegawai, akan terlihat kaitannya. Jika 

dikaitkan antara Gambar 5.5 dcngan Gambar 5.6 maka akan terlihat 

bahwa kenaikkan rasio belanja pegawai dari sebelumnya, akan 

menyebabkan turunnya rasio belanja barang. Demikian pula 

sebaliknya. 

Deugau demikian dapat disimpuikan bahwa kebijakan Modernisasi 

Adrninistrasi perpajakan pada Kanwil DJP Jakaria Pusat memiliki 

pengaruh pasitip terhadap menurunkan belanja barang dibandingkan 

sebelumnya karena dampak kenaikkan belanja pagawai. Selain itu 

penurunan tingkat rasio belanja barang terhadap total biaya dapet 

disebabkan berkurangnya belanja barang tiap KPP karena pelaksanaan 

rnodemisasi. Perubahan sistem apHkasi yang mengandal teknologi, 

scperti E-SPl' dan E-Regristratioo, rnemungkinkan untuk mengurangi 

belanja barang, seperti biaya pencetakan SPT dan biaya sural menyurat 

serta biaya ATK yang merupakan bagian dari belanja barang. 

Ditarnbah lagi konsep Modcrnisasi tcrhadap struktur organisasi KPP, 

yaitu berdasarkan fungsi, dapat meningkatkan efisiensi biaya, Alasan 

tersebut digunakan karena sebelum modemisasi. satu Wajib Pajak 

dalarn satu KPP akan diawasi minimal dua atau lebih seksi terkait 

dalam satu KPP sehlngga timbul biaya yang sarna dari tiap seksi 

terhadap satu Wajib Pajak dalam mengawasi kewajibannya. 
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5.1.3. ADa lisa Regresi Dengan Metode Panel Data 

Setelah mengetahui beda rata-rata antara variabel, maka dilaknkan analisa 

dengan regresi linear. Hal ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dan 

hubungan antar variabel realisasi penerimaan (Real) dengan variabel kepetuhan 

Wajib Pajak (Patuh), biaya gaji (Bi_Pgw) dan belanja barang (Bi_Brg) serta 

dummy variabel untuk membedakan KPP yang telah melaksanakan 

modemisasi. Adapun model dalam penelitian adalah sebegai berikut : 

dimana: 
I 
T 
Real 
Patuh 
Bi_Pgw 
Bi_Brg 
Modem 

= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

indeks untuk KPP 
indeks nntuk waktu (2003 s.d 2006) 
Realisasi penerimaan pajak tiap KPP 
Perbandingan SPT yang dilapor dengan Jumlah WP 
Perbandingan Belanja Pegawai dengan Total Belanja 
Perbandingan Belanja Barang dengan Total Belanja 
Dummy Variabel, nilai l untuk KPP telab Modem dan 0 untuk 
KPP belum modem. 

Berdasarkan model tersebot dan data yang ada maka diketahui bahwa 

model penelitian adalah model data panel unbalanced. Dengan menggunakan 

perangkst lunak Eviews 5.1 dan dengan mengikuti prosedur pemiliban metode 

est:imasi data paneJ serta memenuhi asumsi Best Linear Unbiased Estimator 

(BLUE), diperoleh basil estimasi terhadap model sebagaimana terlihat pada 

Tabcl5.5. 

Berdasarkan basil uji Hausmant Test, diperoleb metode estimasi data 

panel digunakan adalah Fixed Effect. Dari hasil estimasi dengan Fixed Effect 

pada Tabel 5.5 menunjukkan hubungan dan pengaruh variabel realisasi 

penerimaan pajak (dependent Variabel) dengan van abel kepetuhan wajib pejak, 

belanja pegawai dan belanja berang serta modernisasi sebagai dummy variabel 

dari kebijakan administrasi perpajakan. Hasi) ini juga untuk menjawab hipotesa 

awal dari penelitian ini, yaitu : 
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Tabel5.5 
Hasil Estimasi Analisa Vertikal 

Variabd P"""""cr 

~. Si,gnifikan*** Sesual 

~' Signifikan**'" """" 
Oelanja B;rrang (Bi_BRG) B, Signifikan"** 

Modemt~i (Modem) B, Signifikrut••• 

SignifikanU"' 

Adju~1cd R-Sq1.1ared 
0.98598 

; ' 
• Diduga kepatuhan Wajib Pajak. tingkat biaya pengumpulan dan kebijakan 

reformasi admirristrasi memlliki pengaruh posltip terhadap realisasi 

penerimaan pajak. Dirumuskan sebagai berikut: 

H0 : Kepatuhan Wajib Pajak, tingkat biaya pengumpulan dan kebijakan 

reformasi administrasi tidal< memiliki pengaruh positip terbadap 

realisasi penerimaan pajak. 

H1 : Kepatuban Wajib Pajak, tingkat biaya pengumpulan dan kebijakan 

reformasi administrasi merniliki pengaruh positip terhadap realisasi 

pcnerimaan pa.jak. 

Dari basil estimasi tersebut dapat dianalisa sebagai berikut : 

1.2 Variabel Kepatuhan Waiib Pajak 

Kepatuhan Wajib Pajak secara statistlk mempunyai hubungan positip 

terbadap realisasi penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

koefisien sebesar 0,5708. Artinya kenaikkan jwnlah Wajib Pajak yang 

melaporkan SPT terhadap jwnlah Wajib Pajak lerdaftar sebesar 1% akan 

membcrikan konstribusi kenaikkan realisasi penerimaan pajak sebesar 

0,57%. Dengan demikian kebijakan pemerintah untuk melaksanakan 
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kebijakan administrasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kepatuhan Wajib pajak merupakan langkab yang tepa! untuk diambil. 

Namun demikian dalam pelaksanaannya rata-rata kepatuhan WP KPP 

Kanwil DJP Jakarta Pusat justru menurun dibandingkan sebeiumnya. 

Hal ini wajar terjadi karena adanya proses transisi dari suatu sistem 

yang barn. Dimana masyarakat/Wajib Pajak belum memabami secara 

baik perubahan sistem tersebut. Kondisi tersebut secara ekonomi dalam 

tahap proses pertumbuhan. Selain itu tujuan, pelaksanaan kebijakan 

admlnistrasi perpajakan bertujuan untuk mernperbaikl image pelayanan 

perpajakan yang kurang baik di lllilSyarakatiWajib Pajak. Oleh karena itu 

perlu proses yang cukup lama untuk memperbaiki image tersebut karena 

berdasarkan penelitian Tunjung (2004) dengan obyek KPP LTO 

menyatakan bahwa pelaksanaan modemisasi memberikan tingkat 

kepuasan yang cukup baik bagi ViP dari segi pelayanan, tetapi belum 

marnpu meningkatkan kepatuhan WP. Maksudnya disini adalah 

pelaksanaan modemisasi pada KPP LTO selama tahun 2002 sampai 

dengan 2004 belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya, 

dimana Wajib Pajak pada KPP LTO merupakan WP pilihan dan 

jumlahnya torbatas, yaitu hanya 200 WP. Dengan demikian wajar saja 

apabila kepatuhan Wajib Pajak di Kanwil DJP Jakarta Pusat belum dapat 

ditingkatkan karena KPP di Kanwil Jakarta Pusat memiliki WP lebih 

majemuk dan jumlahnya lebih ban yak daripada KPP L TO. 

Oleh karena itu diperlukan waktu lebih lama lagi untuk melihat lebih 

jauh pengarub kebijakan adminiatrasi perpajakan terhadap peningkatan 

rata-rata kepatuhan Wajib Pajak dengan berbagai upaya untuk 

memperbaiki tingkat kepatuhan Wajib Pajak terscbut Salah satu upaya 

yang dapat dilakukan oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat dengan 

mensosialisasikan sistem administrasi tersebut secara continue dan 

meningkatkan pengawasan kepada para wajib pajak. 
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2.2 Variabel Belanja Pegawai 

Rasio belanja pegawai terhadap total belanja secam statistik mempunyai 

hubungan positip terhadap realisasi penerimaan pajak. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 0,1556. Artinya kenaikkan 

belanja pegawai terhadap total belanja sebesar 1% akan memberikan 

konstribusi kenaikkan realisasi penerimaan pajak sebesar 0,15%. 

Dengan demikian kebijakan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan 

administrasi perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat dengan 

memberikan numerisasi yang 1ebih balk dari sebelumnya dapat di tolerir 

karena masih mampu meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Namun 

demikian peningkamn efisiensi belanja pegawai rerhadap total belanja 

barus diperbatikan agar tidal< melarnpui titik utilitas marjinal menurun 

(Dimishing Marginal Utiliy), yaitu suatu titik dimana penarnbahan 

belanja pegawai tidal< dapat memberikan konstribusi tambahan kenaikkan 

penerimaan. Jika melewati titik ini, panarnbahan belanja pegawai tidak 

lagi memberikan penambaban realisasi penerimaan tetapi memberikan 

konstribusi negatif pada realisasi penerimaan. Dalam penelitian ini tidak 

dapat menjelaskan di titik mana terjadi utilitas marjinal menurun karena 

faktor ini dipengarnhi oleh jumlah pegawai dan besaran gaji setiap 

go Iongan pegawai. 

Selain itu perlu diperhatikan efisiensi tingkat rasio perbandingan antara 

belanja pegawai terhadap realisasi penerimaan. Berdasarkan data statistik 

pada Tabel 5.1. terlihat bahwa rata-rata tingkat rasio belanja pegawai 

terhadap total belanja pada Kanwil DJP Jakarta Pusat hingga mencapai di 

atas 50%. Hal ioi menunjukkan bahwa pegeluaran belanja pegawai 

merupakan pengeluaran yang paling dominan di setiap KPP dibandingkan 

pengeluaran belanja lainya. Oleb karena itu efisiensi belanja pegawai 

terbadap realisasi penerimaan pajak harus diperhatikan. Denga:n 

rnembandingkan kenaikan rata-rata realiasi penerimaan pajak pada 

Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah modemisasi hanya sebesar 37,41% 
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(tahun 2005) dan 18,26% (tahun 2006} dengan kenaikklm rasio belanja 

pegawai lebih dari 50% dati sebclumnya. dengan demikian efisiensi rasio 

belanja pegawai terhadap penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jakarta 

Pusat setelah modernisasi semakin menurun. 

Oleh karena itu berdasarkan analisa tersebut:, untuk rneningkat efisiensi 

rasio belanja pegawai terhadap rea!isasi penerimaan pajak adalah dengan 

meningkatkan kinerja pegawai dalam mencapai realisasi penerimaan. 

Dengan adanya stimulus pemberian remunerasi yang lebih haik dari 

sebelumnya, seharusnya dapal meningkatkan kinerja pegawai yang diukur 

melalui peningkatan realisasi penerimaan pajak, yaitu bahwa persentase 

kenaikkan realisasi penerimaan pajak minimal sebanding dengan 

pcrsentase kenaikkan rasio belanja pegawai terhadap total belanja. 

3.2 Variabel Betania Barang 

Rasio belanja ba.rang terhadap total beJanja secara statistik: mernpunyai 

hubungan negatif terbadap realisasi penerimaan pajak. Hal ini 

ditunjukkan dengan nllai koe:fisien scbesar -0.1219. Artinya kenaikkan 

belanja barang terhadap total belanja sebesar I% akan mengak:ibatkan 

pen unman realisasi penerimaan pajak sebesar 0~ 12%. 

Hasil ini tidak sesuai dengan ekspetasi yang dibarupkan sebelumnya 

dalam penelitian ini. Dimana rasio bela!Ya barang terhadap total belaqja 

diharapkan memberikan konstribusi positlp terhadap realisasl penerimaan 

pajak. Namun dcmikian kondisi inl dapat dijelaskan. 

Kebijakan sistem administrasi perpajakan pada negara sedang 

berkembang sangat dibutubk:an ootuk memastikan tetjaminnya 

terkwnpulnya pendapatan negara dari pajak. Hal ini mencegah untuk 

teljadinya komplikasi yang timbul antara biaya adntinistrasi dengau 

permasalahan dalam pengamanan tingkat kepatuhan. Hat tersebut sama 

saja dengan kerugian yang sangat mungkin terjadi (potential loss). 

(Tenninassian, I997). Ada dua tujuan utama dari administrasi 

perpajakan, yaitu untuk: menerapkan peraturan pcrpajakan secar.a seragam 
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untuk mencapai penerima.an negara yang maksimal dengan biaya 

pengumpulan pajak (collection cost) yang minimal dan untuk mencapai 

tingkat kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dari Wajib Pajak. 

Dengan demikian berdasarkan pemyataan tersebut dapat dikatakan 

bahwa te.rjadi Potesial Loss. yaitu dimana rata-rata rasio belanja barang 

yang cenderung menurun pada Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah 

modernisasi tidak marnpu meningkatkan tingkat rata-rata kepatuhan 

Wajib Pajak sebelumnya. Dirnana tingkat kepatuhan WP memiliki 

pengatuh positip terhadap realisasi penerirnaan pajak. Belum 

meningkatnya kepatuhan WP pada Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah 

modemisasi karena kurangnya sosialisasi perubahan sistem administrasi 

tersebut sehingga perlu mensosialisasi yang lebih baik dan kontinyu agar 

perubahan sistem adrninlstrasi perpajakan dapat dipahami oleh WP dan 

WP dapat merasakan manfuat dari perubahan sistem tersebut sehingga 

WP secara sukarela mau melaporkan kewajiban petpajakannya. Namun 

sosialisasi yang secara koutinyu akan rnemberikan darnpak peningkatan 

belanja barang secara kontinyu pula dan hal ini memberikan darnpak 

semakin rendahnya tingkat rasio belanja barang terhadap realisasi 

penerimaan pajak. 

Oleb karena itu dapat disimpulkan dalam penelitian bahwa rasio 

belanja barang memberikan darnpak negatifterhadap realisasi penerimaan 

pajak disebabkan belanja barang yang dikeluarkan oleh tiap KPP pada 

Kanwil DJP Jakarta Pusat belum marnpu meningkatkan kepatuhan WP 

sehingga reaHsasi penerimaan pajak belum dapat menlngkat. Meskipun 

perubahan sistem adrninistrasl pc1p3jakan dengan berba"lis tekhnologi 

dapat menekan beberapa unsur biaya pada belanja harang, seperti biaya 

cetak SPT karena adanya e-SPT, akan tetapi unsur belanja berang lainnya 

meningkat, sepert.i biaya sosialisasi. 
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4.2 Variabel ~'lodernisasi 

Modemisasi merupakan dturuny variabel dari kebijakan administrasi 

perpajakan. Dari basil estimasi terlihat secara statistik mempunyai 

hubungan positip terhadap reallsasi penerimaan pajak. Hai ini 

ditul\iukkan dengan nilai koefisien sebesar 0,0527. Artinya pelaksanaan 

modernisasi pada KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat berdampak pada 

peningkatan realisasi penerimaan sebesar 0,05%. HasH ini sesual dengan 

ekspetasi yang diingink~ yaitu modemisasi memberikan pengaruh 

positip terhadap penerimaan pajak. 

Dengan dernikian, meskipun dari basil uji beda disimpulkan bahwa 

kebijakan administrasi perpajakan yang dilaksanakan pada KPP Kanwil 

DJP Jakarta Pusat tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan rata-rata 

realisasi penerimaan pajak dari sebelum.nya dan dari hasil t!ii beda tingkat 

kepatuhan WP terlihat bahwa pelaksanaan modemisasi belum rnampu 

meningkatkan kepatuhan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat dibandingkan 

sebclumnya, tetapi dari basil ini menunjukkan bahwa kebijakao tersebut 

memiliki pengaruh positip terhadap realisa.c;i penerimaan pajak. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan modernisasi 

yang dilaksanakan pada KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat masih dalam 

masa transisl. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata realisasi perterimaan 

pajak tidak berbeda dari sebclumnya karena tingkat kepatuhao WP tidak 

meningkal. Padahal salah tujuan dilaksanakan kebijakan ini adalah 

tingkat kepatuhan yang sernakin tinggi. Se)ain itu biaya sosialisasi~ 

sebagai salah satu unsur belanja barang. yang cukup besar dalam rangka 

memperkenalkan kebijakan ini kepada WP menunjukkan masa dari 

kebijakan ini. 
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5.2 Analisa Horinzontal Pelaksanaan Kebiiakan 

Sepertinya yang dikemukan sebelumnya, bahwa ada dua metode yang 

digunakan dalam analasis ini. Setelah menganalisa secara vertikal mengenai 

pelaksanaan kebijakan administrasi perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat, 

penelitian ini juga akan mengana.Hsa secara hori?.ontal atas pelaksanaan 

kebijakan tersebut pada Kanwil DJP Jakarta Pusat terbadap variabel-variabel 

dalam penelitian ini. tersebut. Analisa horizontal ini dilakukan untuk 

membandlngkan hasil analisa vertikal dari pelaksanaan kebijakan modemisasi 

pada Kanwil DJP Jakarta Pusat. 

Tujuan dalam analisa ini dilakakan bertujuan sama dengan tujuan analisa 

vertikal, yaitu untuk menjawab percinyaan dari permasalahan dalarn penelitian 

ini mengenai pengaruh pelaksanaan kebijakan modemisasi adm:inistrasi 

perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat terlrndap variabel-variabel dalam 

penelitian ini. Analisa horinzontal ini dilakukan dengan membandingkan KPP 

pada Kanwil DJP Jakarta Pusat, setelah melaksanakan kebijakan pemerintah di 

bidang perpajakan, dengan KPP di Kanwil DJP Jakarta laiiUJya yang belum 

melaksanakan. 

Cara dan metode yang dilakukan dalam analisa ini sama seperti yang 

dilakakan pada analisa vertikal, yaitu deskriptif data, uji beda secara statistik 

dan estimasi regresi linear data panel atas data variabel-variabel, yaitu realisasi 

penerimaan pajak, Kepatuban Wajib Pajak dan Biaya Pengumpulan Pajak (Tax 

Collecton Cost) sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan terscbut. 

Kemudian melakukan Uji Beda untuk melihat pengarub implikasi kebijakan 

terhadap variabel-variabel dalam penelitian serta melakukan regresi untuk 

mengetahui hubungan dan pengaruh antar variahel-variabel dalam penelitian 

irti. 

~' , 
' ' 
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5.2.1. Deskriptif Hata 

Sebelum melakukan uji beda akan disajikan deskriptif data statistik dari 

variabel-variabel yang digunakan dalam analisis sebagai lerdapat pada 

Lampiran Tabel.5.6~ Berdasarkan tabel tersebut dapat digambarkan, sebagai 

berikut: 

1. Faktor Penerimaan Paiak. 

Dilihat dari faktor ini ter1ihat bahwa total realisasl penerimaan pajak 

Kanwil DJP Jakarta secara keseluruhan mengalami peningkatan realisasi 

penerimaan pajak dibandingkan tahun sebelumnya, kecuaU realisasi 

panerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Pusat tabun 2005, sebagabmana 

terlibat pada Gambar 5.7. 

Gambar_5_7 
Total Penerimaan Pajak 

Kanwil DJP Jakarta Tabun 2004 -2006 
t""hun 

-~ .. lll!t:;,o.:.s 
0-.:ooc 

Demikian pula jika dilihat dari rata~ rata (Mean) realisasi penerimaan 

pajak dalam Gambar 5.8. Berdasarkan gambar tersebut terlihat babwa 

rata-rata penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jakarta Selatan meningkat 

setiap tabun, kecuali Kanwil DJP Jakarta Pusat pada tabun 2005. Dimana 

pada tatum tersebut merupakan awal pelaksanaan kebijakan reformast 

administrasi perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat. Dengan 

demikian penurunan realisasi penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jakarta 
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Pusat pada tahun 2005 disebabkan proses transisi perubahan dari sistern 

yang lama kepada sistcm yang baru. 

Gambar.5.8 
Rata-rata Penerimaan Pajak 

Kanwil DJP Jakarta Tahun 2004 -2006 

2. Faktor Kenatuhan Wajib Pajak 

l"'h"" . .,.,., .. 
m-~ 
[';! ?<Xl" 

Dengan mengasurnsikan tingkat kepatuban Wajib Pajak tahun 2004 

sebagai tahun dasar, maka berdasarkan faktor ini digambarkan bahwa 

secara rata-rata tingkat kepatuhan Kanwil DJP Jakarta Pusat tidak terlalu 

rendah dibandingkan Kanwil Jakarta laienya. Sebagairnana ditunjnkkan 

pada Gam bar 5.9. 

Berdasarkan Gambar 5.9. terlihat bahwa rata-rata tingkat kepatuban 

Wajib Pajak terendah berada pada Kanwil DJP Jakarta Selatan dan 

kepatuhan yang tertinggi berada pada Kanwil DJP Jakarta Barat. Tetapi 

jika dilihat secara keselunthan, berdasarkan garnbar diatas terlihat bahwa 

rata-rata tingkat kepatuban Wajib Pajak di kanwil Jakarta cenderung 

menurun pada tahun 2005 dan 2006 dibandingkan tahun sebelumnya. 

Hmya Kanwil DJP Jakarta Pusat memilik.i tingkat rnta-rata kepatuhl!l1 

meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. 
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Gambar5.9 
Rata-rata Kepatuhan Wajib Pajak 
Kanwil Jakarta Tahun 2004 -2006 

K;onwll 

<:.hun 

-:;:<>0-1 
11=!:>005 
El:>OOD 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan modemisasi 

pada Kanwil DJP Jakarta Pusat mampu menjaga kestabilan tingkat 

kepatuhan WP. Terjadi penurunan kepatuhan pada tahun 2005 pada 

Kanwil tersebut disebabkan proses masa transisi dalam perubahan sistem 

pada saat itu. 

3. Faktor Belanja Pegawai 

Berdasarkan faktor ini terlihat bahwa rata-rata tingk:at pengeluaran 

belanja pegawai terhadap total belanja pada Kanwil seluruh Jakarta pada 

tahun 2004 - 2006 cukup tinggi, yaitu di atas 50% dari total belanja. 

Berdasarkan Gambar 5.10. terlihat bahwa rata-rata kenaikan tingkat 

rasio belanja pegawai terhadap total belanja pada Kanwil DJP Jakarta 

Pusat tahun 2005 sangat besar dibandingkan sebelumnya. Hal ini 

disebabkan ada pemberian remunerasi lebih besar pada pegawai di 

Kanwil tersebut akibat dari pelaksanaan kebijakan modernisasi. Namun 

secara seluruhan, berdasarkan Gambar 5.10, terlihat bahwa belanja 

merupakan pengeluaran yang lebih dominan daripada belanja yang 

lainnya di Kanwil DJP Jakarta. Hal ini terlihat rasio belanja pegawai 

berada diatas 50% dari total belanja. 
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GambarS.IO 
Rata-rata 

Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Biaya 
Kanwil DJP Jakarta Tahun 2004 -2006 

4. Faktor Belanja Barang 
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CJ""""'"' 

Berdasarkan dari faktor ini terlihat bah....va rata-rata rasio belanja barang 

terhadap total belanja pada Kanwil DJP Jakarta seluruhnya mengalami 

penurunan, sehagaimana pada Gam bar 5.1 1. Berdasarkan gambar 

tersebut juga terlihat penurunan rasio bdanja terbesar tetjadi bukan pada 

Kanwil DJP Jakarta Pusat, tetapi pada Kanwil DJP Jakarta Timur, yaitu 

sebesar !0% dari sebelumnya (2005) dan Kanwil DJP Jakarta Selatan, 

yaitu sebesar 9% dari sebelumnya (2006). 

Namun dalam peneJitian ini tidak dapat mengllllgkapkan variabel 

belanja mana saja yang berkurang pada tiap Kanwil DJP Jakarta sehingga 

terdapat penurunan rasio belanja terse but. 

5.2.2. Uji Beda Data Secara Statistik 

Sctclah mengetahui deskriptif variabel data, langkah se1anjutnya, seperti 

langkah sebelum, adalah melakukan uji beda terhadap variabel-variabel 

tcrsebut. Uji ini bertujuan wttuk melihat apakah terdapat persamaan antara nilai 

rata~rata variabel bebas suatu keiompok dengan nilai rata-rata variabel bebas 

kelornpok lainnya. Da1am hal ini dilakukan perbandingan variabel bebas antara 
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Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang dikelompokkan berdasarkan sistem 

adminlstrasi perpajakan sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

Gambar5.ll 
Rata -rata Rasio Belanja Barang terhadap Total Biaya 

Kanwil Jakarta tabun 21104-2006 

K;l).nWII 

Prosedur pertarna adalah melakukan mengidentifikasi apakah data sarnpel 

tergolong da!a yang berdistribusi nonnal atau tidak dengan menggunakan uji 

Kolmogorov Sminov. Data dikategorikan sebagai data berdistribusl normal bila 

p<a 10%. Hasil pengujian Kolmogorov Sminov sebagai berikut : 

Tabel.5.7 
Basil Pengujian Kolmogorov Sminov 

Test statiSfi(:SS 

"'"' natuh Bi naw Bf bm 
Most B:lr£me Difrerences Absolute .254 .320 AOB .425 

Pos!ffv:e .053 .042 AOB .0&~ 
Negative -.254 -.320 -.042 -.'125 
Kolmogor()y-Smimov z 1.074 1.353 1.723 Ll9S 
Asymp. Stg. (2-laBed) .199 .051 .005 003 

a. GrouplngVariab!tt modem 

Dari hasil pengajian pada Tabel 5.7 diperoleh b.,il bahwa daJa variabel 

realisasl penerirnaan (Rea1) memiliki distribusi normal sehlngga uji beda atas 

variabel ini akan mengganakan uji Independent Sample T Test. Se<langkan 

variabel rasio belanjapegawai (Bi_pgw) dan rasio belanja berang (Bi_brg) serta 

• 
i: 
' I 

I. 

Analisa Pelaksanaan..., Aries Indra Kurniawan, FEB UI, 2009



I 
• 

93 

kepatuhan WP (patuh) tidak memiliki distribusi normal sehingga uji beda atas 

variabel tersebut menggunakan uji Mann~ Whitney U test. 

Setelah mengetahui distribusi nonnal data-data dan metode yang 

digunakan dalam uji beda tersebut, maka dilakukan uji beda tersebut dengan 

basil sebagai berikut : 

,. Ell'"""" -

Tabel.5.8 
Hasil Uji beda dengan Mann-Wbitney U 

Test statistics• 

oaiUh Bi_pgw 81 bra 
Mann· Whitney U 815.000 641.000 583.000 
Wilcoxonw 1068.000 5201.000 836.000 
z -1.604 -2.818 -3.223 
ASYf11p. Sig. (2-tailed) .109 .005 .001 

. 
a. Oroupmg Vanab!e. modem 

TabeiS.9 
Hasil Uji Beda Dengan Independent Sample T-Tesl 

lfffliE~ieslb~rt - !2sl;rE®iiiJ~io• 

I Sllit-ii!>.O!re 
lil'a1r<! 

Sit 
I w .. ~: Wll lloo!l f I I i>ollllll<l llll<m 

llll 111 l.~J l1S l -~ l+ t.J;;Ifll i 1.1111~11: >.!5liiiO , <;;cJ~tt 

~mmsnct l 
1!illf11 i tW~EIB I ll!11i!lllijr,Jf11 lrt~ ~Ulf I .00 -

Setelah memperoleh basil uji beda da.ri variabei realisasi pcnerimaa.n~ 

kepatuhan Wajib P'\iak, belanja pegawai dan belanja barang. Berdasarkan hasil 

uji beda pada Tabel 5.8 dun Tabel 5.9 digunakan untuk menjawab hipotesa 

penelitian ini. yaitu : 

• Diduga dengan pelaksanaan kebijakan reformasi administrasi pcrpajakan 

pada Kanwil DJP Jakarta Pusat memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap pencapalan peningkatan realisasi penerimaan pajak. Kcpatuhan 

Wajib Pajak dan biaya pengumpulan pajak (Cost Collection Tax) 
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daripada Kanwillainnya yang belum melaksanakan. Dirumuskan sebagai 

berikut : 

Ho : Kebijakan reformasi administrasi perpajakan tidak memiliki 

pengaruh secara signifikan terbadap faklor-faktor lersebul. 

H1 : Kebijakan reformasi administrasi perpajakan merniliki pengarub 

secant signifikan terhadap faktor-faktor tersebut. 

Dari basil statistik tersebut terliliat bahwa signifikasi variabel rasio 

belanja pegawai (Bi_Pgw) dan rnsio belanja barang (Bi_ Brg) serta kepatuban 

WP (Patuh) !ebih kecil dari tingkat kepercayaan a 10%. Hal ini berarti secara 

statistik menoJak Ho dan menerima Ht. yaitu kebijakan administrasi perpajak:an 

memiliki pengarub terhadap faktor-fakor tersebut. Sedangkan untuk realisasi 

penerimaan (Real) memi!iki signikasi lebih besar dari tingkat kepercayaan u 

10%. Dengan demikian menerima Ho, yaitu kebijakan administrasi perpajakan 

tidak memiliki pengarub terhadap memiliki pengarub terhadap faktor tersebut. 

Dari basil uji hada ini dapal disimpulkan, sebagai berikut: 

1. Faktor Realisasi Penerimaan Pajak 

Pelaksanaan kebijakan administrasi perpajakan pada KPP di Kanwil 

DJP Jakarta Pusat tidak memberikan pengarub yang eukup signifikan 

terhadap pencapaian realisasi penerirnaan pajak. Hal dapat dilihat pada 

Tabel 5.6. bahwa rata-raill. realisasi penerimaan pajak pada Kanwil 

DJP Jakarta Pusat setelah modernisasi tidak lebib besar daripada rata· 

rata realisasi penerimaan pajak Kanwil Jakarta lainnya. Selain itu Rata­

rata realisasi penerirnaan pajak Kanwil DJP Jabuta Pusat mengalanri 

penuruoan pada tahun 2005. Dimana pada tal1un tersebut merupakan 

awal pe!aksanaan modernisasi, 

Dengan demikian terdapat pelaksanaan belum sepenubnya 

terlaksana dengan baik. Dimana rata-rata realisasi penerimaannya 

masih rendah dibandingkan Kanwil DJP Jakarta lainnya. Hal ini 

disebabkan masa transisi akibat perubahan sistem yang dilaksanakan 
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sehingga dibutuhkan \vaktu lagi untuk melihat pengaruh modemisasi 

terhadap rcalisasi penerimaan. 

2. Faktor Kepatuban Wajib Pajak. 

Berdasarkan hasii uji beda secara statistik terlihat bahwa ada 

perbedaan secara rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak KPP modem 

dengan KPP belum modern. Dimana rata-rata tingkat kepatuhan KPP 

modem iebih cenderung stabil dibandingkan KPP bel urn modem yang 

cendenmg menurun. sebagaimana terliliat pada Gambar 5.9, 

Dengan demikian pelaksanaan kebijakan modemisasi pada Kanwil 

DJP Jakarta Pusat dapat menstabilkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

dibandingkan Kanwl! DJP Jakarta lainnya yang belum melaksanakan. 

3. Faktor Belanja pegaw:ai. 

Berdasarkan basil uji beda secara statistik terlihat bahwa ada 

perbedaan secara rata-rata tingkat rasio belanja pegawai terbadap total 

belanja antara KPP telah modernisasi dengan KPP belum modernisa.si. 

T e!jadinya perbedaan secara rdta-rata an tara msio belanja pegawai 

terhadap total belanja pada Kanwil DJP Jakarta Pusat yang telah di 

modemisasi dengan Kan\vil Jakarta lainnya yang belum dirnodernisasi 

karena adanya remunerasi yang lebih besar 

Rasio pengcluaran bclanja pegawai pada setiap Kanwil Jakarta 

sebelum modemisasi dapat mencapai lebih dari 50% dari total belanja 

yang ada. Namun ketika terjadi pclaksanaan modernJsasi, rasio ini 

meningkat menjadi lebih besar lagi, yaitu 5~10% setiap tahunnya 

dibandingkan Kanwil Jakarta lainnya. 

4. Faktor Belanja Barang.. 

Berdasarkan hasil uji beda secara statistik terlihat bahwa ada 

perbedaan secara rata-rata tingkat rasio beJanja barang terhadap total 

belanja. Berdasarkan Tabe! 5.6. ter!ibat hahwa tingkat rasio belanja 

harang terhadap total belanja pada Kanwil DJP Jakarta cenderung 
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menurun lebih kecil dari tahun sebelumnya. Dengan asumst rns10 

belanja barang terhadap total belanja pada tahun 2004 sebegai dasar. 

Namun demikian dapat dijelaskan bahwa perubahan bentuk 

administrasi perpajakan dengan mengandalkan kemaj uan tekhnologi 

dapat meningkatkan efisiensi belanja barang dibandingkan belanja 

lainnya. 

5.2.3. Analisa Regrcsi Dengan Metode Panel Data 

Seperti halnya pada analisa secara vertikal. setelah mengetahui beda rata­

rata antara variabel~ maka dilakukan analisa dengan regresi linear. Hal ini 

digunakan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antara rcalisasi 

penerimaan (Real) dengan variabel kepatuhan Wajib P'\iak (Patuh), biaya gaji 

(Bi_pgw) dan belanja barang (Bi_Brg) serta dummy variabel untuk 

membedakan KPP yang telah melaksanakan modemisasi. 

Dengan model yang sama seperti diatas dan mengikuti prosedur 

pemilihan metode estimasi data panel serta memenuhi asumsi Best Linear 

Unbiased Estimator (BLUE), diperoleh hasil estimasi terhadap model 

sebagaimana terlihat pada Tabel5.10. 

Berdasarkan basil uji Hausmant Test~ diperoleh metode estimasi data 

panel digunakan adalah Random Effect. Dari basil estimasi dengan Random 

Effect pada Tabel 5.10 menunjukkan hubungan dan pengaruh varlabel rcalisasi 

penerima.an pajak (dependent Variabel) dengan variabel kepatuhan wajib p~ak, 

belanja pegawai dan belanja barang serta modernisasi scbagai dummy variabel 

dari kebijakan administrasi perpajakan. Hasil ini juga untuk menjawab llipotesa 

awal dari pcnelitian ini, yaitu : 
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Tabel5.10 
Hasil Estimasi Data Panel 

Variabel Parameter Koefe:sicn PmbabHitas 
; I 

c fl., 
0.0000 

Signiiikan*"* 

Wajib Pajllk 
~. Signi!ikart•• Sesuai 

BcJanja Pcga\\1li {Bi _ PGW) II. Signifikan*** sesuai 

Befanja Barnng (Bi_BRG) B, -0.2447 0.0000 
Sfgnffikan•n Tidal!: 

Sesuai 

Modcmisasi (Modern} u, -0.3395 0.1978 Tldak Signlfikan 

F·slatistio 3.4615 0.0120 

R-Squated 
0.159433 

Adju.9ed R-Squared 

i i pada 

Usiguifikanpadatamfu= 10"'1.! 

1. Variabel Kepaluhan Wajib Pajak 

Kepatuhan Wajib Pajak secara statistik mempunyai hubungan positip 

terhadap realisasi penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

koefisien sebesar 1.0984. Artinya kenaikkan kepatuhan Wajib Pajak 

sebesar 1% akan memberikan konstribusi kenaikkan real:isasi penerirnaan 

pajak sebesar 1 .09% . 

. Dengan demikian seperti halnya dengan analisa secara vertikal, 

bahwa kebijakan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan administrasi 

perpajakan yang bertujuan untuk meningkalkan kepatuhan Wajib Pajak 

merupakan langkah yang tepat untuk diarnbiL Berdasarkan data statistik 

terlihat bahwa KPP telah melaksanakan modemisasi memiliki tingkat 

rata-rata kepatuhan lebih tinggi dari KPP yang belum melaksanakan. 

Selain itu pelaksanaan modemisasi dapat menstabilkan tingkat kepatuhan 

pada saat tersebut .. Oteh karena itu kebijakan administrasi perpajakan 

dapat dilanjutkan kepada Kanwil-Kanwil Jakarta lainnya. 
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Selain itu kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini adalah rasio 

antara jumlah WP yang memenuhi kewajibannya untuk melaporkan SPT 

dibandingan jwnlah Wajib Pajak efektif. Berarti untuk meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak dengan cara penarnbahan jumlah WP yang 

melaporkan SPT lebih besar daripada jumlah WP yang bertambah. Oleh 

karena lebih meningkatkan rnutu pelayanan bagi Wajib Pajak horus 

dilaksanakan sehingga keinginanlkemauan dari Wajib Pajak untuk 

melaporkan pajaknya semakin lebih meningkat 

2. Variabel Belanja Pegawai 

Raslo belanja pegawai secara statistik mempunyai hubungan positip 

terbadap realisasi penerimaan pajak. Hal Jni ditunjukkan dengan nilai 

koefisien sebesar 0,3018. Artinya kenaikkan belanja pegawai sebesar l% 

akan mernberik:an konstribusi kenaik:kan reaHsasi penerimaan pajak 

sebesar 0,3%. 

Dengan demildan, seperti yang dijelaskan da1am analisa secara vertikai 

bahwa kebijakan administrasi perpajakan dengan memberikan numerisasi 

yang lebih baik masih dapat dilakukan. Namun dernikian tetap harus 

diperhatikan adalab e:fisiensi rasio beianja pegawai dengan penerimaan 

pajak. Berdasarkan data statistik terlihat rnsio belanja pegawai terhadap 

total belanja pada Kanwil Jakarta cukup besar, yaitu lebih 50%. Terlebih 

lagi setelah modemisasi pengeluaran belanja pegawai scmakin besar 

dibandingkan Kanwil Jakarta lainnya. 

3. VariabeJ Bdanja Barang 

Rasio belanja barang secara statistik mempunyai hubungan negatif 

terhadap realisasi penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan ni!ai 

koefisien sebesar -0.2447. Artinya kenaikkan bdanja pcgawai sebesar 1% 

akan mengakibatkan penurnnan realisasi penerimaan pajak sebesar 

0,24%. Hasii ini tidak sesuai dengan ekspetasi dari penelitian ini. 

Hubungan koefeslen negatif belanja barang dapa1 dijelaskan pula dart 

berdasarkan penelitian dilakukan oleh Shanty lrawaty pada tahun 2007. 
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Obyek penelitian yang dilakukannya adalah seluruh KPP di Indonesia 

periode tahun 2006. Penelitian ini bertujuan melihat efisiensi biaya 

pelaksanaan refonnasi administrasi pajak dengan menggunakan metode 

analistik Stochastic Frontier dan Cost-to-Yield ratio. Dari penelitian yang 

dilakukan diperoleh basil, yaitu Secara keseluruhan KPP di Indonesia 

memlliki efisiensi yang tinggi. Tetapi secara rata"rata KPP yang memiliki 

tingkat efisiensi cukup tinggi dipengaruhi reformasi administtasi 

perpajakan jika dilihat metode Cost-to-Yield ratio. Namun jika dilihat 

dari metode Stochastic Frontier disimpulkan tidak ads perbedaan antara 

KPP modern dengan tidak modem dalam pengelolaan biaya. 

Pendapat tersebut sesuai dengan penelltian ini, yaltu dari hasil uji beda 

yang dilakukan,yaitu secara rata-rata ada perbedaan belanja barang pada 

KPP yang telah modem dengan KPP yang belum modem. Dimana rasio 

belanja barang terhadap total belanja pada Kanwil DJP Jakarta Pusat lebih 

rendah dibandingkan dengan Kanwil Jakarta lainnya. Sehingga hal ini 

akan meningkatkan efisiensi atas tingkat belanja berang terhadap 

penerimaan pajak. 

Belanja Barang pada KPP modem lebih rendah dari KPP yang belum 

modem, mungkin disebabkan oleh penggunaan komputerisasi yang 

merupakan salah satu keunggulan da!arn modernisasi administmsi 

perpajakan dan perampingan struktur organisasi pada tingkat KPP dapat 

menekan biaya-biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. 

4. Variabel Modernisasi 

Modemisasi merupakan dummy variabel dari kebijakan administrasi 

perpajakan. Dari hasil estimasi terlihat secara statistik mempunyai 

hubungan negatif terhadap reaHsasi penerimaan pajak. Hal ini 

ditunjukl<an dengan nilai koefisien sebesar 0.3395. Artinya perubahan 

bentuk KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat mel!iadi modernisasi justru akan 

mengakibatkan penurunan realisasi penerimaan 0.34%, Hasil ini tidak 

signifikan dan tidak sesuai dengan ekspetasi yang diinginkan. 
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Harapan dari variabel ini adalah modemisasi memberikan dampak 

positip terhadap realisasi penerimaan pajak KPP di Jakarta sehingga 

kebijakan pemerintah untuk melaksanakan modernisasi terhadap KPP di 

Jakarta khususnya di Kanwil DJP Jakarta Pusat boleh dikatakan berhasil. 

Dengan hasH dari estimasi data yang ada dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa kebijakan modemlsasi pada KPP di Kanwil DJP 

Jakarta Pusat bel urn menunjukkan basil yang diharapkan. 

Namun hal tersebut diatas kemungkinan dapat teijadi~ karena da1am 

proses perubahan suatu kebijakan akan mengalami suatu masa transisL 

Dimana masyarakat/Wajib Pajak belum memabami seeara baik 

perubahan sistem tersebut. Kondisi tersebut secara ekonomi dalam tahap 

proses pertumbuhan. Hal ini juga dapat ditunjukkan dengan pengaruh 

negatif dari belanja barang. Seperti diuraikan diatas bahwa biaya 

operasional untuk sosialisasi yang dikcluarkan cukup besar tetapi hasil 

yang diharapkan belum sesuai dengan bampan yang diingiakan. 

5.3. Pembahasan Pelaksanaan Kebijakan Secara Keseluruban 

DaJam sub bah ini akan menjelaskan kaitan hastl anaiisa vertikal dan 

anallsa horinzontal dari pelaksanaan kebijakan reforrnasi administras:i modem 

pada KPP di Kanwii DJP Jakarta Pusat secara keseluruhan dari tiap variabel 

dalam penelitian ini. Hasil tersebul Ielah diringkas dalarn Tabel S.ll. 

Penjelasan dari tabe! tersebut sebagai berikut : 

l. Faktor Realisasi Peuerimaan Pajak. 

Berdasarkan fak!or ini, dari analisa vertikal dan horizontal yang Ielah 

diJakukan terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak sangat dipengarubi 

oleh faktor kepatuhan Wajib Pajak dan Belanja pegawai dilakukan tiap 

KPP, baik yang telah modemisasi maupun yang belurn modemisasi. 

Realisasj penerimaan pajak pada KPP modem, yaitu KanwH DJP Jakarta 

Pusat, secara total meningkat dari sebelurnnya dan lebih besar 

dibandingkan dengan Kanwil DJP Jakarta lainnya. Jika dikaitkan dengan 
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faktor-faktor yang mempengaruhi prnerimaan pajak, dapal disimpulkan 

bahwa kenaikkan prnerirnaan pajak pada Kanwil Jakarta Pusat lebih 

diprngaruhl oleh kenaikkan belanja prgawai. Hal ini dapat ditunjukkan 

dari hasil uji bcda dari kedua anaHsa dan data statistik, dimana secara 

rata-rata belanja pegawai Kanwil DJP Jakarta Pusat lebih besar 

dibandingkan sehelumnya. 

Tabel5.11 
HasiJ rinek;asan analisa verlikal dan horizontal 

Analtsa Vertikal Analisa Korizontal 
Uraian 

Seheltrn Modertdsasi Setelah Modernisas7 Selum Mode-mimi Telah Modemisasi 
1 llellripsi llall •. 

1 

l 

1 Reali!iasi Penerimaan Pajak flata.rato tebih rendah Rata·raia \ebih !inggi ~ta-rata lebth tinggi Rata-rata\ebth rendah 
2 Ktpatubm wajib Pajak Rata-rata lehih ting&i, Ra!a-rata leblh rendah, Rata-rata lebih tinggi, Rata-;ata !ebih rendah, 

r.emlerung menurun ada peningkala:~ cenderungmenuru:. leblhstabil 
3 Raslolielanja Pegawai Ran-rata lebihrendah aata.rata !ebih tingt RJta.rala lebih rendab Rata-rata feb: II tlnggi 

A. Rasi.o Be\~a ~ Rata:ra~ lebi~ .~~ Rata-r<!la Jebih rendah R_at_a-rataiehl~ ;ingg~ , Rata-rata lebih ren!l'ah 
Uji Bed<. n , 0 

1 Realisasl P~nerimaanPajak ~cara_ rata-ratatidak~ ~erbedaan etcno rata-rata li~ak ada perbedaan 
l Kepatuhan Wajib Pajak SeG!ra raLH!Ma ada perbeda:n Secara f<lta-.rata tidak ada perbedm 
3 RasioBe!anja Pe_gawal Sec.;ra rata-rata ada perbedaan Sear.! rata-rata ada perbedaao 
4 Ras:io Be!V!ja Barnng Secara cata-Ma ada ~erbedaan Serara rata-rata ada ~~e_daan .. 
H~~p·~--

., ".- ·-·--·- - ' : ': 

M!tode fixed ~ffect Randcm Effett 
1 Kepatuhill'l Wajib Pajak Positip; O.SJm; s!gnifikan;smzl Positip; 1,_0084; signifi~_an;sesuai 
2 RaMBelanjaPegawJi Pru:itip; 0,1556; siwVflkatl;muai P~llp; 0,3018; sign!fikan;sesuai 
3 RasioBelanjaSar.mg Nl')gatif; -O,U19; signifikan; tidaksesuai Negatlf; -0,2447; slgn!fl~an; tidak semi 
4 Modem~sas": Posillp;{},OS27; signifikan; sesuai Negatlf; 4.l,l395; tidaksig,1ifibn; tidak sesuai 

2. Faktor Kepatuban Wajib Pajak. 

Berdasarkan hasH estimasi analisa vertikal dun horizontal, terlihat bahwa 

faktor ini mempunyai prngaruh positip yang cukup besar terhadap 

realisasi penerimaan daripada variabel lainnya dalam penelitian ini. 

Dengan dernikian pelaksanaan kebijakan refonnasi administrasi modern 

dengan tujuan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah sangat tepat 

Akan tetapi dari analisa secara vertikal. terlihat bahwa rata-rata kepatuhan 

KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat belurn ditingkatkan dari sebelumnya 
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karena dari hasil uji beda secaru rata-rata tidak ada perbedaan dari 

sebelurnnya. Hal ini sangat dipengaruhi adanya pernecahan wilayah kelja 

KPP yang dilakukan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat, sebagnimana terlihat 

pada Gambar 5.3 dan Gambar 5.4. Dari gambar tersebut terlihat bahwa 

tingkat kepatuhan WP lurun hingga dibawah garis rata-rata kepatuhan 

WP sebelum modem pada hamplr semua KPP. Tetjadi peningkatan 

tingkat kepatuhan WP. Narnun jika dilihat secara horizontal, rata-rata 

tingkat kepatuhan KPP modem lebih baik daripada KPP yang 

melaksanakan. Hal ini dapat dilihat dalam Gambar 5.6., dimana tingkat 

kepatuhan KPP Modern lebih stabil dibandingkan KPP yang belum 

modem. 

Dengan demikian jangka waktu dua tuhun pelaksanaan modernisasi terasa 

belurn cuknp untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada KPP yag 

mengala.mi pemecahan wilayah kerja. Akan tetapi secara keseluruhan 

pelaksanaan modentisasi marnpu menjaga kestabilan tingkat kepetuhan 

sehinggn perlu waktu lebih panjang untuk dapat melihat betul-betul 

pengaruh modemisasi tersebut 

3. Faktor Belanja Pegawai. 

Berdasarkan basil estimasi analisa vertikal dan horizontal, terJihat bahwa 

faktor ini merniliki pengaruh positip terhadap penerimaan pajak. 

Berdasarkan data statistik dari kedua analisa, terlibat bahwa pengeluaran 

belanja pegawai pada KPP yang telah modentisasi lebih besar daripada 

sebelum dan KPP lainnya yang belum modernisasi. Besar pengeluaran 

KPP modernisasi disebabkan bertambahnya jumlah KPP sehingga jumlah 

pegawai juga bertnmbah dan ditambah adanya pemberian remunerasi 

yang Jebih besar terhadap pegnwai. Dengan demikian pengeluaran yang 

cukup besar iol dapat mempengarubi realisasi penerimaan pajak. 

Hal ini dapat teijadl karena belanja pegawai merupakan obyek 

penerimaan pajak, yaitu PPh pasal 21. Dengan demikian semakin be.sar 

belanja pegawai KPP, semakin meningkatkan realisasi penerimaan pajak 
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Akan tetapi harus diperhatikan bahwa pengeluaran belanja yang besar 

akan menyebabkan tingkat rasio belanja pegawai terhadap penerimaan 

pajak semakin buruk dan effect marginal utility semakin menurun, yaitu 

ketika persentase pertambahan belanja lebih besar dibandingkan 

persentase pertambahan realisasi penerimaannya. 

4. Faktor Behmja. Barang. 

Berdasarkan basil estimasi analisa vertikal dan horizontal, terlihat bahwa 

faktor ini memiliki pengaruh negatif terhadap realiasi penerirnaan pajak. 

Dari basil uji beda yang dilakukan dalarn kedua analisa terlihat bahwa 

ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata belanja barang yang 

dilakukan KPP modem dengan KPP yang belum modern. Dimana secara 

rata-rata, bclanja KPP modem lebih kecil dari pada KPP belum modem. 

Dengan demikian kebijakan administrasi perpajakan meningkatkan 

efisiensi belanja barang. Perubahan sistcm administrasi perpajakan lebih 

modem dan menggunakan berbasis teknologi~ seperti e-SPT dan e­

Regristration, dapat menekan pengeluaran belanja barang, seperti biaya 

cetak SPT. 

Namun hasH estimasi variabel ini tidak sesuai dengan ekspetasi dari 

penelitian ini. Hal ini berarti tetjadi Potensial Loss, yaltu raslo belanja 

barang yang dibelanjakan tidak marnpu meningkatkan tingkat kepatuhan 

WP. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan Gambar 5.2 dengan 

Gambar 5.4. Dari kedua garnbar terlihat bahwa hampir scmua KPP yang 

KPP yang mengalami pemecahan 'vilayah terjadi penurunan rasio belanja 

barang dari sebelumnya, tetapi dampnknya lerjadi penuronan tingkat 

kepatuhan WP. Berbeda dengan KPP yang tidak mengalarni pemecahan 

wilayah keija tcljad( penunman rasio belanja barang dari sebelumnya 

tetapi tingkat kepatuhannya meningkat Hal ini berarti efisiensl belanja 

barang pada pada KPP yang mengalami pernccahan wilayah kerja lebih 

disebabkan berkurangnyajumlah WP, seperti biaya surat menyurat. 
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Sebaliknya pada KPP yang baru terbentnk akibat modernisasi, berrlampak 

pada tingginya rasio belanja, yaitu diatas rata-rata rasio belanja barang, 

tetapi tingkat kepatuban WP masih rendab, yaitu dibawab rata-rata tingkat 

kepatuhan WP sebelum modernisasi. Dengan dernikian disinilab terjadi 

Potensial Lass, yaitu dimana beJanja barang pada KPP yang barn 

tcrbentuk lebih besar daripada tingkat kepatuhannya. 

5. Faktor Modernisasi. 

Berdasarkan basil estimasi kedua anaHsa, yaitu vertikal dan horizontaJ~ 

ada perbedaan basil, baik koefesien dan signifikasi. Variabel ini 

digunakan untuk mernisabkan antara KPP yang telab modernisasi dengan 

yang belum modernisasi. Berdasarkan basil tersebut maka penelitian 

mengambil hasil dari analisa secara vertikal karena dillhat dari koefesien 

dan signifikasi sesuai dengan ekspetasi dari penelitian ini. Berdasarkan 

analisa tersebut disimpulkan babwa meskipun pelaksanaan kebijakan 

administrasi perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat memberikan 

pengaruh positip terhadap realisasi penerimaan. tetapi kenaikk:an tersebut 

belurn marnpu memberikan meningkatkan secara rata-rata realisasJ 

penerimaan KPP secara keseluruhan. Hal ini menggambarkan bahwa 

pelaksanaan kebijakan administrasi perpajakan di Kanwil Jakarta Pusat 

secara ekonomi masih pada masa transisi. Untuk mencapai fase lebih 

tinggi lagi yaitu pertumbuhan dibutubkan sosialisasi yang lebih balk 

terhadap kebijakan ini kepada para Wajib Pajak dan para aparat p~jak. 

Dengan dernikian diharapkan kepatuban Wajib Pajak dapat meningkat 

dan kinerja para aparat pajak juga meningkat sehingga realisasi 

penerimaan dapat ikut meningkat. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

No. 

Pada bagian akhir penelitian ini~ Penulis akan memherikan kesimpulan atas 

pembahasan yang dilakukan untuk menjawab pennasalahan dari penelitian ini. 

Berdasarkan hasil empiris dan analisis yang telah di!akukan diambil beberapa 

kesimpulan, yaitu sebagai berikut : 

Tabel6.1 
Hasil rine:kasan ana lisa vertikal dan horizontal 

Uraian 
Anafrsa Vertlkal A.nal!sa iklrf.rontal 

Sebe\am.t/lldemisasi Setelab Mademisasi Belum Modemisas\ Ttlah Mldemisasl 

1 o.!iaipsi llatJ . . . 
_ l [Reali~ Penerimaan Pajak 
2 Kep.atuhanWajiDP<!ja~ 

Raf.?:rata !ebi~tendah /Rata-rata lebili t:nggt_ Rat~rrata tehih tlnggi Rata-rata leblh rendah 
Rata-rnta lebih tinim!, Rata-rata !ebil\ ronda!;, iiai<Hlta lebih tinggi, Rm-rata tebih rer.dah, 
amderung menlfl'Un ada peningka~n cenrlerung men11run leblh stabil 

3 RasJaBe!anjaPegawai Rata·r.rta lehihrendah liatrrnla leblhtinggi Ra!a-ratalebih rendah flata.~·atalebih tinggi 
4 RasioBelanjaBarang R_ata-rala lebih tinggi Rat.l-rntalehihrm:fah Rata·ra~a leblh tlnggi Rata-rnta lebihrendah 

· z ujiaed3·--_ -_- -, -::-' -:_·:- -- --- ~--: 
,,~~~~si Penerl~n p;j~t -
2 Kepirtuhan Wai,ii:l Pajak 
3 RasioSelanjaPegawai 
4 Rasio Belanja B?rang 

Secarn rata-ratnldat ada perbedaan 
Seoo rata-rata ada petOO!aan 
Secara rata-rat3 ada perbed'aan 
SeGira rat;t..rata ada perbedK.m 

l 1\llii Rl!g.;,i. ... : .. · .... · .· . . . . . 

Me\ode 

1 Kepatuha:J WajibPajaK 
z Rasia Belanja Pegawai 
3 ltasio &!la:~ja 6arang 
4 Modernisasi 

fiJed Effect 
?@lip; 0,5708; signifili:an;sesui 
Pos:tip; 0,1556; signifikan;sesllai 

Negaiif; -0,1219; s:gnifikan; tidaX sesu3i 
Positip; O,OS27; signifikan; sesuai 

I. Analisa V ertikal 

Secarnrnta-rata tldak" ~ perbedaan 
Smm ~a tida~ ada perbedaan 
Secara rat.l-rata ada petbedaan 
~ ral.a-rala ad~t perbedaan 

Random Effect 
Pnsittp; 1,0084; sign:fikan;se.wai 
Positi p; 0,3018; sig}iilili:a n;sesu al 
Negatif; -0.2447; signifikan; tida:k sesuai 
Negatif; -£).i!95;tidak sigr~ifikan; tidaksesuai 

Berdasarkan analisa ini diperoleh kesimpulan~ yaitu secara rata-rata tidak 

ada perbedaan yang signifikan antara realisasi penerimaan pajak dan 

kepatuhan pajak pada KPP di Kanwil DJP Jakarta pusat setelah 

modemisasi dibandingkan sebelumnya. Secara rata-rata teJjadi perbedaan 

yang signifikan pada belanja pegawai dan belanja barang. Hal ini 
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disebabkan adanya pemberian remunerasi lebih besar kepada pegawai 

setelah pelaksanaan modernisasi sehingga menyebabkan tingkat rasio 

belanja pegawai menjadi meningkat lebih tinggi. Tetapi berbeda dengan 

belanja barang, setelah modemisasi belanja barang lebih rendah sehingga 

rasio perbandingan belanja barang terhadap realisasi penerimaan lebih 

rendah. 

Berdasarkan basil estimasi regresi data panel dengan Fixed Effect 

yang dilakukan diketahui bahwa peningkatan realisasi penerimaan pajak 

pada Kanwil DJP Jakarta Pusat sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak dan Belanja Pegawa~ sedangkan belanja barang memberikan 

pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak Selain itu variabel 

modernisasi sebagai dummy variabel menunjukkan pengaruh positip 

terhadap realisasi penerimaan. 

2. Analisa Horizontal 

Berdasarkan analisa ini diperoleh kesirnpulan yang bcrbeda dari 

analisa vertikal, yaitu secara rata~rata ada perbedaan yang signifikan 

antarn realisasi penerimaan pajak, kepatuhan pajak dan pengeluaran 

belanja barang pada KPP yang telah modemisasi dibandingkan KPP yang 

belum modernisasi~ kecuaH belanja pegawai. Secara rata-rata penerimaan 

pajak di Kanwil DJI' Jakarta Pusat (bentuk KPP Modem) lebih rendah 

dibandingkan rata-rata penerimaan pajak selurub kanwil Jakarta. Tetapi 

di!ihat dari rata-rata rasio belanja pegawai, secara statistik rata-rata kedua 

variabel tersebut pada KPP Modem lebih besar dibandingkan KPP belum 

modem. 

Berdasarkan basil estimasi regresi data panel dengan Random 

Effect yang dilakukan, hasil yang diperoleh hampir sama dengan anaHsa 

vertikal, yaitu peningkatan realisasi penerinrnan pajak pada KPP di 

Jakarta sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan 

Belanja pegawai. Sedangkan variabel belanja barang dan modemisasi 

memberikan pengaruh negatif terhadap realisasl penerimaan pajak. 
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3. Faktor Realisasi Penerimaan Pajak. 

Berda.sarkan analisa secara keseluruhan disimpulkan bahwa realisasi 

penerimaan pejak sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan Wajib Pajak 

dan Belanja pegawai dilakukan tiap KPP, baik yang telab modemisasi 

maupun yang belum modemisasi. Total realisasi penerimaan pajak pada 

KPP modem, yaitu Kanwil DlP Jakarta Pusat, yang meningkat cukup 

besar dibandingkan KPP di Kanwil DJP Jakarta lainnya. sangat 

dipengarubi tingginya kedua fuktor ini, terutama tingginya rasio belanja 

pegawai. Namun demikian rasio belanja pegawai yang tinggi harus 

diwaspadai karena akan menyebabkan tingkat rasio antara belanja 

pegawai terhadap realisasi penerimaan tidak baik dan teljadi penunman 

tingkat marginal utility sebingga faktor ini justru akan memberikan efek 

sebaliknya, yrutu memiliki pengarub negatif pada realisasi penerimaan. 

4. Faktor Kepatuhan Wajib Pajak. 

Berdasarkan anaHsa secara keseluruhan, terlihat bahwa faktor ini 

mempunyat pengaruh positip yang cukup besar terhadap realisasi 

penerimaan daripada variabel lrunnya dalam penelitian ini. Dengan 

demikian pelaksanaan kebijakan reformasi administrasi modem dengan 

tujuan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah sangat tepa!. 

Reformasi administrasi pelp3jakan dengan knnsep pemberian 

pelayanan yang lebih baik kepada W'\iib Pajak dan didnkung sarana dan 

prasarana yang lebih balk seharusnya dapat memberikan dampalr terhadap 

peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Akan tetapi dilihat secara analisa 

vertikal dampak ini belum terlihat) tetapi secara horizontal dampak ltu 

dapat terlihaL Dengan demikian masih dibutuhkan waktu untuk 

mensosialisasikan kebijakan adminlstrasi perpajakan ini kepada Wajib 

Pajak di Kan"il DJP Jakarta Pusat. 

5. Faktor Belanja PegawaL 

Berdasarkan basil estimasi analisa vertikal dan horizontal, terlihat 

babwa faktor ini memiliki pengaruh positip terhadap penerimaan pajak. 
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Berdasarkan data statistik dari kedua anaJisa. terlihat bahwa rasio belanja 

pegawai pada KPP yang telah moderrnsasi lebih besar daripada sebelum 

dan KPP lainnya yang belum modernisasi. Besar pengeluaran KPP 

moderrnsasi disebabkan bertambahnya jumlah KPP sehingga jumlah 

pegawai juga bertambah dan ditambah adanya pemberian remunerasi 

yang lebih besar terhadap pegawai. Dengan demikian pengeluaran yang 

cukup besar ini dapat mempengarohi realisasi penerimaan pajak. Hal ini 

dapat teljadi karena dari jumlah belanja pegawai terdapat llllSur pajak, 

yaitu PPh pesal 21. Dengan demikian semakin besar rasio belanja 

pegawai KPP tersebut, terdapat sebagian penerimaan pajak. Akan tetapi 

harus diperhatikan bahwa pengeluaran r-.tsio belanja yang besar akan 

menycbabkan tingkat cost collection tax ratio semakin buruk dan effect 

marginal utility semakin menurun, yaitu pertarnbahan belanja lebih besar 

dibandingkan pertambahan realisasi penerimaannya. 

0. Faktor Belanja Barang. 

Berdasarkan basil estimasi analisa vertikaJ dan horizontal, terlihat 

bahwa faktor lni memiliki pengaruh negatif terhadap realiasi penerimaan 

pejak. Dari basil uji beda yang dilakukan dalam kedua analisa terlihat 

bahwa ada perbedann yang signifikan antara belanja barang yang 

dilakukan KPP modem dengan KPP yang belum modem. Dimana secara 

rata-rata, belanja KPP modem lebih kecil dari pada KPI' belum modem. 

Dengan demikian kebijakan administrasi perpajakan meningkalkan 

efisiensi belanja barang. Perubahan sistem adrninistrasi perpajakan lebih 

modem dan menggunakan berbasis teknoJogi~ seperti e-SPT dan e~ 

Regristration, dapat menekan pengeluaran be!anja barang, yaitu blaya 

cetakSPT. 

7. Faktor Mcdcrnisasi. 

8. Berdasarkan basil estimasi kedua analisa, yaitu vertikal dan horizontal. ada 

perberlaan basil. baik koefesien dan signifikasi. Variabel ini digunakan untuk 

memisahkan antara KPP yang telah modernisasi dengan yang belwn 
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modernisasi. Berdasarkan basil terse but maka penelitian mengambil basil dari 

analisa secara vertikal karena dilihat dari koefesien dan signiflkasi sesuai 

dengan ekspetasi dari penelitian ini. Berdasarkan analisa tersebut disimpulkan 

bahwa meskipun pelaksanaan kebijakan administrasi perpajakan paW. Kanwil 

DJP Jakarta Pusat memberikan pengaruh positip terhadap realisasi 

penenmaan) tetapi kenaikkan tersebut belum mampu memberikan 

meningkatkan secara rata-rata realisasi penerimaan KPP secara keseluruhan. 

Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan administrasi 

perpajakan di Kanwil Jakarta Pusat secara ekonomi masih pada masa transisi. 

Untuk mencapai fase lebih tinggi lagi yaitu pertumbnhan dibutuhkan 

sosialisasi yang lebih baik terbadap kebijakan ini kepada para Wajib Pajak 

dan para aparat pajak. Dengan demikian diharapkan kepatuhan Wajib Pajak 

dapat meningkat dan kinmja para aparat pajak juga meningkat sehlngga 

realisasi penerimaan dapat ikut meningkat. 

6.1. Saran 

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah diuralkan, penulis 

mcmberikan beberapa rekomendasi terkait dengan kebijakan pemerintah dalam 

mengoptimalisasi penerimaan pajak dan mengkaitkan kebijakan pemerintah 

berupa reformasi administrasi perpajakan. Adapun rekomendasi yang dapat 

diberikan sesuai dengan hasil penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Pe1aksanaan kebijakan reforrnasi administrasi perpajakan masih dapat 

dilanjutkan pada KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat, narnun perlu 

mengkaji ulang tentang belanja pagawai. Hal ini terkait adanya rencana 

pelaksanaan modemisasi diterapkan kepada seluruh KPP di Kanwil 

Jakarta. Betanja pegawai harus dikajl ulang karena dari penelitian ini 

terlihat bahwa secara rata-rata belanja pegawai meningkat tetapi 

peneri.maan pajak secara rata-rata tidak meningkat. 

Sardll penuHs untuk mengkaji ulang belanja pcgawai, ada dua hal yang 

harus diperbatikan, yaitu efektifitas jumlah pegawai dan besaran 

remunerasi tiap pegawai. Tidak adanya data dalam penelitian mengenai 
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jumlah pegawai mal<a efektifitas jumlah pegawal tidak bisa dihitung. 

Sedang untuk besarnya remunerasi pegawai di KPP ditentukan secara 

tetap tanpa melihat efektifitas atau kinerja pegawai atau kantor. Cam ini 

harus di ubah, yaitu remune!lllli ditetapkan berdasarkan kinerja kantor. 

Ukuran kinerja kantor yang digunakaan sebagai adalah besamya 

penerimaan pajak KPP dibandingkao KPP lainnya dalam satu Kanwil. 

2. Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah pada KPP modem 

diba.ndingkao sebelumnya dapat disebabkan olah kurangoya sosialisasi 

secara intensif dan kontinyu kepada Wajib Pajak mengenai sistem 

administrasi modern. Oleh karena itu sosialisasi harus dilanjutkan secam 

kontinyu dan efektif dengan menjelaskan perbedaan sistem sebelumnya 

dengan yang baru tentang manfaat dan kernudahan yang diberikan sistem 

yang baru dalam hal pelayanan. 

3. Dari hasil panelitian masih terdapat ekspetasi yang kurang sesuai dari 

yang penulis harapkan, yaitu faktor modemisa.si. Hal ini kemungkinan 

disebabkan kurangnya waktu dan data dalam penelitian sehingga perlu 

kelanjutan dari penelitian dalam pe!aksanaan Kebijakan Modernisasi di 

Kanwil DJP Jakarta Pusat dalam kurun waktu minimal I 0 tabun (analisa 

vertika} atau 5 tabun setelah rencana modernisasi telah dilaksanakan 

menyeluruh (analisa Horizontal). 
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Lampiran 1. 
Tabel5.6 

Deskriptif Data Analisa Horizontal 
"1 Mit ar Ruuiab 

Kanwil tahun modem real1 patuh Bi_pgw Bi_brg 
pusat 2004 Mfl modem Sum 7.5S5,66 

Mean 690,51 35,11% 47,14% 30,64% 
Median 671,50 32,19% 54,75% 34,37% 
Std. DeVIation 377,84 11.n% 20,36% 11,40% 
N 11 11 11 11 

2005 modem S"m 6.:299,88 
Mean 572,72 30,76% 64,25% 29,67% 
Median 455,40 29,50% 67,09% 31,25% 
51d. Devialiol'l 310,85 6,16% 13,86% 6,61% 
N 11 11 11 11 

2006 modem Sum 8.040,37 
Mean 730,94 31,36% 65,88% 25,57% 
Media.n 555,00 29,14% 69,01% 25,61% 
St<J. Deviation 406,01 8,41% 13,05",{, 4,77% 
N 11 11 11 11 

barat 2004 non modem Sum 4.855,85 
M<lan 693,69 40,92% 57,38% 42,6.2% 
Media'n 579,25 40,02% 55,75% 44,25% 
Std. Deviation 300,99 4,57% 6,85% 6,BS% 
N 7 7 7 7 

2005 non modem Sum 4.988,49 
Mean 712,64 39,21% 53,29% 33,47% 
Median 643,61 39,41% 59.31% 34,90% 
Std. Oevlailon 294,46 3,78% 21,64% 14.82% 
N 7 7 7 7 

2006 non modem s,m 5.420,79 
Mean 774,40 35,73% 64,49% 31,73% 
Median 643,58 36,12% 71,30% 27,91% 
Std. Deviation 367,45 3,32% 14,83% 14,06% 
N 7 7 7 7 

selntan 2004 non modem Sum 7.957,32 
Mean 795,73 29,62% 56,60% 41,40% 
Median 673,38 29,2.1% 56,'24% 4'3,76% 
Std. Deviation 609,11 4,0B% 1,80% 7,80% 
N 10 10 10 10 

2005 non modem Swn 9.974,31 
M<!an 997.43 29,47% 65,33% 34,67% 
Median 823,•H 3tl,45% 64,89% 35,11% 
Sitt Ooviation 736,8() 3,61% 4,60% 4,60% 
N 10 10 10 10 

2000 non modem Swn 11.686,66 
Mean 1.188.67 27,83% 66,21% 24.37% 
Median 910,27 25,21% 71,00% 26,18% 
Sid Oeviatlon 822,75 3,65% 13,05% 5,23% 
N 10 10 10 10 
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tlmur 2004 non modem Sum 3.859,71 
Mean 643,28 32,3B% 58,17% 41,63% 
Median 448,84 31,86% 55,42% 44.56% 
Std. Oev•aliO!'\ 483,34 5,96% 6.38% 6,36% 

N 6 6 • 6 
2005 fiOI"'mOOem Sum 4.806,11 

Mean 801,02 33,33% 54,75% 31,33% 
Median 508,73 31,97% 61.48% 37,73% 
Std. Deviation &35,30 5,95% 22,40% 13,76% 
N 6 6 6 6 

2006 non modem Sum 5.154,32 
Mean 659.!15 32,.116% IID.64% 26,50% 
Median 579,50 29,96% 64,58% 28,07bA> 
Std. Deviation 649,10 10,57% a,S7% 7,26% 
N 5 6 6 • 

""'"' 2004 non modern SUm 3.S43,36 
Mean 7S8,67 33,75% 55,77% 44,23% 
Median 623,37 33,4S% 57,03% 42,97% 
S'!d. DeVJahon 538.,65 9,60% 3,65% 3,65% 
N 5 5 5 5 

2005 """""""'"' S"m 4.917,78 -· 903,56 32,78% 55,34% 36,88% 
Merliatl 640,34 32,85% 57.93% 39,16% 
StU. Dcvia!lon 657,52 8,66% 9,80% 8,05% 
N 5 5 5 5 

2006 non modem S.,m 5.112,03 
Mean 1.022,41 30,87% 63,18% 30,16% 
Median 806,71 31,66% 61,33% 31,64% 
Std. Deviation 626,20 '1.41% 6,97% 3,80% 
N 5 5 5 5 

Total 2004 non modem Sum 28.211,90 -n 7.23.38 34.15% 54,72% 39,07% 
Median 623.37 33,48% 55,92% 42:,75% 
Std. Deviation 452,19 8,53% 1.:1;,71% 9,53% 
N 39 39 ,. 39 

2005 non modem Sum 24.686,69 
Meoo 881,67 :33,:3-2% 56,27% 34,05% 
Median 694,10 32,94% 62.39% 36,59% 
Std. DIM<tliot. 595,61 6,49% 15,73% 1(),19% 

N 21! 2S 28 28 
modem Sum 6.299,88 

Mean $72,7.2 ""·""' 64,25% 29,67% 
Median 455,40 29:.50% 67.09% 31.25% 
Std. Deviation 310,85 6,16% 1$,86% 6,61% 
N 11 11 11 11 

2006 non modem S"m 27.513.00 
Mean 984,76 31,34% 84.05% 27,68% 
Median 795,55 31,84% 67.34% 27,04% 
Std. Deviation 649,93 6,70% 11,4B% 8,56% 
N 28 28 2ll 28 

modern ·~ 8.040,37 
Mean 730,94 31,36% 65.68% 25,57% 
Median 555,06 29,14% 69,o1% 25,61% 
Sid. Oevialioo 406.(.11 8,41% 13,05% 4,77% 
N 11 11 11 11 
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Lampiran2. 

Common Effect 

Dependent Variahte: lOG{REAl?) 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07122109 Time; 22:24 
Sample: 2003 2006 
Included observations: 4 
Number of cross-sections used: 11 
Total panel (balanced) o~ervations: 44 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 

PATUH? 37.07926 5.690806 6.515643 
LOG{PGW?) 0.880926 2.780292 0.309653 
LOG(BRG?) -11.52871 2.376190 -4.851761 
MODERN? 0.817146 2.028495 0.402834 

R-square<l -72.467956 Mean dependent var 
Adjusted R-squared -77.978053 S.D. dependent var 
S,E. of regression 5.208838 Sum squared resid 
Ourhin~Watson stat 1.433464 

Fixed Effect 

Dependent Variable: LOG(REAL?) 
Method: Poofed least Squares 
Date: 07122109 Time: 22:27 
Sample: 2003 2006 
Included observations: 4 
Number of cross--sections used: 11 

Variable Coefficient 

PATUH? 0.525236 
LOO(PGW?) -0.038913 
LOG(BRG?) -0.361685 
MODERN? 0.063005 

Fixed Effects 
_CMPK-C 
_GMB1-C 
_GM83-C 
_KMYR-C 
_MTG2-C 
_MTG1-C 
_SWBR-C 
_SENN-C 
_TAB2-C 
_TAB1-C 
GMB2-C 

25.41387 
26.77454 
26.08045 
26.24053 
25.99807 
26.60341 
26.79002 
25.83815 
25.92051 
27.15373 
26.88381 

Std. Error 

0.405498 
0.159157 
0.145833 
0.098876 

t-Statlstlc 

1.295286 
-0.244494 
-2.480136 
0.637212 

R-squared 0.920252 Mean dependent var 

Prob. 

0.0000 
0.7584 
0.0000 
0.6892 

26.99314 
0.566122 
1065.280 

Pro b. 

0.2054 
0.8088 
0.0192 
0.5290 

26.99314 
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Adjusted R -sq uarnd 
S.E. of regression 
F ·Statistic 

0.881753 S.D. dependentvar 
0.201550 Sum squared resfd 
23.90318 Durbin-Watson stat 
0.000000 

0.586122 
1.178052 
2.769224 

Prob(F -statistic) 

H1 : individual effect 
F-(RSS1-RSS2)/m 

(RSS2)1(n·k) 
m=jum!ah restriksi= 
n=jumlah observasi= 
k=jml parameter dim fixed= 

RSS1=RSS common 

RSS2=RSS fixed 

(F tabel (10,40,5%) = 2,08 
F stat = 36,69 
menolak Ho atau individual effeet 

Hausman Test 

Correlated Random Effects - Hausman Test 
Pool: VERTIKAL 
Test cross-section random effects 

Chi-Sq, 
Test Summary Statistic 

Cross-section random 8.415665 

Variable Fixed Random 

PATUH? 0.525236 0.637391 
LOG(PGW?) -0.03<1913 -0.036172 
LOG(BRG?) -0.361685 -0.367142 
MODERN? 0.063005 0.066953 

Kesimpulan : Pilih Fixed Effect 

10 
44 

4 

11,8678 

1,1667 

Chi-Sq. dJ. 

4 

Var(Diff.) 

0.005978 
0.001348 
0.000713 
0.000369 

Prob. 

0.0357 

Prob. 

0.1469 
0.9405 
0.8381 
0.8371 
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UJI BLUE 

1 Multikolinearitas . 
Variable VlF 

---r;i\/IF--1 
' f--

!modern 1.80 ·---·-~54602 ____ 
lbrg 1.52 

·-··~ 
. 0.658576 -·-

t:w 1.48 0.675028 

1.15 0.866711 Ia~ 

~VJF~·- 1.49 ===±----~ 
Kestmpulan : Ttdak ada Mult1kolmeantas. 

2. Heterokedatistis 

SSR fixed effect (d)= 11669 ' 
di I (dild)-1 ·-· ((dlid)-1]2-1 

CMPK 0,02198 -0,98116 0,96268 
GMB1 0,01460 ·--__:(),98732 0,97479 

t-------"c7 
GMB3 t- 0,00918 -0,99213 0,98433 ·--
KMYR 0,02199 -0,98115 0,96265 - -
MTG2 ·------t-___::1),010~~~----__::!,00887 !-- 1,01782 

f---MTG1 ·-·- __ -O.OOB_~t--___:1,00701_+---- 1,01_4Q!_ 
SWBR -0,00197 -1,00169' 1,00~~ 

SENN . -0,00752. ·-- -1,0~ _ ___1,_01293 
TAB2 O,it= -0,99622 0,99245 

r,:~B1 --- -0,013l6 -~.98872 0,97756 

t:~B2 -=~ .. I 0,02~71 .. - -0,979881 .. ·- 16~:~~ 
LM;NT/2•I((dild)-1 )•2) 

Chi-slat 238,9825 

chi sq !abel (44,4,5%)= 11,0705 
Kesimpulan : Heterokedastisitas 
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3. Antokorelasi 

Dependent Variable: LOG(REAL?) 
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights} 
Date: 07(22/09 Time: 23::28 
Sample: 2003 2006 
included observations: 4 
CrossMsections included: II 
Total pool (balanced} observations: 44 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. f.rror tMStatistic 

c 26.48061 0.239876 1!0.3931 

PATUH? 0.228114 0.218963 !.041794 

LOG(PGW7) 0.043080 0.048977 0.879597 

LOG(BRG?) .(),390301 0.075346 -5.180093 

MODERN? -0.000321 0.090423 -ll.Q!J3555 

Fixed Effects (Cross) 
_CMPK-C M0.929166 

_OMB1-C 0.463271 
_GMB3--C -0.216582 
_KMYR--C .().113323 

_MTG2--C -0.356279 

~MTGI----C 0.263490 
_SWBR·-C 0.496022 

SENN-<: -0.51!412 -
_TAB2--C -0.4483 i4 

_TABI--C 0.8547!2 

_GMB2--C 0.497580 

Weighted Statistics 

RMsquared 0.949107 Mean dependent var 
Adjusted R-squared 0.924539 S.D. dependent var 
S.E. of regression 0.197301 Sum squared resid 
FMstatistic 38.63050 Durbin· Watson stat 
Prcb{F~stalistic) 0.000000 

dw label (4,44,5%) dl~ 1,336 
du= 1,720 

Kesimpulan : Autokorelasi Positip 
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Pmb. 

0.0000 
0.3061 

0.3863 
0.0000 
0.9972 

30.84724 
9.563476 

Ll28902 
2.627862 
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Model Setelab Uji BLUE 

Dependent Variable: LOG( REAL?) 
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights) 
Date: 07122109 Time: 23:34 
Sample (adjusted): 2004 2006 
lnduded observations: 3 after adjustments 
Cross--sections included: 11 
Total pool (balanced) observalions: 33 
Iterate coefficients after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 

c 26.75329 0.034471 776.1149 
PATUH? 0.570809 0.065279 8.744204 

LOG(PGW?) 0.155609 0.020292 7.668492 
LOG(BRG?) -(1.121925 0.005659 -21.54601 
MODERN? 0.052753 0.006986 7.550965 

AR(1) -0.503415 0.014087 -35.73656 
Fixed Effects (Cross) 

_CMPK-C -o.849716 
_GMB1-C 0.524586 
_GMB3-C -0.191883 
_KMYR-C -0.051129 
_MTG2-C -0.385785 
_MTG1-C 0.151807 
_SWBR-C 0.601825 
_SENN-C -o.574230 
_TAB2-C -o.506370 
_TAB1-C 0.754571 
_GMB2-C 0.526524 

Weighted Statistics 

R-squared 0.992553 Mean dependent var 
Adjusted R-squared 0985982 S.D.dependentvar 
S. E of regression 0,121959 Sum squared resld 
F~statlstic 151.0491 Durbin-Watson stat 
Prob(F-statlstic} 0.000000 

Unweighted Statistics 

R-squared 0.990956 Mean dependent var 

Sum squared resid 0.307061 Durbin-Watson stat 
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Prot>. 

0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 

43.70153 
26.97479 
0.252860 
2.340701 

27.07432 
2.473195 
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Lampiran 3. 

Common Effect 

Dependent Vartable: LOG(REAL ?) 
Method: Pooled least Squares 
Date: 07123109 Time: 11:39 
Sample: 2005 2006 
Included observations: 2 
Cross-sections included: 39 
Total pool {balanced) observations. 78 

Variable Coefficient 

PATUH? 59.19458 
LOG(BI_PGW?) 5.893249 
LOG(BI_BRG?) ·8.302851 

MODERN? 0.472349 

R-squared -49.3175 
Adjusted R-squared -51.3573 
S.E. of regression 4.629748 
Sum squared resid 1586.158 
Log likelihood -228.1593 

Fixed Effect 

Dependent Variable: LOG( REAL?} 
Method: Pooled least Squares 
Date: 07/23109 Time: 11:43 
Sample: 2005 2006 
Included observations: 2 
Cross-.sections included: 39 
Total pool {balanced} observations: 78 

Variable 

c 
PATUH? 

LOG(BI_PGW?) 
lOG(BI_BRG?) 

Fixed Effects (Cross) 

CoeffiCient 

26.76639 
1.096227 
0.324515 

·0.258863 

Std. Error t-StaUstic 

4.219150 14.02998 
1.907292 3.069851 
1.425327 ·5.825225 
1.190321 0.398625 

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike Info criterion 
Schwa12 criterion 
Durbin-Watson stat 

Std. Error t-Siatistic 

0.314345 85.14968 
0.928337 1.160850 
0.094289 3.441712 
0.076165 -3.398688 

Effects Specification 
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Prob. 

0.0000 
0.0028 
0.0000 
0.6926 

27.27657 
0.639834 
5.952803 
6.073659 
0.634373 

Prob. 

0.0000 
0.2454 
0.0015 
0.0017 
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Cross-section fiXed (dummy variables) 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E of regression 
Sum squared resid 
Log like!lhood 
Durbin-Watson stat 

0.978786 
0.954625 
0.136293 
0.668729 
74.92715 
3.900000 

Mean dependent var 
S.D.dependentvar 
Akalke info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistlc 
Prob(F-statistlc) 

27.27657 
0.639834 

-0.844286 
0.424711 
40.51184 
0 000000 

catatan : tidak dlgunakan dummy modem karena membentuk matrix singular 

H 1 : individual effect 
F=(RSS 1-RSS2llm 

(RSS2)/(n-k) 
m::;:jumlah restrlksi= 
n::::jumlah observasi::: 
k=jmt parameter dim fixed= 

RSS1=RSS common 

RSS2=RSS fixed 

(F tabel (10,40,5%) = 
F slat = 

2,08 
36,69 

menolak Ho atau individual effect 

Hausman Test 

Correlated Random Effects - Hausman Test 
Pool: HORI0506 
Test cross~n random effects 

Chi-Sq. 
Test Summary Statlstlc 

Cross-section random 1.220847 -
Valiable Fixed Random 

{PATUH?) 1.096227 1.096493 
LOG(BI_PGW?) 0.324515 0.301887 
LOG(BI_BRG?) -0.258863 -0.244792 

Kesimpufan : Random Effect 

10 
44 

4 

11.8678 

1,1667 

Chi-Sq. d.f. 

3 

Var{Diff.) 

0.238533 
0.000728 
0.000402 

Pro b. 

0.7480 

Prob. 

0.9963 
0.4018 
0.4828 
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UJI BLUE 

1. Multikolinearitas 

rvariab!;---- r-· 
lwiF ·--l VIF 

I modem 
1,07 ·- .. 0,595944 . 

·--· --· 
lbrg 1,41 0,706716 

lpgw 1,31 0,762646 

1-------1-- 1,68 0,934303 lpatuh 
r--· 

Mean VIF 1.37 --
2. Heterokedastis 

SSR Random effect (d); 0,678876 

di (di/d)-1 [(dild)-1]2 

_BARAT_CKG 0,02526 -0,96279 0,92697 

_BARAT_GPT 0,00182 -0,99732 0,99464 

_BARAT_KBJ 0,30840 -0,54573 0,29782 

_BARAT_PLM 0,05452 -0,91969 0,84583 

_BARAT_TM2 0,05782 -0,91484 0,83693 

_BARAT_TM1 0,30115 -0,55639 0,30957 

_BARAT_TMB 0,21203 -0,68767 0,47289 

_PUSAT_CMPK 0,69903 0,02969 0,00088 

_PUSAT_GMB1 0,29315 -0,56819 0,32284 

_PUSAT_GMB3 0,05891 -0,91322 0,83397 

_PUSAT _KMYR 0,01565 -0,97666 0,95386 

_PUSAT_MTG2 0,33882 -0,50091 0,25092 

_PUSAT_MTG1 0,03685 -0,94572 0,89439 

_?USAT_SWBR 0,42177 -0,37872 0,14343 

_PUSAT_SENN 0,38891 -0,42713 0,18244 

_PUSAT_TAB2 0,21554 ·0,68250 0,46581 

_PUSAT_TA81 0,65575 -0,03407 0,00116 

_PUSAT_GMB2 0,41900 -0,38281 0,14654 

_SELATAN_CLDK 0,04314 -0,93646 0,87696 

_SELATAN_KB2 0,38080 -0,43907 0,19278 

_SELATAN_KB1 0,67257 -0,00928 0,00009 

_SELATAN_KBL 0,00957 -0,98591 0,97202 

_SELATAN_MPM 0,02286 -0,96632 0,93378 

_SELATAN_PNC 0,17244 ·0,74599 0,55651 

_SELATAN_PMG 0,00776 -0,98666 0,97726 
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_SElATAN_STB2 0,00191 -0,99719 

_SElATAN_STB1 1,94188 1,86044 

_SElATAN_TBT 0,20687 -0,69527 

_ TIMUR_CKG2 0,24918 -0,63295 

_TIMUR_CKG1 0,50746 -0,25250 

_TIMUR_JTNG 0,14123 -0,79197 

_TIMUR_KRJT 0,88052 0,29702 

_TIMUR_MTRM 2,50364 2,68793 

_TIMUR_PLGD 0,17086 -0,74832 

_ UT ARA_KLGD 0,01956 -0,97118 

_UTARA_KOJA 1,55591 1,29189 

_UTARA_PDMG 0,00646 -0,98754 

_UTARA_PNJR 0,36067 -0,46872 

_UTARA_TJPR 0,79601 0,17254 

LM=NTI2*l:((dild)-1 )"2) 
1369,7611 

chi sq label (88,4,5%)= 11,0705 

Kesimpulan : tolaK Ho (Heterokedastisitas) 

3. Autokorelasi 

Dependent VanabJe: LOG(REAL ?) 
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 06/24100 Time: 13:11 
Sample: 2005 2006 
Included observations: 2 
Cross-sections included: 39 
Total pool {balanced} observations: 78 
Swamy and Arora estimator of component variances 
Cross-section SUR (PCSE} standard errors & covariance (d. f. 

corrected) 

Variable Coefficient Sid. Error t..Statistic 

c 26.86752 0.375830 71.48842 
PATUH? 1.098493 0.644036 1.705638 

LOG(BI_PGW?) 0.301887 0.073316 4.117641 
LOG(BI_BRG?) -ll.244792 0.033935 -7.213641 

MODERN? -0.339585 0.261301 -1.29!1597 

Prob. 

0.0000 
0.0923 
0.0001 
0.0000 
0.1978 
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0,99439 
3,46123 
0,48341 
0,40062 
0,06376 
0,62722 
0,08822 
7,22494 
0,55998 
0,94320 
1,66899 
0,97523 
0,21970 
0,02977 

31,13093 
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Random Effects 
(Cross) 

- BARAT_CKG-C -0.154286 
_BARAT_GPT-C 0.015258 
_BARAT _KBJ-C 0.538166 
_BARA T _PLM-C -0.195730 
_BARAT_TM2-C -0.217471 

-BARAT _TM1-C -0.505198 
_BARAT_TMB-C -0.449035 

_PUSAT_CMPK-C -Q.805ll35 
_PUSAT_GMB1-C 0.532396 
_PUSAT_GMB3-C -0.253498 
_PUSAT_KMYR-C -0.060019 
_PUSAT _MTG2-C -0.561250 
_PUSA T _MTG1-C 0.123919 
_PUSAT_SWBR-C 0.640633 
_PUSAT_SENN-C -0.600924 
_PUSAT_TA82-C -0.422991 

-PUSAT_TAB1-C 0.792586 

- PUSAT_GMB2-C 0.614982 
_SELATAN_CLDK-C 0.195495 
_SELATAN_KB2-C -{1,594675 
_SELATAN_KB1-C 0.796797 
_SELATAN_KBL-C 0.086925 
_SELATAN_MPM-C -0.103914 
_SELATAN_PNC-C -{1.400339 
_SELATAN_PMG-C 0.082776 
_SELATAN_STB2-C 0.016704 

- SELATAN_STB1-C 1.367419 
_ SELA TAN_ TBT -C 0.423915 
_TIMUR_CKG2-C -0.478434 
_TlMUR_CKG1-C 0.698146 
_TIMUR_JTNG-C -0.400155 
_ TIMUR_KRJT -C 0.920055 
_TIMUR_MTRM-C -1.539450 
_TIMUR_PLGD-C -{1397934 
_UTARA_KLGD--C 0.133956 

- UTARA_ KDJA-C -1.205522 
_UTARA_PDMG--C -0.063360 
_UTARA_PNJR-C 0.572284 

-UTARA_TJPR-C 0.877809 

Effects Specification 
S.D. Rho 

Cross-section random 0.632117 0.9556 
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Idiosyncratic random 

R~squared 

Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
F -statistic 
Prob(F-statlstic) 

R-squared 
Sum squared resid 

0 136293 

Weighted StatiStics 

0.164726 
0.118958 
0.135843 
3.599129 
0.009832 

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Sum squared resid 
Durbin-Watson stat 

Unweighted StaCstics 

0.033203 Mean dependent var 
30.47618 Durbin-Watson stat 

Kesirupulan : Tidak ada autokorelasi 

0.0444 

4.111128 
0.144723 
1.347085 
1.939719 

27.27657 
0.085738 
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Dengan demikian basil tersebut telah memcnuhi asumsi BLUE. 
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